BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dalam bab-bab sebelumnya, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dengan meratifikasi Kovenan Internasional di Bidang Hak-Hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya Tahun 1966 berarti membawa implikasi
terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia Di bidang Pendidikan.
Implikasi ini dapat berpengaruh dalam beberapa hal. Contohnya dapat
diwujudkan pada harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-
undangan terutama dibidang kependidikan. Namun pada kenyataannya
pemerintah masih belum melaksanakan secepatnya sinkronisasi
peraturan-peraturan mengenai hak pendidikan.

Adanya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-
undangan; seperti, antara Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
dengan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
Diharapkan seharusnya Sistem Pendidikan Nasional menjadi
kepanjangan tangan dari kovenan dan pedoman menjalankan pendidikan,
namun hal tersebut masih jauh dari harapan. Karena Sistem Pendidikan
Nasional terkesan tidak sepenuhnya dapat melindungi dan memenuhi

hak atas pendidikan itu secara maksimal, sebab yang diatur justru hal-hal
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yang bukan subtanstif atau fundamental. Hal yang fundamental tersebut
yakni mengenai bagaimana agar hak atas pendidikan itu harus dilindungi
dan dipenuhi oleh pemerintah malah tidak diatur. Inilah yang membuat
masyarakat belum dapat menuntut negara terhadap pemenuhan hak atas
pendidikannya. Dengan kata lain pemerintah belum bisa memahami dan
melaksanakan kewajibannya.

Dengan demikian implikasi ratifikasi Kovenan Internasional
Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya terhadap kebijakan pemerintah
diusahakan sedapat mungkin untuk dirumuskan dalam tata peraturan
perundang-undangan seperti apa yang telah ditetapkan dalam Kovenan
Internasioanal Ekonomi, Sosial, dan Budaya sehingga dapat menjadi

bagian integral dari semua hukum nasional Indonesia dan dilaksanakan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka diajukan saran-saran
sebagai berikut:

Ada beberapa langkah strategis yang harus dilakukan untuk
melakukan pembaharuan dan peningkatan mutu pendidikan. Pertama,
pemerintah harus berusaha melaksanakan secepatnya sinkronisasi dan
harmonisasi peraturan-peraturan dibidang kependidikan, baik dari tataran
pusat hingga ke daerah. Kedua, pemerintah harus melaksanakan amanat
Pasal 31 ayat (4) Perubahan UUD 1945 tentang alokasi anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD secara

efektif dan efisien yang diikuti peningkatan pengawasan anggarannya.
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DEKLARASI UNIVERSAL
HAK-HAK ASASI MANUSIA

Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB
pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A {til)

Mukadimah

Menimbang, bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat

dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan
perdamaian di dunia,

Menimbang, bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah
mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani
umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan
berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan
sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa,

~ Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang

tidak terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman
dan penjajahan,

Menimbang, bahwa pembinaan hubungan bersahabat di antara negara-negara periu
ditingkatkan, '

Menimbang, bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak hak
dasar dari manusia, dan pada hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan, dan telah
memutuskan akan mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam
kemerdekaan yang lebih luas,

Menimbang, bahwa Negara-negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam
penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-
kebebesan yang asasi, dengan perbaikan penghargaan umum terhadap dan pelaksanaan hak-
hak manusia dan kebebasan-kebebasan ini hakiki, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menimbang, bahwa pemahaman yang sama mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan

tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji tersebut, maka
dengan ini:

Majelis Umum,

Memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai suatu standar umum untuk
keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap
badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan
cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-
hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif
yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannnya yang
universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara Anggota sendiri maupun oleh
bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.

Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka
dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 2




Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam
Deklarasi ini dengan tidak ada kekecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis
kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau
kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau
kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara

yang merdeka, yang berbentuk wilyah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah
batasan kedaulatan yang lain.

Pasal 3 :
Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai induvidu.

Pasal 4

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak
dalam bentuk apa pun mesti dilarang.

Pasal 5

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum
secara tidak manusiawi atau dihina.

Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia
berada.

Pasal 7
Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa
diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi

yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada
diskriminasi semacam ini.

Pasal 8

Setiap orang berhak atas pemulihan yahg efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk
tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-
undang dasar atau hukum.

Pasal 9
Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Pasal 10
Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh

pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban kewajibannya
serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Pasal 11

(1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak
bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang
terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.

(2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau
kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau
internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan
hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran
pidana itu dilakukan.

Pasal 12




Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau
hubungan suart-menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan
pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan
hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Pasal 13
(1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap
negara.

(2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak
kembali ke negerinya.

Pasal 14

(1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri
dari pengejaran.

(2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-

kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan perbuatan yang
bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15 o
(1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.

(2)Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak
hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

Pasal 16
(1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan,
kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga.

Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan
di saat perceraian.

(2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh
oleh kedua mempelai. -

(3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak
mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Pasal 17

(1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
(2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.

Pasal 18

Sefiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk
kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama
atau kepercayaann dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya,
baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini
termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari,
menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan
dengan tidak memandang batas-batas.

Pasal 20

(1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
(2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

Pasal 21




(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau
melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.

(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan
pemerintahan negeranya.

(3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan
dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang
bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan
prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Pasal 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan
terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperiukan untuk martabat dan
pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional,
dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

Pasal 23

(1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas
syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan_dari
pengangguran.

(2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang
sama.

(3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang
memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun
keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan periindungan sosial lainnya.

(4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi
kepentingannya.

Pasal 24
Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja
yang layak dan hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah.

Pasal 25

(1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan
dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan
kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat
menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan
lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

(2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak,
baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan
sosial yang sama.

Pasal 26 -

(1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma,
setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah
harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua
orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua
orang, berdasarkan kepantasan.

(2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk
mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar.
Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara
semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan
Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

(3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan
kepada anak-anak mereka.




Pasal 27

(1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan
bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu
pengetahuan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril

maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian
yang diciptakannya.

Pasal 28
Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan
kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 29

(1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia
dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.

(2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk
hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak
dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam
hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang
demokratis.

(3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh
dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30
Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara,
kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan

perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang
termaktub di dalam Deklarasi ini.




KOVENAN INTERNASIONAL
HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI)

tertanggal 16 Desember 1966, dan terbuka untuk penandatangan,
ratifikasi, dan aksesi

MUKADIMAH

Negara-Negara Pihak dalam Kovenan ini,

Menimbang bahwa sesuai dengan asas-asas yang diproklamasikan dalam Piagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak
terpisahkan dari semua anggota keluarga manusia merupakan landasan dari kebebasan,
keadilan dan perdamaian di dunia,

Menéakui bahwa hak-hak ini berasal dari martabat yang melekat pada manusia,

Mengakui bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, keadaan ideal dari
manusia yang bebas dari penikmatan kebebasan dari ketakutan dan kemelaratan, hanya dapat
dicapai apabila diciptakan kondisi di mana semua orang dapat menikmati hak-hak ekonomi,
sosial dan budayanya, juga hak-hak sipil dan politiknya.

Menimbang kewajiban Negara-Negara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan
penghormatan dan pentaatan secara universal pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan.

Menyadari bahwa individu, yang mempunyai kewajiban terhadap individu lainnya dan pada
masyarakat di mana ia berada, berkewajiban untuk mengupayakan kemajuan dan pentaatan dari
hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini,

Menyetujui pasal-pasal berikut :

BAGIAN |

Pasal 1

1. Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut
mereka dapat secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar
kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

2. Semua bangsa, uuntuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola
kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang
timbul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan asas saling menguntungkan dan
hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu
bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.

3. Negara Pihak dalam Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas
penyelenggaraan Wilayah Tanpa Pemerintahan dan Wilayah Perwalian, harus memajukan
perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan harus menghormati hak tersebut
sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAGIAN 1l




Pasal 2

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini, berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik
secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya dibidang
ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, untuk secara progresif mencapai
perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai,
termasuk denagn pengambilan langkah-langkah legislatif.

2. Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam
Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun sepertii ras, warna kulit, jenis
kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial,
kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

3. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan hak asasi manusia dan perekonomian
nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh mereka dapat menjamin hak-hak
ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini kepada warga negara asing.

Pasal 3
Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak yang sama antara laki-laki dan

perempuan untuk menikmati semua hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tercantum dalam
Kovenan ini.

Pasal 4

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa dalam hal pemenuhan hak-hak yang dijamin
oleh Negara sesuai dengan Kovenan ini, Negara hanya dapat mengenakan pembatasan hak-hak
tersebut sesuai dengan ketentuan hukum, sepanjang hal ini sesuai dengan sifat hak-hak
tersebut, dan semata-mata dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu
masyarakat demokratis.

Pasal 5

1. Tidak ada satu hal pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan hak
kepada suatu Negara, perorangan atau kelompok, untuk terlibat dalam suatu kegiatan atau
melaksanakan tindakan apapun, yang bertujuan untuk menghancurkan hak-hak dan
kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasi hak-hak
tersebut dalam tingkat yang lebih besar daripada yang diperbolehkan dalam Kovenan ini.

2. Tidak satupun pembatasan atau pengurangan hak asasi manusia yang mendasar yang
diakui atau berada di negara manapun berdasarkan kekuatan hukum, konvensi, peraturan
atau kebiasaan, akan dapat diterima, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-
hak tersebut, atauu mengakuinya pada tingkat yang lebih rendah.

BAGIAN 1l

Pasal 6
1. Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang
- atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya
secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini.
2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai
perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi juga bimbingan teknis dan kejuruan serrta
program-program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan
ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang penuh dan produktif,
dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi
perorangan.

Pasal 7

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang
adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin:

(a) Bayaran yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya :



1. Upah yang adil dan imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan
dalam bentuk apapun, khususnya bagi perempuan yang harus dijamin kondisi kerja yang
tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk
pekerjaan yang sama.

2. Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka, sesuai dengan ketentuan-
ketentuan Kovenan ini;

(b) Kondisi kerja yang aman dan sehat;

(¢) Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi,
tanpa didasari pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan.

(d) Istirahat, liburan dan pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan berkala dengan gaji
maupun imbalan-imbalan lain pada hari libur umum.

Pasal 8

1. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin:

a) Hak setiap orang untuk membentuk serikat pekerja dan bergabung dalam serikat pekerja
piihannya sendiri, berdasarkan peraturan organisasi yang bersangkutan, demi
memajukan dan melindungi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Pembatasan dalam
pelaksanaan hak ini tidak diperbolehkan kecuali yang ditentukan hukum, dan yang
diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional
atau ketertiban umum, atau untuk perlindungan hak -hak dan kebebasan-kebebasan
orang lain;

b) Hak setiap pekerja untuk membentuk federasi-federasi atau konfederasi-konfederasi
nasional dan hak konfederasi nasional untuk membentuk atau bergabung dengan
organisasi serikat pekerja internasional; '

¢) Hak serikat pekerja untuk bertindak secara bebas, yang tidak dapat dikenai pembatasan-
pembatasan apapun selain yang ditentukan oleh hukum, dan yang diperlukan dalam
suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional atau ketertiban
umum, atau untuk perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain;

d) Hak untuk melakukan pemogokan, asalkan pelaksanaannya sesuai dengan hukum
negara yang bersangkutan;

2. Pasal ini tidak menghalangi dikenakannya pembatasan-pembatasan yang sah dalam
pelaksanaan hak-hak tersebut di atas, oleh anggota-anggota angkatan bersenjata atau
kepolisian atau penyelenggara suatu Negara.

3. Tidak ada satupun dalam Pasal ini yang memberi kewenangan pada Negara-Negara Pihak
dalam “Konvensi Internasional Organisasi Perburuhan Internasionai tahun 1948 tentang
Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berserikat" untuk mengambil langkah legislatif
atau menerapkan hukum apapun sedemikian rupa yang akan mengurangi jaminan-jaminan
yang telah diberikan Konvensi itu.

Pasal 9
Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk
asuransi sosial.

Pasal 10

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa:

1. Perlindungan atas bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang
merupakan kelompok alamiah dan mendasar dari satuan masyarakat, terutama terhadap
pembentukannya, dan sementara itu keluarga bertanggung jawab atas perawatan dan
pendidikan anak-anak yang masih dalam tanggungan. Perkawinan harus dilangsungkan
berdasarkan persetujuan yang sukarela dari calon mempelai.

2. Perlindungan khusus harus diberikan kepada para ibu selama jangka waktu yang wajar
sebelum dan sesudah melahirkan. Selama jangka waktu itu para ibu yang bekerja harus
diberrikan cuti dengan gaji atau cuti dengan jaminan sosial yang memadai.

3. Langkah-langkah khusus untuk periindungan dan bantuan harus diberikan untuk kepentingan
semua anak dan remaja, tanpa diskriminasi apapun berdasarkan keturunan atau keadaan-
keadaan lain. Anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial.



Pemanfaatan mereka dalam pekerjaan yang merrugikan moral atau kesehatan, atauu yang
membahayakan kehidupan mereka, atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan
mereka secara wajar, harus dikenai sanksi hukum. Negara-negara juga harus menetapkan
batas umur di mana mempekerjakan anak di bawah umur tersebut dengan imbalan, harus
dilarang dan dikenai sanksi hukum.

Pasal 11

1.

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang
layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas
perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah
yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama
internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.

Negara Pihak pada Kovenan ini, dengan mengakui hak mendasar dari setiap orang untuk

bebas dari kelaparan, baik secara individual maupun melalui kerjasama internasional, harus

mengambil langkah-langkah termasuk program-program khusus yang diperiukan untuk;

a) Meningkatkan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan, dengan sepenuhnya
memanfaatkan pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, melalui penyebarluasan
pengetahuan tentang asas-asas ilmu gizii dan dengan mengembangkan atau
memperbaiki sistem pertanian sedemikian rupa, sehingga mencapai suatu
perkembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien;

b) Memastikan distribusi pasokan pangan dunia yang adil yang sesuai kebutuhan, dengan
memperhitungkan masalah-masalah Negara-negara pengimpor dan pengekspor pangan.

Pasal 12

1.

2.

Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar

tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.

Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai

perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk

mengupayakan:

a) Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta
perkembangan anak yang sehat;

b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;

¢) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit
lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;

d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis
dalam hal sakitnya seseorang.

Pasal 13

1.

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka
menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia
seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak
asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan
harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu
masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar
semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-
kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.
Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara
penuh:
a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;
b) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan
tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan
segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma
secara bertahap;



¢) Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar
kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan
cuma-cuma secara bertahap;

d) Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-
orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka;

e) Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif
diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi
materiil staf pengajar harus terus menerus diperbaiki.

Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali

yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh

lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidkan sebagaimana
ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa
pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.

Tidak satupun ketentuan dalam Pasal ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembenaran untuk

mencampuri kebebasan individu dan badan-badan untuk mendirikan dan mengurus

lembaga-lembaga pendidikan sepanjang prinsip-prinsip yang dikemukakan ayat 1 Pasal ini
selalu diindahkan, dan dengan syarat bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-
lembaga itu memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Negara.

Pasal 14

Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini yang pada saat menjadi Pihak belum mampu
menyelenggarakan waijib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah perkotaan atau
wilayah lain di bawah yurisdiksinya, harus berusaha dalam jangka waktu dua tahun, untuk
menyusun dan menetapkan rencana kegiatan rinci untuk diterapkan secara progresif, dan dalam
beberapa tahun yang layak harus melaksanakan prinsip wajib belajar dengan cuma-cuma bagi
semua orang, yang harus dimasukkan dalam rencana kegiatan tersebut.

Pasal 15

1.

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang:

a) Untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya;

b) Untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya;

¢) Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang
timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya.

2. Langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai
perwujudan sepenuhnya dari hak ini, harus meliputi pula langkah-langkah yang diperiukan
guna melestarikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

3. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan yang mutlak
diperlukan untuk penelitian ilmiah dan kegiatan yang kreatif.

4. Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui manfaat yang akan diperoleh dari pemajuan dan
pengembangan hubungan dan kerjasama internasional di bidang iimu pengetahuan dan
kebudayaan.

BAGIAN IV

Pasal 16

1. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji, sesuai dengan bagian dari Kovenan ini, untuk

menyampaikan laporan mengenai langkah-langkah yang telah diambil, dan kemajuan yang

telah dicapai dalam pematuhan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

a) Semua laporan harus disampaikan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa
Bangsa yang akan menyampaikan salinan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial, untuk
dipertimbangkan sesuai ketentuan Kovenan ini;

b) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa juga harus menyampaikan salinan
laporan atau bagian laporan yang relevan dari Negara-negara Pihak kovenan ini yang
juga adalah anggota dari Badan Khusus, kepada Badan-Badan Khusus tersebut
sepanjang laporan-taporan tersebut atau bagian darinya berhubungan dengan masalah-



masalah yang menjadi kewenangan dari Badan Khusus tersebut sesuai dengan
instrumen konstitusinya.

Pasal 17

1. Negara Pihak pada Kovenan ini harus memberikan laporan mereka secara bertahap, sesuai
dengan program yang ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosia! dalam jangka waktu satu
tahun sejak Kovenan ini mulai berlaku, setelah berkonsultasi dengan Negara Pihak dan
Badan Khusus yang bersangkutan.

2. Laporan demikian dapat menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan yang

mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban dalam Kovenan ini.

3. Apabila sebelumnya telah diberikan informasi yang relevan kepada Perserikatan Bangsa-
Bangsa atau pada suatu Badan Khusus oleh Negara Pihak pada Kovenan ini, maka
informasi tersebut tidak lagi perrlu diberikan, tetapi cukup dengan merujuk secara jelas pada
informasi yang pernah diberikannya tersebut.

Pasal 18

Sesuai dengan tanggung jawabnya menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang hak-
hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar, Dewan Ekonomi dan Sosial bersama-sama
dengan Badan-badan Khusus dapat menyusun laporan tentang kemajuan yang dicapai dalam
mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini dalam hal-hal yang termasuk dalam ruang
lingkup kegiatan mereka. Laporan-laporan ini dapat mencakup hal-hal khusus dari keputusan dan
rekomendasi terhadap penerapan tersebut yang telah disetujui oleh organ-organ yang
berwenang.

Pasal 19

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat menyampaikan pada Komisi Hak Asasi Manusia, laporan-
laporan mengenai hak asasi manusia yang disampaikan oleh Negara-negara Pihak sesuai
dengan Pasal 16 dan 17, dan laporan-laporan mengenai hak asasi manusia yang disampaikan
oleh Badan-Badan Khusus sesuai dengan Pasal 18, untuk dipelajari dan diberikan rekomendasi
umum, atau sekedar untuk informasi belaka.

Pasal 20

Negara Pihak pada Kovenan ini dan Badan-badan Khusus yang terkait, dapat menyampaikan
tanggapan-tanggapan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial tentang rekomendasi sesuai dengan
Pasal 19, atau mengenai rujukan terhadap rekomendasi umum tersebut, dalam setiap laporan
Komisi Hak Asasi Manusia atau dokumen yang dirujuk di dalamnya.

Pasal 21

Dewan Ekonomi dan Sosial dari waktu ke waktu dapat menyampaikan kepada Majelis Umum
Perserikatan bangsa-bangsa, dan ringkasan dari informasi yang diterima dari Negara Pihak pada
Kovenan ini dan Badan-Badan Khusus, tentang langkah-langkah yang telah diambil dan
kemajuan yang dibuat yang telah dicapai dalam mematuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan
ini.

Pasal 22

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat meminta perhatian badan-bandan Perserikatan Bangsa-
Bangsa lainnya, badan perlengkapan dan Badan-badan Khusus yang bersangkutan untuk
memberikan bantuan teknis, tentang hal-hal yang timbul dari laporan-laporan yang diatur dalam
bagian ini, yang dapat membantu badan-badan tersebut dalam memutuskan kelayakan langkah-
langkah internasional yang dapat mendukung penerapan Kovenan ini secara bertahap dan
efektif, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 23

Negara Pihak pada Kovenan ini setuju bahwa tindakan internasional untuk pemenuhan hak-hak
yang diakui dalam Kovenan ini mencakup metode-metode seperti penandatanganan konvensi,
penetapan rekomendasi, pemberian bantuan teknis serta penyelenggaraan pertemuan-



pertemuan regional dan pertemuan teknis untuk keperluan konsultasi dan pengkajian, yang
dilakukan bersama dengan Pemerintah-pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 24

Tidak ada satu hal pun ketentuan dalam Kovenan ini dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga
mengurangi ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari Badan-
badan Khusus yang menetapkan atas tanggung jawab masing-masing badan Perserikatan

Bangsa-Bangsa dan Badan Khususnya, berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur dalam
Kovenan ini.

Pasal 25
Tidak ada satu hal pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sehingga mengurang hak-hak

yang melekat dari semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan kekayaan dan sumber
daya alam mereka secara bebas dan penuh.

BAGIAN V

Pasal 26

1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara Anggota Perserikatan Bangsa-
Bangsa atau anggota dari Badan-badan Khususnya, oleh Negara Pihak pada Statuta
Mahkamah Internasional dan oleh Negara lainnya yang telah diundang oleh Majelis Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Pihak pada Kovenan ini.

2. Kovenan ini harus diratifikasi. Semua instrumen ratifikasi harus diserahkan pada Sekretaris
Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

3. Kovenan ini terbuka untuk diaksesi oleh Negara dengan merujuk pada ayat 1 Pasal ini.

4. Aksesi akan berlaku denagn diserahkannya instrumen aksesi pada Sekretaris Jenderal
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahukan kepada semua
Negara yang telah menandatangani Kovenan ini atau yang telah melakukan aksesi,
mengenai penyimpanan setiap instrumen ratifikasi atau aksesi.

Pasal 27

1. Kovenan ini mulai berfaku tiga bulan setelah tanggal diserahkannya instrumen ratifikasi atau
instrumen aksesi yang ketiga puluh lima untuk disimpan pada Sekretaris Jenderal
Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesi atas Kovenan ini setelah
disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi yang ketiga puluh lima, Kovenan ini akan mulai
berlaku tiga bulan setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi tersebut.

Pasal 28
Ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini berlaku bagi semua bagian dari Negara-negara federal
tanpa pembatasan atau pengecualian.

Pasal 29

1. Negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengusulkan perubahan dan menyampaikannya pada
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal harus
memberitahukan setiap usulan perubahan tersebut kepada semua negara Pihak, dengan
permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju diadakan Konferensi
Negara-negara Pihak untuk membahas dan melakukan pemungutan suara terhadap usulan
tersebut. Dalam hal sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara Pihak menyetujui
diadakannya konferensi, Sekretaris Jenderal akan menyelenggarakan konferensi dibawah
naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara
Pihak yang hadir dan yang memberikan suara pada konferensi, harus disampaikan pada
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapat persetujuan.



2. Perubahan-perubahan mulai berlaku apabila disetujui oleh Majelis Perserikatan Bangsa-
Bangsa, dan diterima oleh dua pertiga mayoritas Negara-negara Pihak Kovenan ini sesuai
dengan prosedur konstitusi masing-masing.

3. Apabila perubahan-perubahan telah berlaku, maka perubahan-perubahan tersebut akan
mengikat Negara-negara Pihak yang telah menerimanya, sedang negara Pihak lainnya
masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Kovenan ini dan perubahan-perubahan
terdahulu yang telah mereka terima.

Pasal 30

Tanpa mengindahkan pemberitahuan yang dibuat menurut Pasal 26 ayat 5, Sekretaris Jenderal
Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyampaikan semua Negara yang dimaksud dalam ayat 1
dari Pasal tersebut hal-hal sebagai berikut;

a) Penandatangan, ratifikasi dan aksesi sesuai dengan Pasal 26;

b) Tanggal mulai berlfakunya Kovenan ini sesuai dengan Pasal 27, dan tanggal mulai
berlakunya perubahan-perubahan sesuai dengan Pasal 29.

Pasal 31

1. Teks Kovenan ini yang dibuat dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol,
mempunyai kekuatan yang sama, akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyampaikan salinan resmi dari
Kovenan ini pada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.




KOVENAN INTERNASIONAL
HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A
(XX1)

Tertanggal 16 Desember 1966, Terbuka untuk penandatangan,

Ratifikasi dan Aksesi

MUKADIMAH
Negara-negara Pihak pada Kovenan ini,

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamirkan dalam Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas harkat dan martabat serta hak-hak yang sama
dan tak terpisahkan dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan dari kebebasan,
keadilan dan perdamaian di dunia.

Mengakui, bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada setiap
manusia.

Mengakui, bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, cita-cita manusia
yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan
kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati
hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa Negara-negara wajib
untuk memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak asasi dan kebebasan
manusia.

Menyadari, bahwa setiap manusia yang mempunyai kewajiban pada manusia lainnya dan
terhadap masyarakat di mana ia menjadi bagian, bertanggung jawab untuk memajukan dan
mematuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Menyepakati, pasal-pasal berikut ini:

BAGIAN |

Pasal 1

1. Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka
bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi,
sosial dan budaya mereka.

2. Semua bangsa, untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat mengelola kekayaan dan sumber
daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama
ekonomi internasional, berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional.
Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-
sumber penghidupannya sendiri.

3. Negara Pihak pada Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas
penyelenggaraan Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, harus
memajukan perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan harus menghormati hak
tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAGIAN I

Pasal 2

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak
yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk
pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin,




bahasa, agama, politk atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan,
kelahiran atau status lainnya.

2. Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada,

setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang
diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan - ketentuan dalam
Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang
diperlukan untuk memberlakuka hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

3. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjan;ji :

(ayMenjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini
ditanggar, akan memperoleh upaya pemulhan yang efektif, walaupun pelanggaran
tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;

(b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan
hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau
oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan
untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;

(c)Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian
demikian apabila dikabulkan.

Pasal 3
Negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan
perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik yang diatur datam Kovenan ini.

Pasal 4

1. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah
diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-
langkah yang mengurangi2 kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh
memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah
tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum
internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna
kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.

2. Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali
tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini.

3. Setiap Negara Pihak Kovenan ini yang menggunakan hak untuk melakukan pengurangan
tersebut harus segera memberitahukannya kepada Negara-negara Pihak lainnya melalui
perantaraan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai ketentuan-
ketentuan yang dikuranginya, dan mengenai alasan-alasan pemberiakuannya. Pemberitahuan
lebih lanjut, harus dilakukan melalui perantara yang sama pada saat berakhirnya
pengurangan tersebut.

Pasal 5

1. Tidak satupun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu
Negara, kelompok atau perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk
menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau
untuk membatasinya lebih daripada yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini.

2. Tidak diperkenankan adanya suatu pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi manusia
yang mendasar diakui atau yang ada di suatu Negara ysng menjadi pihak dalam Kovenan ini
menurut hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak
mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya sebagai hak yang lebih rendah sifatnya.

BAGIAN 1l

Pasal 6

1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib
dilindungi oleh hukum, Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-
wenang.

2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya
dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang
berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan




Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini
hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan
yang berwenang.

3. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus difahami,
bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada Negara yang
menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah
dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi
Kejahatan Genosida.

4. Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhak untuk memohon pengampunan atau
penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat
diberikan dalam semua kasus.

5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah
usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah
mengandung.

6. Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah
penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini.

Pasal 7
Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang
keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat
dijadikan obyek eksperimen medis atau iimiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.

Pasal 8

1. Tidak seorang pun dapat diperbudak; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala
bentuknya harus dilarang;

2. Tidak seorang pun dapat diperhambakan.

3. (a) Tidak seorang pun dapat diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib;

(b) Ayat 3 (a) tidak boleh menghalangi pelaksanaan kerja paksa sebagai akibat hukuman
yang dijatuhkan suatu pengadilan yang berwenang, di negara-negara di mana hukuman
dengan kerja paksa dapat dijatunkan sebagai hukuman terhadap kejahatan;

(c) Bagi keperluan ayat ini, pengertian "kerja paksa atau kerja wajib” tidak boleh mencakup:

i) Setiap pekerjaan atau jasa yang tidak disebutkan dalam sub ayat (b), yang biasanya
diwajibkan pada orang yang ditahan atas perrintah yang sah dan pengadilan, atau pada
orang yang tengah menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan tersebut;

ii) Setiap kewajiban kemiliteran dan, di negara-negara yang mangakui adanya keberatan
atas dasar keyakinan seseorang, setiap kewajiban nasional yang ditetapkan
berdasarkan hukum mengenai keyakinan tersebut;

iii)Setiap tugas yang dituntut untuk dilakukan dalam keadaan darurat atau bencana yang
mengancam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat;

iv)Setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan bagian dari kewajiban-kewajiban umum
warga negara.

Pasal 9

1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat
ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas
kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan oleh hukum.

2. Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera
mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.

3. Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera
dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk
menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar,
atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu
diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada
waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila
diputuskan demikian.



4. Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak
untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-
nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya
apabila penahanan tidak sah menurut hukum.

5. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah,
berhak untuk mendapat ganti kerugoan yang harus dilaksanakan.

Pasal 10

1. Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan
menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.

2. Tersangka, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, harus dipisahkan dari orang
yang telah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai
orang yang belum dipidana;

3. Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin segera
dihadapkan ke sidang pengadilan.

4, Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi
dalam memperlakukan narapidana. Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang
dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.

Pasal 11

Tidak seorang pun dapat dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk
memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian.

Pasal 12

1. Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu Negara, berhak atas kebebasan
untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.

2. Setiap orang bebas untuk meninggaikan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri.

3. Hak-hak di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali pembatasan yang ditentukan
oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral
masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak
lain yang diakui dalam Kovenan ini.

4. Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki
negaranya sendiri.

Pasal 13

Seorang asing yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara Pihak dalam Kovenan ini,
hanya dapat diusir dari wilayah tersebut sebagai akibat keputusan yang diambil berdasarkan
hukum, dan kecuali ada alasan-alasan kuat mengenai keamanan nasional, harus diberikan
kesempatan untuk mengajukan alasan untuk menolak pengusiran tersebut, dan berhak meminta
agar kasusnya ditinjau kembali dan diwakili untuk tujuan ini oleh badan yang berwenang atau
orang atau orang-orang yang secara khusus ditunjuk oleh badan yang berwenang.

Pasal 14

1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan
peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala
hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil
da terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak
berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti
seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral , ketertiban umum atau keamanan
nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar dipertukan
menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan
merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara
pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana
kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut
berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.



. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai

kesalahannya dibuktikan menurut hukum.

. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas

jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:

a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya,
tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;

b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan
berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;

¢) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;

d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melajui
pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak
mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentigan keadilan,
dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;

e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan
meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-
syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya; -

f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau
tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;

g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa
mengaku bersalah. ‘

. Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia

mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.

. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya

atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.

. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau
diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan
secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang
yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi
menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui
itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.

. Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pemah

dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum
acara pidana di masing-masing negara.

Pasal 15

1.

Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan
atau tidak melakukan tindakan-yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya,
baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak pula diperbolehkan untuk
menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak
pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul
ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka pelaku harus mendapatkan keuntungan dari
ketentuan tersebut. -

Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang dapat merugikan persidangan dan penghukuman
terhadap seseorang atas tindakan yang difakukan atau yang tidak dilakukan, yang pada saat
hal itu terjadi masih merupakan suatu kejahatan menurut asas-asas hukum yang diakui oleh
masyarakat bangsa-bangsa.

Pasal 16
Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada.

Pasal 17

1.

Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah
dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-
menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.



2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti
tersebut di atas.

Pasal 18

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup
kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendir, dan
kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat
umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah,
pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.

2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau
menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat
dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi
keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan
mendasar orang lain.

4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan

apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral
bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Pasal 19

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.

2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk
kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun,
terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya
seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

3. Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan
tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini
hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Pasal 20

1. Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum

2. Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang
merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus
dilarang oleh hukum.

Pasal 21

Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan
terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang
diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan
keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum,
atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Pasal 22

1. Setiap orang berhak atas kebebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak
untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

2. Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur oleh
hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan
nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral
umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain. Pasal ini tidak boleh
mencegah diberikannya pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan
kepolisian dalam melaksanakan hak ini.

3. Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan kepada Negara Pihak
Konvensi Organisasi Buruh Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan
Perlindungan atas Hak Berserikat untuk mengambil tindakan legislatif atau menerapkan




hukum sedemikian rupa, sehingga dapat mengurangi jaminan-jaminan yang diberikan dalam
Konvensi tersebut.

Pasal 23

1. Keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak
dilindung oleh masyarakat dan Negara.

2. Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga
harus diakui.

3. Tidak ada satu pun perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan
penuh dari para pihak yang hendak menikah,

4. Negara Pihak dalam Kovenan ini harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk
menjamin persamaan hak dan tanggung Jawab pasangan suami istri tentang perkawinan,

Dalam halnya berakhirnya perkawinan harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk
melindungi anak-anak.

Pasal 24

1. Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya
sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi
berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, aeal-usul kebangsaan atau sosial,
kekayaan atau kelahiran.

2. Setiap anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan harus memperoleh suatu
nama.

3. Setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan.

Pasal 25
Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:
a) lkut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui
wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang
universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk
menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;

¢) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti
umum.

Pasal 26

Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang
sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan
menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas
dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-
usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status fain.

Pasal 27

Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau

bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari

haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati

budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendir, atau

menggunakan bahasa mereka sendiri.

BAGIAN IV

Pasal 28

1. Harus dibentuk Komite Hak Asasi Manusia (dalam Kovenan ini selanjutnya akan disebut
sebagai Komite). Komite harus terdiri dari delapan belas anggota dan bertugas melaksanakan
fungsi-fungsi yang diatur di bawah ini.

2. Komite terdiri dari warga negara dari Negara Pihak dalam Kovenan ini yang harus bermoral
tinggi dan diakui keahliannya di bidang hak-hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan
manfaat dari keikutsertaan sejumlah orang yang berpengalaman di bidang hukum.




3.

Para anggota Komite harus dipilih dan berfugas dalam kapasitas pribadi mereka.

Pasal 29

1.

2.

3.

Anggota Komite harus dipilih dengan pemungutan suara secara rahasia dari daftar orang-
orang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 28, dan dicalonkan untuk
tujuan itu oleh Negara Pihak dalam Kovenan ini.

Setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini dapat mencalonkan tidak lebih dari dua orang.
Orang-orang ini merupakan warga negara dari negara yang mencalonkan.

Seseorang dapat dicalonkan kembali.

Pasal 30

1.

2.

Pemilihan pertama akan diselenggarakan paling lambat dari enam bulan setelah tanggal
bertakunya Kovenan ini.

Sekurang-kurangnya empat bulan sebelum tangga! setiap pemilihan Komite, selain dari
pemilihan untuk mengisi kekosongan jabatan telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 34,
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan undangan tertulis
kepada Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini untuk menyampaikan calon mereka bagi
Komite, dalam waktu tiga bulan.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyiapkan daftar nama semua orang
yang dicalonkan berdasarkan abjad, dengan menyebutkan Negara Pihak yang mencalonkan
mereka, dan menyampaikan daftar tersebut pada Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini,
tidak kurang dari satu bulan sebelum tanggal pemilihan.

Pemilihan anggota Komite harus diselenggarakan pada sidang Negara-negara Pihak dalam
Kovenan ini yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di Markas
Besar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada persidangan tersebut, yang setidaknya dihadiri
oleh dua pertiga Negara-Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan untuk mencapai kuorum,
orang yang dipilih untuk menjadi anggota Komite haruslah calon-calon yang memperoleh
suara terbanyak dan merupakan mayoritas mutlak dari wakil-wakil Negara Pihak yang hadir
dan memberikan suara.

Pasal 31

1.
2.

Komite tidak boleh beranggotakan lebih dari satu warga negara dari Negara yang sama.
Dalam pemilihan Komite, harus dipertimbangkan pembagian geografis yang merata dalam
keanggotannya dan perwakilan dari berbagai bentuk kebudayaan dan sistem-sistem hukum
yang utama.

Pasal 32

1.

Anggota Komite akan dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Mereka dapat dipilih kembali
apabila dicalonkan lagi. Namun demikian, masa jabatan untuk sembilan anggota-anggota
yang segera setelah pemilihan pertama, nama-nama kesembilan anggota ini akan dipilih
melalui undian oleh Ketua persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30, ayat 4.
Pemilihan pada akhir masa jabatan akan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal-
pasal sebelumnya dalam bagian ini dari Kovenan ini.

Pasal 33

1.

Apabila berdasarkan pendapat bulat dari para anggota seorang anggota Komite telah berhenti
melaksanakan fungsi-fungsinya berdasarkan suatu sebab yang lain daripada ketidakhadiran
yang bersifat sementara, Ketua Komite akan memberitahukannya pada Sekretaris Jenderal
Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan menyatakan bahwa jabatan anggota
tersebut kosong.

. Dalam hal seorang anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka Ketua

harus segera memberitahukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa
yang kemudian harus menyatakan bahwa jabatan tersebut kosong sejak tanggal
meninggalnya atau pada tanggal pengunduran diri berlaku efektif.

Pasal 34




1. Apabila suatu kekosongan jabatan telah diyatakan sesuai dengan Pasal 33, dan apabila masa
jabatan anggota yang digantikan tidak akan berakhir dalam jangka waktu enam bulan sejak
dinyatakan kekosongan tersebut, Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa harus
memberitahukannya kepada setiap Negara pihak dalam Kovenan ini yang dalam jangka
waktu dua bulan dapat menyampaikan calon sesuai dengan Pasal 29 untuk mengisi
kekosongan tersebut.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyiapkan daftar menurut abjad
yang memuat nama orang-orang yang dicalonkan dan akan menyampaikannya kepada
Negara Pihak dalam Kovenan ini. Pemilihan untuk mengisi kekosongan akan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan terkait dalam bagian ini dari Kovenan ini.

3. Seorang anggota Komite yang telah dipilih untuk mengisi kekosongan yang telah dinyatakan
sesuai dengan Pasal 33 akan menduduki jabatan itu selama sisa masa jabatan anggota yang
telah mengosongkan kursi pada Komite sesuai dengan ketentuan dalam Pasal tersebut.

Pasal 35

Para anggota Komite, dengan persetujuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akan
menerima honorarium dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan syarat-syarat
dan ketentuan-ketentuan yang diputuskan oleh Majelis Umum, dengan mempertimbangkan
pentingnya tanggung jawab Komite.

Pasal 36
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyediakan staf dan fasilitas yang
dibutuhkan agar Komite dapat melaksanakan fungsinya secara efektif.

Pasal 37

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyelenggarakan persidangan
pertama Komite di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Setelah persidangan pertama, Komite akan mengadakan pertemuan pada waktu-waktu yang
ditentukan dalam peraturan tata kerjanya.

3. Komite umumnya akan mengadakan pertemuan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-
Bangsa atau di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa.

Pasal 38
Setiap anggota Komite sebelum memulai tugasnya harus membuat pernyataan dalam Komite
terbuka bahwa ia akan melaksanakan tugasnya tanpa memihak dan dengan seksama.

Pasal 39

1. Komite akan memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun. Mereka dapat dipilih
kembali.

2. Komite akan membuat peraturan tata kerjanya sendiri, akan tetapi peraturan itu harus
menetapkan antara lain bahwa:
a. Dua belas anggotanya merupakan kuorum;
b. Keputusan-keputusan Komite harus dibuat berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang

hadir.

Pasal 40

1. Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menyampaikan laporan tentang
langkah-langkah yang telah mereka ambil dalam memberlakukan hak-hak yang diakui dalam
Kovenan ini dan mengenai perkembangan yang telah dicapai dalam pemenuhan hak-hak
tersebut :
a) Dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Kovenan ini untuk Negara Pihak yang

bersangkutan.

b) Setelah itu, apabila diminta.

2. Semua laporan harus disampaikan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa,
yang akan meneruskannya pada Komite untuk dipertimbangkan. Laporan-laporan tersebut




harus menyebutkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, apabila ada yang mempengaruhi
penerapan Kovenan ini.

. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah berkonsultasi dengan Komite,

dapat meneruskan kepada badan-badan khusus yang terkait, salinan dari bagian-bagian
setiap laporan yang dianggap masuk dalam kewenangan badan khusus tersebut.

Komite akan mempelajari laporan-laporan yang disampaikan oleh Negara-negara Pihak
dalam Kovenan ini. Komite akan meneruskan laporan-laporannya beserta komentar umum
apabila dipandang perlu, kepada Negara-negara Pihak. Komite dapat juga menyampaikan
komentar-komentar tersebut bersama dengan salinan laporan-laporan yang diterima Komite
dari Negara Pihak Kovenan ini, kepada Dewan Ekonomi dan Sosial.

Negara Pihak dalam Kovenan ini dapat menyampaikan pengamatan terhadap komentar
apapun yang dibuat sesuai dengan ayat 4 dari Pasal ini kepada Komite.

Pasal 41

1.

a)

b)

c)

d)

e)

a)

h)

Suatu Negara Pihak dalam Kovenan ini, sewaktu-waktu dapat menyatakan, berdasarkan
pasal ini, bahwa ia mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas
komunikasi yang berhubungan dengan tuntutan suatu Negara Pihak yang menyatakan
bahwa Negara Pihak lainnya tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Kovenan ini.
Komunikasi yang dimaksud dalam Pasal ini hanya dapat diterima dan dibahas apabila
disampaikan oleh Negara Pihak yang telah menyatakan bahwa dirinya tunduk pada
kewenangan Komite. Tidak satupun komunikasi akan diterima oleh Komite apabila hal
tersebut berhubungan dengan Negara Pihak yang belum membuat perrnyataan. Komunikasi
yang diterima berdasarkan Pasal ini akan ditangani sesuai dengan prosedur sebagai berikut;
Apabila Negara Pihak dalam Kovenan ini beranggapan bahwa Negara Pihak lain tidak
melaksanakan ketentuan-ketentuan Kovenan ini, ia dapat secara tertulis meminta perhatian
tentang hal ini kepada Negara pihak yang berkepentingan. Dalam waktu tiga bulan setelah
menerima komunikasi, Negara yang menerima harus menyampaikan keterangan atau
pernyataan tertulis lainnya kepada Negara Pengirim, yang menjelaskan masalah tersebut,
penjelasan mana harus mencakup, sepanjang dimungkinkan dan sesuai, rujukan prosedur
domestik dan penyelesaian yang telah dan akan ditempuh, atau tersedia tentang masalah
tersebut.
Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara memuaskan bagi kedua Negara
Pihak dalam jangka waktu enam bulan setelah penerimaan oleh Negara yang menerima
komunikasi awal, maka masing-masing Negara berhak untuk mengajukan masalah itu
tersebut kepada Komite, dengan memberitahukan kepada Komite dan Negara Pihak lainnya.
Komite hanya akan menangani masalah yang diajukan kepadanya setelah ia memastikan,
bahwa semua penyelesaian domestik yang ada telah ditempuh dalam menangani masalah
ini, sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang diakui. Ketentuan ini tidak berlaku
apabila pelaksanaan upaya penyelesaian telah diulur-ulur secara tidak wajar.
Komite akan menyelenggarakan sidang tertutup ketika memeriksa komunikasi-komunikasi
berdasarkan Pasal ini.
Dengan mengingat ketentuan pada sub ayat (c), Komite akan menyediakan jasa-jasa
baiknya. pada Negara Pihak yang bersangkutan, dengan maksud agar ada penyelesaian
yang bersahabat tentang masalah ini, berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi
manusia dan kebebasan yang mendasar sebagaimana diakui pada Kovenan ini.
Dalam setiap masalah yang diajukan padanya, Komite dapat meminta Negara Pihak yang
bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), untuk memberikan keterangan
yang relevan.
Negara pihak yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), berhak untuk
diwakili apabila masalahnya dibahas di Komite, dan untuk menyampaikan hal tersebut baik
secara tertulis maupun lisan.
Dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan berdasarkan sub
ayat (b), Komite harus menyampaikan laporan:
|. Apabila penyelesaian telah dicapai sesuai dengan ketentuan dalam sub ayat (e), maka
Komite harus membatasi laporannya menjadi suatu keterangan singkat tentang fakta-
faktanya saja dan penyelesaian yang telah dicapai.




Il. Apabila suatu penyelesaian yang diatur dalam sub ayat (e) tidak tercapai, maka Komite
harus membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang fakta-fakta, hal-hal yang
diajukan secara tertulis, dan catatan tentang hal-hal yang diajukan secara lisan oleh
Negara Pihak yang besangkutan harus dilampirkan pada laporan tersebut. Dalam segala
masalah, laporan harus dikomunikasikan kepada Negara-negara Pihak yang
berkepentingan.

2. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini mulai berlaku pada saat sepuluh Negara Pihak dalam

Kovenan ini telah membuat deklarasi berdasarkan ayat 1 dari Pasal ini. Pernyataan tersebut
akan diserahkan oleh Negara Pihak untuk disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-
Bangsa, yang kemudian akan meneruskan salinannya kepada Negara Pihak lainnya.
Pernyataan dapat ditarik setiap wakiu dengan memberitahukan Sekretaris Jenderal.
Penarikan tersebut tidak akan mempengaruhi pembahasan terhadap masalah yang menjadi
isu komunikasi yang telah disampaikan berdasarkan Pasal ini; suatu komunikasi lanjutan dari
Negara Pihak tidak dapat diterima setelah diterimanya pemberitahuan penarikan pernyataan

oleh Sekretaris Jenderal, kecuali apabila Negara Pihak yang bersangkutan telah membuat
pernyataan baru. o

Pasal 42
1. (a) Apabila suatu masalah yang telah diajukan kepada Komite sesuai dengan Pasal 41 tidak

mencapai penyelesaian yang memuaskan Negara-negara Pihak yang berkepentingan,
Komite dengan persetujuan terlebih dahulu dari Negara-negara Pihak yang
berkepentingan, dapat membentuk Komisi Konsiliasi ad hoc (selanjutnya disebut sebagai
Komisi). Jasa-jasa baik Komisi akan disediakan bagi Negara-negara Pihak yang
bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian secara damai dari masalah
tersebut berdasarkan penghormatan terhadap Kovenan ini.

(b)Komisi ini terdiri dari lima orang yang dapat diterima oleh Negara-Negara yang
bersangkutan. Apabila Negara-Negara Pihak tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan
dalam waktu tiga bulan mengenai seluruh atau sebagian komposisi Komisi, para anggota
Komisi yang gagal dipilih melalui kesepakatan, harus dipilih dari antara anggota Komite

melalui pemungutan suara yang rahasia dengan dua pertiga mayoritas suara dari anggota
Komite.

. Para anggota Komisi akan menjalankan tugasnya dalam kapasitas pribadinya. Mereka tidak

boleh merupakan warga negara dari Negara-Negara Pihak yang bersangkutan atau dari
Negara yang bukan Pihak dalam Kovenan ini, atau Negara Pihak yang belum membuat
pernyataan berdasarkan Pasal 41.

. Komisi akan memilih Ketuanya sendiri dan menetapkan peraturan tata kerjanya sendiri.
. Persidangan Komisi umumnya akan diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa

atau Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Namun, persidangan dapat diadakan di
tempat-tempat lain yang dianggap baik/ mudah sebagaimana ditentukan oleh Komisi dengan
berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Negara-Negara
Pihak yang bersangkutan.

. Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Pasal 36 akan juga melayani para anggota Komisi

yang dibentuk berdasarkan Pasal ini.

. Keterangan yang diterima dan dikumpulkar; oleh Komite harus tersedia bagi Komisi, dan

Komisi dapat memanggil Negara-Negara Pihak yang bersangkutan untuk memberikan
keterangan lain yang relevan.

. Apabila Komisi telah sepenuhnya membahas masalah yang diajukan kepadanya, namun

dalam hal apapun tidak lebih dari dua belas bulan setelah diserahi masalah, Komisi harus
menyampaikan laporan kepada Ketua Komite untuk dikomunikasikan kepada Negara-Negara
Pihak yang berkepentingan:

a) Apabila Komisi tidak dapat menyelesaikan pembahasan atas masalah tersebut dalam waktu

dua belas bulan, Komisi harus membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang status
pembahasan masalah;

b) Apabila dicapai penyelesaian yang baik terhadap masalah berdasarkan penghormatan atas

hak asasi manusia sebagaimana diakui dalam Kovenan ini, Komisi akan membatasi
laporannya pada pernyataan singkat mengenai fakta-fakta dan penyelesaian yang dicapai;



¢) Apabila tidak tercapai suatu penyelesaian sesuai dengan ketentuan sub ayat (b), laporan
Komisi harus memuat temuannya mengenai semua masalah dari fakta yang relevan dengan
masalah antara Negara-Negara Pihak yang berkepentingan, dan pandangannya terhadap
kemungkinan penyelesaian yang baik atas masalah tersebut. Laporan ini juga harus memuat
pembelaan tertulis dan catatan tentang pembelaan lisan yang dibuat oleh Negara-Negara
Pihak yang bersangkutan.

d) Apabila laporan Komisi disampaikan berdasarkan sub ayat (c), Negara-negara Pihak yang
bersangkutan dalam waktu tiga bulan setelah diterimanya laporan akan memberitahukan
kepada Ketua.

. Ketentuan dari Pasal ini tidak mengurangi tanggung jawab apapun dari Komite berdasarkan

Pasal 41.

. Negara-Negara Pihak yang bersangkutan harus membagi rata seluruh biaya untuk anggota

Komisi sesuai dengan perkiraan yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-

Bangsa.

10.Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa diberi wewenang untuk membayar biaya

anggota Komisi, apabila perlu, sebelum dilakukan pembayaran kembali oleh Negara-Negara

Pihak yang bersangkutan, sesuai dengan ayat 9 Pasal ini.

Pasal 43

Para anggota Komite dan komisi konsiliasi ad hoc yang dapat dibentuk berdasarkan Pasal 42,
berhak atas fasilitas, keistimewaan dan kekebalan yang diberikan pada para ahli yang melakukan
misi bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana diatur dalam bagian-bagian yang relevan
dari Konvensi tentang Keistimewaan dan Kekebalan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 44

Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan Kovenan ini berlaku tanpa mengurangi prosedur di
bidang hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan instrumen-instrumen
pendirian dan konvensi-konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan-Badan Khususnya,
tidak dapat mencegah Negara Pihak dalam Kovenan ini untuk menggunakan prosedur
penyelesaian sengketa lainnya, sesuai dengan perjanjian internasional yang umum atau khusus
yang berlaku di antara mereka.

Pasal 45

Komite harus menyampaikan laporan tahunan tentang kegiatan-kegiatannya pada Majelis Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Ekonomi dan Sosial.

BAGIAN V

Pasal 46

Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi
ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari
Badan Khusus, yang merumuskan tanggung jawab msing-masing organ Perserikatan Bangsa-
Bangsa dan badan khusus, sehubungan dengan masalah-masalah yang ditangani dengan
Kovenan ini.

Pasal 47

Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak

yang melekat pada semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan secara sepenuhnya dan

sebebas-bebasnya kekayaan dan sumber daya alam mereka.

BAGIAN VI

Pasal 48

1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh Negara Anggota Perserikatan Bangsa-
Bangsa atau anggota dari Badan Khususnya, oleh setiap Negara Pihak pada Statuta
Mahkamah Internasional, dan oleh Negara-negara lainnya yang telah diundang oleh Majelis
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Pihak dalam Kovenan ini.

2. Kovenan ini harus diratifikasi. Instrumen ratifikasi akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
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3. Kovenan ini terbuka untuk diakses oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dari
Pasal ini.

4. Aksesi akan berlaku efektif dengan disimpannya instrumen aksesi pada Sekretaris Jenderal
Perserikatan Bangsa-Bangsa.
5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahukan kepada semua

Negara yang telah menandatangani Kovenan ini, tentang penyimpanan instrumen ratifikasi
dan aksesi.

Pasal 49

1. Kovenan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau
aksesi yang ketiga puluh lima pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesi pada Kovenan ini setelah
disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi yang ketiga puluh lima, Kovenan ini berlaku tiga
bulan sejak tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesinya sendiri.

Pasal 50

Ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini akan berlaku bagi semua bagian dari Negara-negara
federal tanpa ada pembatasan atau pengecualian.

“"Pasal 51

1. Setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini dapat mengusulkan perubahan dan
menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris
Jenderal kemudian mengkomunikasikan usul perubahan apapun dari Negara Pihak dalam
Kovenan ini, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju
untuk diadakan konferensi Negara Pihak untuk pembahasan dan pemungutan suarg atas
usulan tersebut. Dalam hal sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara pihak menyetujui
diadakannya konferensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang
ditetapkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan pemungutan suara pada konferensi,
akan disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapatkan
persetujuan.

2. Perubahan-perubahan akan berlaku apabila setelah disetujui oleh Majelis Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua pertiga mayoritas dari Negara Pihak
Kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.

3. Apabila perubahan-perubahan telah berlaku, maka perubahan-perubahan tersebut akan
mengikat Negara Pihak yang telah menerimanya, sedang Negara Pihak lainnya masih tetap
terikat pada ketentuan-ketentuan Kovenan ini dan perubahan-perubahan sebelumnya yang
telah mereka terima.

Pasal 52
Terlepas dari pemberitahuan yang dibuat berdasarkan Pasal 48 ayat 5, Sekretaris Jenderal
Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib memberitahukan semua Negara yang dimaksud datam ayat 1
dari Pasal yang sama, hal-hal sebagai berikut:
a. Penandatanganan, ratifikasi dan aksesi berdasarkan Pasal 48;
b. Tanggal mulai berlakunya Kovenan ini berdasarkan Pasal 49 dan tanggal berlakunya
perubahan-perubahan berdasarkan Pasal 51.

Pasal 53

4. Kovenan ini, dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol mempunyai kekuatan
yang sama akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib mengirimkan salinan resmi dari
Kovenan ini pada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Fedede




Konvensi tentang Hak-hak Anak

Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa
pada tanggal 20 Nopember 1989

Mukadimah
Negara-negara Pihak pada konvensi ini,
Mempertimbangkan bahwa menurut prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan

Bangsa-Bangsa pengakuan terhadap martabat yang melekat, dan hak-hak yang sama dan tidak
terpisahkan dari semua anggota umat manusia, merupakan dasar dari kebebasan, keadilan dan

perdamaian di dunia,

Mengingat bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan sekali lagi
dalam piagam keyakinan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan
penghargaan seseorang manusia, dan telah berketetapan untuk meningkatkan kemajuan sosial
dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas,

Mengaku bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi
Manusia dan Kovenan-kovenan Internasional tentang Hak-hak Asasi Manusia, menyatakan dan
menyetujui bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan
didalamnya, tanpa pembedaan macam apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa,
agama, pendapat politik, atau pendapat yang lain, kewarganegaraan atau asal usul sosial, harta
kekayaan atau status yang lain,

Mengingat bahwa dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, Perserikatan

Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan
khusus,

Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan llingkungan alamiah bagi
pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak, harus diberikan
perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya
memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat,

Mengaku bahwa anak, untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi,
harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta
dan pengertian,

Mempertimbangkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhnmya untuk hidup dalam suatu
kehidupan individu dan masyarakat, dan dibesarkan semangat cita-cita yang dinyatakan dalam
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan,
tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas,

Mengingat bahwa kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak, telah
dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai Hak-hak Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi
Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui
dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang
Hak-hak Sipil dan Politik (terutama dalam pasal 23 dan pasal 24), dalam Kovenan Internasional
tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama pasal 10) dan dalam statuta-statuta dan
instrumen-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi
intemasional yang memperhatikan kesejahteraan anak,

Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk datam Deklarasi mengenai Hak-hak Anak, "anak, karena



alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus,
termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran",

Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum ang
berkenaan dengan Perrlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan Referensi Khusus untuk
Meningkatkan Penempatan dan Pemakaian Secara Nasional dan Internasional; Aturan Standard
Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk administrasi Peradilan Remaja (Aturan-aturan

Beijing); dan Deklarasi tentang Perlindungan Wanita dan Anak-anak dalam Keadaan Darurat dan
Konflik Bersenjata,

Mengaku pentingnya kerjasama internasional uuntuk memperbaiki penghidupan anak-anak di
setiap negara, terutama di negara-negara sedang berkembang,

Menyetujui sebagai berikut :
Bagian |

Pasal 1
Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia_di bawah umur delapan

belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih
awal.

Pasal 2

1. Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam
Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi
macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,
pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta
kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali
hukum anak.

2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa
anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas,

pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota
keluarga anak.

Pasal 3

1. Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga
kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum , penguasa administratif atau
badan legistatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan
utama.

2. Negara-negara Pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti
yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, dan
untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.

3. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas
yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak, harus
menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh para penguasa yang
berwenang, terutama di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf,
mereka dan juga pengawasan yang berwenang.

Pasal 4

Negara-negara Pihak akan melakukan semua tindakan legislatif, administratif, dan tindakan lain
yang tepat untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini. Mengenai hak-hak
ekonomi, sosial dan budaya, maka Negara-negara Pihak harus melakukan tindakan-tindakan
tersebut sampai pada jangkuan semaksimum mungkin dari sumber-sumber mereka yang
tersedia dan apabila dibutuhkan dalam kerangka kerjasama internasional.



Pasal 5

Negara-negara Pihak harus menghormati tanggung jawab, hak-hak dan kewajiban-kewajiban
orang tua, atau apabila dapat diberlakukan, para anggota keluarga yang diperluas atau
masyarakat seperti yang diurus oleh kebiasaan lokal, wali hukum, atau orang-orang lain yang
secara sah bertanggung jawab atas anak itu, untuk memberikan dalam suatu cara yang sesuai
dengan kemampuan anak yang berkembang, pengarahan dan bimbingan yang tepat dalam
pelaksanaan oleh anak mengenai hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini.

Pasal 6
1. Negara-negara Pihak mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang melekat atas
kehidupan.

2. Negara-negara Pihak harus menjamin sampai pada jangkauan semaksimum mungkin
ketahanan dan perkembangan anak.

Pasal 7 '

1. Anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas
suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin, hak untuk
mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya.

2. Negara-negara Pihak harus menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum
nasional mereka dan kewajiban mereka menurut instrumen-instrumen internasional yang
relevan dalam bidang ini, terutama apabila anak sebaliknya akan tidak berkewarganegaraan.

Pasal 8

1. Negara-negara Pihak harus berusaha menghormati hak anak untuk mempertahankan
identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarga seperti yang diakui
oleh hukum tanpa campur tangan yang tidak sah.

2. Apabila seorang anak secara tidak sah dicabut beberapa atau semua unsur identitasnya,
maka Negara-negara Pihak harus memberikan bantuan dan perlindungan yang tepat dengan
tujuan secara cepat membentuk kembali identitasnya.

Pasal 9

1. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa seorang anak tidak dapat dipisahkan dari orang
tuanya, secara bertentangan dengan kemauan mereka, kecuali ketika penguasa yang
berwenang dengan tunduk pada yudicial review menetapkan sesuai dengan prosedur dan
hukum yang beriaku bahwa pemisahan tersebut diperlukan demi kepentingan-kepentingan
terbaik anak. Penetapan tersebut mungkin diperiukan dalam suatu kasus khusus, seperti
kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak oleh orang tua, atau kasus
apabila orang tua sedang bertempat tinggal-secara-terpisah dan suatu keputusan harus dibuat
mengenai tempat kediaman anak.

2. Dalam persidangan-persidangan apapun sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal ini, maka
semua pihak yang berkepentingan harus diberi kesempatan untuk ikut serta dalam
persidangan-persidangan dan membuat pendapat merreka diketahui.

3. Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak yang dipisahkan dari salah satu atau
kedua orang tuanya untuk tetap mengadakan hubungan pribadi dan hubungan langsung
dengan orang tua atas dasar yang tetap, kecuali bertentangan dengan kepentingan terbaik
anak.

4. Apabila pemisahan tersebut diakibatkan tindakan apapun yang diprakarsai suatu Negara
Pihak seperti penahanan, pemenjaraan, pengasingan, deportasi atau kematian (termasuk
kematian akibat sebab apapun selama orang itu ada dalam tahanan negara) salah satu atau
kedua orang tua si anak, maka Negara Pihak yang bersangkutan atas permintaan harus
memberikan kepada orang anak atau kalau cocok anggota keluarga yang lain dengan
informasi pokok mengenai tempat berada anggota atau paran anggota keluarga yang tidak
ada kecuali pemberian informasi itu akan merusak kesejahteraan anak itu. Negara-negara
Pihak harus lebih jauh menjamin bahwa penyampaian permintaan tersebut dengan sendirinya
harus tidak membawa konsekuensi yang merugikan bagi orang (atau orang-orang) yang
bersangkutan.



2.

Pasal 10

1.

2.

Sesuai dengan kewajiban Negara-negara Pihak menurut pasal 9 ayat 1, pengajuan
permohonan oleh seorang anak atau orang tuanya, untuk memasuki atau meninggatkan suatu
Negara Pihak untuk tujuan penyatuan kembali keluarga akan ditangani oleh Negara-negara
Pihak dalam suatu cara yang positif, manusiawi dan lancar. Negara-negara Pihak harus lebih
jauh menjamin bahwa penyampaian permintaan tersebut harus tidak membawa konsekuensi
yang merugikan para pengaju permohonan dan anggota keluarga mereka.

. Seorang anak dimana orang tuanya berdiam di Negara lain berhak mengadakan, atas dasar

yang tetap kecuali dalam keadaan-keadaan yang luar biasa, hubungan pribadi dan hubungan
langsung dengan kedua orang tuanya. Ke arah tujuan tersebut dan sesuai dengan kewajiban
Negara-negara Pihak menurut ketentuan pasal 9 ayat 2 maka Negara-negara Pihak harus
menghormati hak anak dan orang tuanya untuk meninggalkan negara manapun, termasuk
negara mereka sendiri, dan untuk memasuki negara mereka sendiri. Hak untuk meninggalkan
negara manapun harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan seperti yang ditentukan
oleh undang-undang dan yang perlu untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum,
kesehatan, atau kesusilaan umum atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan
sesuai dengan hak-hak lainnya yang diakui dalam Konvensi ini.

" Pasal 11
1.

Negara-negara Pihak harus mengambil tindakan-tindakan untuk memerangi perdagangan
gelap anak-anak dan tidak dipulangkannya kembali anak-anak yang ada di luar negeri.

Untuk tujuan ini, maka Negara negara Pihak, harus meningkatkan pembuatan persetujuan-
persetujuan bilateral atau muitilateral atau aksesi pada persetujuan-persetujuan yang ada.

Pasal 12

1.

Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya
sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua
masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang
semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.

. Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya

dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu,
baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara
yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.

Pasal 13

1.

Anak harus memilikihak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, hak ini mencakup

kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan semua macam pemikiran,

tanpa memperhatikan perbatasan, baik secara lisan, dalam bentuk tertulis ataupun cetak,

dalam bentuk seni, atau melalui media lain apa pun pilihan anak.

Pelaksanaan hak ini dapat tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi hanya akan

seperti yang ditentukan oleh undang-undang dan diperlukan:

(@) Untuk menghormati hak-hak atau nama baik orang-orang lain; atau

{b) Untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertibban umum, atau kesehatan, atau
kesusilaan umum.

Pasal 14

1.

Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan
beragama.

Negara-negara Pihak harus menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua, dan
apabila berlaku, wali hukum, untuk memberikan pengarahan pada anak dalam melaksanakan
haknya dengan cara yang sesuai dengan kemampuan anak yang sedang berkembang.

. Kebebasan untuk menyatakan agama seseorang atau kepercayaan seseorang, dapat tunduk

hanya pada pembatasan-pembatasan seperti yang ditentukan oleh undang-undang dan yang
diperlukan untuk melindungi keselamatan umum, ketertban umum, kesehatan atau
kesusilaan atau hak-hak atau kebebasan-kebebasan dasar orang fain.




Pasal 15

1. Negara-negara Pihak mengakui hak-hak anak atas kebebasan berhimpun dan kebebasan
berkumpul dengan damai.

2. Tidak saatu pun pembatasan dapat ditempatkan pada pelaksanaan hak-hak ini, selain yang
dibebankan sesuai dengan undang-undang, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat
demokrasi, demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum,

perlindungan kesehatan atau kesusilaan umum atau perlindungan hak-hak dan kebebasan-
kebebasan orang lain.

Pasal 16

1. Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran darl campur tangan yang sewenang-wenang
atau tidak sah terhadap kerahasiaan pribadinya, keluarganya, rumahnya, atau hubungan
surat-menyuratnya, ataupun dari serangan yang tidak sah terhadap kehormatan dan nama
baiknya. '

2. Anak berhak atas perlindungan undang-undang terhadap campur tangan dan serangan
tersebut.

Pasal 17

Negara-negara Pihak mengakui fungsi penting yang dilakukan media massa dan harus menjamin
bahwa anak mempunyai akses ke informasi dan bahan dari suatu diversitas sumber-sumber
nasional dan Internasional; terutama yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan sosial,
spiritual dan kesusilaannya dan kesehatan fisik dan mentalnya.

Untuk tujuan ini, maka Negara-negara Pihak harus :

(@) Mendorong media massa untuk menyebarluaskan informasi dan bahan yang mempunyai
manfaat sosial dan budaya pada anak dan sesuai dengan makna pasal 29;

(b) Mendorong kerjasama internasional dalam produksi, pertukaran dan penyebarluasan
informasi dan bahan tersebut dari suatu diversitas budaya, sumber-sumber nasional dan
internasional;

{(c) Mendorong produksi dan penyebarluasan buku anak-anak;

(d) Mendorong media massa agar mempunyai perhatian khusus pada kebutuhan-kebutuhan
linguistik anak, yang menjadi anggota kelompok minoritas dan merupakan penduduk asli;

(e) Mendorong perkembangan pedoman-pedoman yang tepat untuk perlindungan anak dari
informasi dan bahan yang merusak kesejahteraannya dengan mengingat ketentuan-
ketentuan pasal 13 dan pasal 18.

Pasal 18

1. Negara-negara Pihak harus menggunakan usaha-usaha terbaiknya untuk menjamin
pengakuan prinsip bahwa kedua orang tua mempunyai tanggung jawwab bersama untuk
mendewasakan dan perkembangan anak. Orang tua atau, bagaimanapun nanti, wali hukum,
mempunyai tanggung jawab utama untuk pendewasaan dan perkembangan anak.
Kepentingan-kepentingan terbaik si anak akan menjadi perhatian dasar mereka.

2. Untuk tujuan menjamin dan meningkatkan hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini, maka
Negara-negara Pihak harus memberikan bantuan yang tepat kepada orang tua dan wali
hukum, dalam melaksanakan tanggung jawab membesarkan anak mereka, dan harus
menjamin perkembangan berbagai lembaga, fasilitas dan pelayanan bagi pengasuhan anak-
anak.

3. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa
anak-anak dari orang tua yang bekerja berhak atas keuntungan dari pelayanan-pelayanan
dan fasilitas-fasilitas pengasuhan anak, yang untuknya mereka memenuhi syarat.

Pasal 19

1. Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan
pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental,
luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau



eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selam dalam pengasuhan (para) orang tua, wali
hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak.

2. Tindakan-tindakan perlindungan tersebut, sebagai layaknya, seharusnya mencakup prosedur-
prosedur yang efektif untuk penyusunan program-program sosial untuk memberikan
dukungan yang perlu bagi mereka yang mempunyai tanggung jawab perawatan anak, dan
juga untuk bentuk-bentuk pencegahan lain, dan untuk identifikasi, melaporkan, penyerahan,
pemeriksaan, perlakuan dan tindak lanjut kejadian-kejadian perlakuan buruk terhadap anak
yagn digambarkan sebelum ini, dan, sebagaimana layaknya, untuk keterlibatan pengadilan.

Pasal 20

1. Seorang anak yang secara sementara atau tetap dicabut dari lingkungan keluarganya, atau
yang demi kepentingannya sendiri yang terbaik tidak diperkenankan tetap berada dalam
lingkungan tersebut, berhak atas pertindungan khusus dan bantuan yang disediakan oleh
Negara.

2. Negara-negara Pihak sesuai dengan undang-undang nasional mereka harus menjamin
pengasuhan alternatif bagi seorang anak semacam itu.

3. Perawatan tersebut dapat mencakup, antara lain, penempatan orang tua anak, kafalah dalam
hukum lIslam, adopsi, atau kalau perlu penempatan dalam lembaga yang tepat untuk
pengasuhan anak. Ketika mempertimbangkan penyelesaian-penyelesaiannya, maka harus
diberikan perhatian yang semestinya pada keinginan yang berkesinambungan dalam
pendidikan seorang anak dan para etnis, agama, latar belakang budaya dan linguistik anak.

Pasal 21

Negara-negara Pihak yang mengakui dan/atau memperkenankan sistem adopsi harus menjamin

bahwa kepentingan-kepentingan terbaik si anak akan merrupakan pertimbangan terpenting dan

mereka harus ;

(a) Menjamin bahwa adopsi seorang anak disahkan hanya oleh para penguasa berwenang yang
menetapkan, sesuai dengan undang-undang dan prosedur-prosedur yang berlaku dan
berdasarkan semua informasi yang berhubungan dan dapat dipercaya, bahwa adopsi
diiperrkenankan menurut status anak mengenai orang tua, saudara-saudara dan wali hukum
dan bahwa kalau dipersyaratkan, orang-orang yang bersangkutan telah memberikan
persetujuan adopsi berdasarkan konseling sebagaimana yang mungkin diperlukan ;

(b) Mengakui bahwa adopsi antar negara dapat dianggap sebagai cara alternatif pengasuhan
anak, kalau anak tidak dapat ditempatkan dalam asuhan orang tua angkat atau keluarga
adoptif atau dalam setiap cara yang cocok tidak dapat diasuh di Negara asal si anak ;

(c) Menjamin bahwa anak yang bersangkutan dengan adopsi antar-negara memperoleh
perlindungan dan standar yang sepadan dengan dengan perlindungan dan standar yang ada
dalam kasus-adopsi nasional ;

(d) Mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa, dalam adopsi antar-negara,
penempatannya tidak berakibat dalam penghasilan keuangan yang tidak cocok bagi yang
terlibat di dalamnya ;

(e) Meningkatkan, apabila tepat, tujuan-tujuan pasal ini dengan membuat pengaturan-
pengaturan atau persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral dan berusaha, di dalam
kerangka kerrja ini, menjamin bahwa penempatan si anak di negara lainnya dilaksanakan
oleh para penguasa atau organ-organ yang berwenang.

Pasal 22

1. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa
seorang anak yang sedang mencari status pengungsi atau yang dianggap sebagai pengungsi,
sesuai dengan hukum dan prosedur internasional atau domestik yang berlaku, apakah tidak
diikuti atau diikuti oleh orang tuanya atau oleh orang lain mana pun, harus menerima
perrlindungan yang tepat dan bantuan kemanusiaan dalam perrolehan hak-hak yang berlaku
yang dinyatakan dalam Konvensi ini dan dalam instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia
atau kemanusiaan internasional yang lain, di mana Negara-negara tersebut merupakan
pesertanya.




2. Untuk tujuan ini, maka Negara-negara Pihak harus menyediakan, seperti yang mereka
anggap tepat, kerja sama dalam usaha apa pun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan
organisasi-organisasi antar pemerintah lain yang berwenang, atau organisasi-organisasi non-
pemerintah, yang bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi dan
membantu seorang anak semacam itu dan melacak setiap orang tua atau anggota-anggota
keluarga yang lain dari pengungsi anak, agar dapat memperoleh informasi yang diperiukan
untuk melaksanakan repatriasi dengan keluarganya. Dalam kasus apabila orang tua atau para
anggota keluarga lainnya sama sekali tidak dapat ditemukan, maka anak itu harus diberi
perlindungan yang sama seperti anak yang lainnya, yang secara tetap atau sementara dicabut

dari lingkungan keluarganya, karena alasan apa pun, seperti yang dinyatakan dalam Konvensi
ini.

Pasal 23

1. Negara-negara Pihak mengakui bahwa seorang anak yang cacat mental atau cacat fisik harus
menikmati kehidupan yang utuh dan layak, dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat,
meningkatkan percaya diri dan memberikan fasilitas partisipasi aktif si anak dalam
masyarakat.

2. Negara-negara Pihak mengakui hak anak cacat atas perawatan khusus dan harus mendorong
dan menjamin, dengan tunduk pada sumber-sumber yang tersedia, pemberian kepada anak
yang memenuhi syarat dan mereka yang bertanggung jawab atas perawatannya, bantuan
yang untuknya permintaan diajukan dan yang sesuai dengan keadaan si anak dan keadaan-
keadaan orang tua atau orang-orang lain yang merawat anak itu.

3. Dengan mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus seorang anak cacat, maka bantuan yang
diberikan, sesuai dengan ketentuan ayat 2 pasal yang sekarang ini, harus diadakan dengan
cuma-cuma, setiap waktu mungkin, dengan memperhatikan sumber-sumber keuangan orang
tua atau orang lain yang merawat si anak, dan harus dirancang untuk menjamin bahwa anak
cacat tersebut mempunyai akses yang efekiif ke dan menerima pendidikan, pelatihan,
pelayanan perawatan kesehatan, pelayanan rehabilitasi, persiapan bekerja dan kesempatan
rekreasi dalam suatu cara yang menghasilkan pencapaian integrasi sosial yang paling
sepenuh mungkin, dan pengembangan perseorangan si anak termasuk pengembangan
budaya dan jiwanya.

4. Negara-negara Pihak harus meningkatkan, dalam semangat kerja sama internasional,
pertukaran informasi yang tepat, di bidang perawatan kesehatan yang preventif dan perlakuan
medis, psikologis dan fungsional dari anak cacat, termasuk penyebarluasan dan akses ke
informasi mengenai metode-metode rehabilitasi, pendidikan dan pelayanan kejuruan, dengan
tujuan memungkinkan Negara Pihak untuk memperbaiki kemampuan dan keahlian mereka
dan untuk memperluas pengalaman mereka di bidang-bidang ini. Dalam hal ini, perhatian
khusus harus diberikan mengenai-kebutuhan-kebutuhan negara-negara sedang berkembang.

Pasal 24

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas penikmatan standar kesehatan yang paling
tinggi dapat diperoleh dan atas berbagai fasilitas untuk pengobatan penyakit dan rehabilitasi
kesehatan. Negara-negara Pihak harus berusaha.menjamin bahwa tidak seorang anak pun
dapat dirampas haknya atas aksers ke pelayanan perawatan kesehatan tersebut.

2. Negara-negara Pihak harus mengejar pelaksanaan hak ini sepenuhnya dan terutama, harus
mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:

(@) Mengurangi kematian bayi dan anak;

(b) Menjamin penyediaan bantuan kesehatan yang diperlukan dan perawatan kesehatan
untuk semua anak dengan penekanan pada perawatan kesehatan primer,;

(c) Memerangi penyakit dan kekurangan gizi yang termasuk dalam kerangka kerja perawatan
kesehatan primer melalui, antara lain, penerapan teknologi yang dengan mudah tersedia
dan melalui penyediaan pangan bergizi yang memadai dan air minum bersih, dengan
mempertimbangkan bahaya-bahaya dan resiko-resiko pencemaran lingkungan;

(d) Menjamin perawatan kesehatan sebelum dan sesudah kelahiran yang tepat untuk para
ibu;



2.

(e} Menjamin bahwa semua bagian masyarakat, terutama orang tua dan anak,
diinformasikan, mempunyai akses ke pendidikan dan ditunjang dalam penggunaan
pengetahuan dasar mengenai kesehatan dan gizi anak, manfaat-manfaat ASI, kesehatan
dan sanitasi lingkungan dan pencegahan kecelakaan;

() Mengembangkan perawatan kesehatan yang preventif, bimbingan bagi orang tua dan
pendidikan dan pelayanan keluarga berencana.

. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang efektif dan tepat dengan tujuan

menghilangkan praktek-praktek tradisional yang merusak kesehatan anak.

. Negara-negara Pihak berusaha meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional

dengan tujuan mencapai realisasi hak yang diakui dalam pasal ini sepenuhnya dan secara
progresif. Dalam hal ini, maka harus diberikan perhatian khusus pada kebutuhan-kebutuhan
negara-negara sedang berkembang.

Pasal 25

Negara-negara Pihak mengakui hak searang anak yang telah ditempatkan oleh para penguasa
yang berwenang untuk tujuan perawatan, perlindungan atau pengobatan kesehatan fisiknya atau
kesehatan mentalnya atau peninjauan kembali secara berkala terhadap perawatan yang
diberikan kepada anak itu dan semua keadaan lain yang relevan untuk penempatannya.

Pasal 26
1.

Negara-negara Pihak harus mengakui untuk setiap anak hak atas kemanfaatan dari jaminan
sosial termasuk asuransi sosial dan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk
mencapai realisasi hak ini sepenuhnya sesuai dengan hukum nasional mereka.

. Kemanfaatan-kemanfaatan, apabila tepat, akan diberikan, dengan memperhatikan sumber-

sumber dan keadaan-keadaan anak itu dan orang-orang yang bertanggung jawab memelihara
dan mengasuh anak tersebut, dan juga setiap pertimbangan iain yang relevan untuk
mengajukan permohonan berbagai kemanfaatan-kemanfaatan yang dibuat oleh anak itu atau
atas nama anak itu.

Pasal 27
1.

Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak atas suatu standar kehidupan yang memadai
bagi perkembanga fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

Orang tua atau orang-orang lain yang bertanggung jawab atas anak itu mempunyai tanggung
jawab primer untuk menjamin di dalam kesanggupan dan kemampuan keuangan mereka,
penghidupan yang diperlukan bagi perkembangan si anak.

. Negara-negara Pihak, sesuai dengan keadaan-keadaan nasional dan di dalam sarana-sarana

mereka, harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk membantu orang tua dan orang-
orang lain yang bertanggung jawab atas anak itu untuk melaksanakan hak ini, dan akan
memberikan bantuan material dan mendukung program-program, terutama mengenai gizi,
pakaian dan perumahan.

Negara-negara Pihak harus mengambil semua l[angkah yang tepat untuk menjamin
penggantian pengasuhan anak itu, dari orang tua atau orang-orang lain yang mempunyai
tanggung jawab keuangan atas anak itu, bukan saja di dalam Negara Pihak tetapi juga.di luar
negeri. Terutama, apabila orang yang mempunyai tanggung jawab keuangan atas anak itu
tinggal di suatu Negara yang berbeda dengan Negara si anak, maka Negara-negara Pihak
harus meningkatkan aksesi ke persetujuan-persetujuan internasional atau konkiusi
persetujuan-persetujuan semacam itu, dan juga pembuatan pengaturan-pengaturan lain yang
tepat.

Pasal 28

1.

Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan mencapai hak

ini secara progresif dan berdasarkan kesempatan yang sama, mereka harus, terutama:

(a) Membuat pendidikan dasar diwajibkan dan terbbuka bagi semua anak;

(b) Mendorong perkembangan bentuk-bentuk pendidikan menengah yang berbeda-beda,
termasuk pendidikan umum dan pendidikan kejuruan, membuat pendidikan-pendidikan
tersebut tersedia dan dapat dimasuki oleh setiap anak, dan mengambil langkah-langkah




yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan Cuma-Cuma dan menawarkan bantuan
keuangan jika dibutuhkan;

(c) Membuat pendidikan yang lebih tinggi dapat dimasuki oleh semua anak berdasarkan
kemampuan dengan setiap sarana yang tepat;

(d) Membuat informasi pendidikan dan kejuruan dan bimbingan tersedia dan dapat dimasuki
oleh semua anak;

(e) Mengambil langkah untuk mendorong kehadiran yang tetap di sekolah dan penurunan
angka putus sekolah.

2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa

disiplin sekolah dilaksanakan dalam cara yang sesuai dengan martabat manusia si anak dan
sesuai dengan Konvensi ini.

3. Negara-negara Pihak harus meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dalam

masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan, terutama dengan tujuanmengarah pada
penghapusan kebodohan dan buta aksara di seluruh penjuru dunia dan memberikan fasilitas
akses ke iimu pengetahuan dan pengetahuan teknik dan metode-metode mengajar modern.
Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan pada kebutuhan-kebutuhan negara-negara
sedang berkembang.

Pasal 29

1. Negara-negara Pihak bersepakat bahwa pendidikan anak harus diarahkan ke:

(a) Pengembangan kepribadian anak, bakat-bakat dan kemampuan mental dan fisik pada
potensi terpenuh mereka;

(b) Pengembangan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-
kebebasan dasar dan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa;

(c) Pengembangan penghormatan terhadap orang tua anak, jati diri budayanya sendiri,
bahasa dan nilai-nilainya sendiri terhadap nilai-nilai nasional dari Negara di mana anak itu
sedang bertempat tinggal, negara anak itu mungkin berasal dan terhadap peradaban-
peradaban yang berbeda dengan miliknya sendiri;

(d) Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang
bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, tenggang rasa, persamaan jenis
kelamin, dan persahabatan antara semua bangsa, etnis, warga negara dan kelompok
agama, dan orang-orang asal pribumi;

(e) Pengembangan untuk menghargai lingkungan alam.

2. Tidak satu pun bagian dari pasal ini atau pasal 28 dapat ditafsirkan sehingga mengganggu
kebebasan orang-orang dan badan-badan untuk membuat dan mengarahkan lembaga-
lembaga pendidikan, dengan selalu tunduk pada pentaatan prinsip-prinsip yang dinyatakan
dalam ayat 1 pasal ini dan pada persyaratan-persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan
dalam lembaga-lembaga tersebut harus memenuhi standar minimum seperti yang mungkin
ditentukan oleh Negara yang bersangkutan.

Pasal 30

Pada Negara-negara tersebut di mana terdapat minoritas etnis, agama, atau linguistik atau
orang-orang asal pribumi, seorang anak yang termasuk dalam minoritas tersebut atau orang-
orang pribumi tidak dapat diingkari haknya, dalam masyarakat dengan anggota-anggota lain dari
kelompoknya, untuk menikmati kebudayaannya sendiri, untuk menyatakan dan mengamalkan
agamanya sendiri, atau pun untuk menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 31

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, untuk
terlibat dalam bermain, dan aktivitas-aktivitas rekreasi sesuai dengan umur anak itu dan
berpartisipasi dengan bebas dalam kehidupan budaya dan seni.

2. Negara-negara Pihak harus menghormati dan meningkatkan hak anak untuk berpartisipasi
dengan sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni dan harus mendorong pemberian
kesempatan-kesempatan yang tepat dan sama untuk aktivitas budaya, seni, rekreasi dan
bersenang-senang.




Pasal 32

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari
melakukan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan si anak,
atau membahayakan kesehatan si anak atau pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan
sosialnya.

2. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan
pendidikan untuk menjamin pelaksanaan pasal ini. Untuk tujuan ini, dan dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang relevan dari instrumen-instrumen internasional
yang lain, maka Negara-negara Pihak harus terutama:

(@) Menentukan umur minimum atau umur-umur minimum untuk izin bekerja;

(b) Menetapkan peraturan yang tepat mengenai jam-jam kerja dan syarat-syarat perburuhan;

(c) Menentukan hukuman-hukuman atau sanksi-sanksi lain yang tepat untuk menjamin
pelaksanaan pasal ini yang efektif.

Pasal 33

Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat, termasuk tindakan legislatif,
administratif, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak-anak dari penggunaan gelap obat-
obatan narkotika dan bahan-bahan psikotropik seperti yang didefinisikan dalam perjanjian-
perjanjian internasional yang relevan, dan untuk mencegah penggunaan anak-anak dalam
produksi dan perdagangan gelap bahan-bahan tersebut.

Pasal 34
Negara-negara Pihak berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan
penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan-tujuan ini, maka Negara-negara Pihak harus terutama
mengambil semua langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat, untuk mencegah:
(@) Bujukan atau pemaksaan terhadap seorang anak untuk terlibat dalam setiap aktivitas
seksual yang melanggar hukum.
(b) Penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pelacuran, atau praktek-praktek
seksual lainnya yang melanggar hukum.
(c) Penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pertunjukan dan bahan-bahan
pornografis.

Pasal 35

Para Negara Pihak harus mengambil semua langkah nasional, bilateral dan multilateral yang
tepat, untuk mencegah penculikan, penjualan atau perdagangan anak-anak untuk tujuan apa pun
atau dalam bentuk apa pun.

Pasal 36
Negara-negara Pihak harus melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi lainnya yang
berbahaya untuk setiap segi-segi kesejahteraan si anak.

Pasal 37

Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa:

(a) Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang
lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau
pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas
tahun;

(b) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau
dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak
harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain
terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat;

{c) Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperiakukan manusiawi dan menghormati
martabat manusia yang melekat, dan dalam suatu cara dan mengingat akan kebutuhan-
kebutuhan orang pada umurnya. Terutama, setiap anak yang dirampas kebebasannya harus




dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si
anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui
surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa.

(d) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses segera ke bantuan hukum dan
bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk menyangkal keabsahan perampasan
kebebasannya, di hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri
dan adil, dan atas putusan segera mengenai tindakan apa pun semacam itu.

Pasal 38

1. Negara-negara Pihak berusaha menghormati dan menjamin penghormatan terhadap
peraturan-peraturan hukum humaniter internasional yang dapat berlaku bagi mereka dalam
konflik bersenjata yang relevan bagi anak itu.

2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa
orang-orang yang belum mencapai umur lima belas tahun tidak mengambil suatu bagian
langsung dalam permusuhan.

3. Negara-negara Pihak harus mengekang diri agar tidak menerima siapa pun yang belum
mencapai umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata mereka. Dalam menerima di
antara orang-orang tersebut, yang telah mencapai umur lima belas tahun tetapi belum
mencapai umur delapan belas tahun maka Negara-negara Pihak harus berusaha
memberikan prioritas kepada mereka yang tertua. '

4. Sesuai dengan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum humaniter internasional untuk
melindungi penduduk sipil dalam konflik bersenjata, maka Negara-negara Pihak harus
mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin periindungan dan pengasuhan anak-
anak yang dipengaruhi oleh suatu konflik bersenjata.

Pasal 39

Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan
penyembuahan fisik dan psikologis dan integrasi kembali sosial seorang anak yang menjadi
korban bentuk penelantarana apa pun, eksploitasi atau penyalahgunaan, penganiayaan atau
bentuk perlakuan kejam yang lain apa pun, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan,
atau konflik bersenjata. Penyembuhan dan integrasi kembali tersebut harus berlangsung dalam
suatu lingkungan yang meningkatkan kesehatan, harga diri dan martabat si anak.

Pasal 40

1. Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau
diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang
sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat
kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan
dasar orang-orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk
meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam
masyarakat.

2. Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam instrumen-
instrumen internasional yang relevan, maka Negara-negara Pihak, terutama, harus menjamin
bahwa:

(a)Tidak seorang anak pun dapat dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum
pidana, karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional
atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan;

(b)Setiap anak yang dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana, paling
sedikit memiliki jaminan-jaminan berikut:

(i) Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;

(i) Diberi informasi denga segera dan langsung mengenai tuduhan-tuduhan
terhadapnya, dan, kalau tepat, melalui orang tuanya atau wali hukumnya, dan
mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan
menyampaikan pembelaannya,;

(i) Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa yang berwenang,
mandiri dan adil, atau badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut




hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali
dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak, terutama, dengan
memperhatikan umurnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya;

(iv) Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku salah; untuk memeriksa
para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan
para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan;

(v) Kalau dianggap telah melanggar hukum pidana, maka putusan ini dan setiap upaya
yang dikenakan sebagai akibatnya, ditinjau kembali oleh penguasa lebih tinggi yang
berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum;

(vi) Mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak
dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan;

(vii) Kerahasiaannya dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan.

3. Negara-negara Pihak harus berusaha meningkatkan pembuatan undang-undang, prosedur-
prosedur, para penguasa dan lembaga-lembaga yang berlaku secara khusus pada anak-
anak yang dinyatakan sebagai, dituduh, atau diakui melanggar hukum pidana, terutama:

(a) Pembentukan umur minimum; di mana di bawah umur itu anak-anak dianggap tidak
mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana;

(b) Setiap waktu yang tepat dan diinginkan, langkah-langkah untuk menangani anak-anak
semacam itu tanpa menggunakan jalan lain pada persidangan pengadilan, dengan
syarat bahwa hak-hak asasi manusia dan perlindungan hukum dihormati sepenuhnya;

4. Berhagai pengaturan, seperti perawatan, bimbingan dan pengawasan, perintah, penyuluhan,
percobaan, pengasuhan anak angkat, pendidikan dan program-program pelatihan kejuruan
dan pilihan-pilihan lain untuk perawatan kelembagaan harus tersedia untuk menjamin bahwa
anak-anak ditangani dalam suatu cara yang sesuai dengan kesejahteraan mereka dan
sepadan dengan keadaan-keadaan mereka maupun pelanggaran itu.

Pasal 41
Tidak satu pun ketentuan dalam Konvensi ini akan mempengaruhi setiap ketentuan yang lebih
menghasilkan pada realisasi hak-hak anak dan yang mungkin dimuat dalam:

(a) Undang-undang suatu Negara Pihak; atau

(b) Hukum internasional yang berlaku untuk Negara yang bersangkutan.

Bagian li

Pasal 42
Negara-negara Pihak berusaha membuat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan datam

Konvensi diketahui secara meluas dengan cara yang tepat dan aktif, baik oleh remaja maupun
anak-anak.

Pasal 43

1. Untuk tujuan memeriksa kemajuan yang dibuat oleh Negara-negara Pihak dalam mencapai
realisasi kewajiban-kewajiban yang dijalankan dalam Konvensi ini, maka dibentuk Komite
tentang hak-hak anak, yang akan melaksanakan fungsi-fungsi yang ditentukan selanjutnya.

2. Komite akan terdiri dari sepuluh orang ahli, yang bereputasi moral baik dan diakui cakap di
bidang yang dicakup oleh Konvensi ini. Para Anggota Komite akan dipilih oleh Negara-
negara Pihak, dari di antara warga negara mereka, dan mengabdi dalam kecakapan pribadi
mereka, pertimbangan diberikan pada pembagian geografis yang adil, dan juga pada sistem-
sistem hukum pokok.

3. Para anggota Komite akan dipilih dengan suara rahasia dari daftar nama orang-orang yang
dicalonkan oleh Negara-negara Pihak. Setiap Negara Pihak dapat mencalonkan satu orang
dari di antara warga negaranya sendiri.

4. Pemilihan pertama Komite akan dilangsungkan tidak lebih dari enam bulan sesudah tanggal
mulai berlakunya Konvensi ini dan selanjutnya setiap tahun kedua. Paling sedikit empat
bulan sebelum tanggal masing-masing pemilihan, Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-
Bangsa akan mengirimkan suatu surat kepada Negara-negara Pihak, yang meminta mereka
untuk menyampaikan calon-calon mereka dalam waktu dua bulan. Sekretaris Jendral




kemudian mempersiapkan daftar nama dalam urutan alfabetis dari semua orang yang jadi
dicalonkan, dengan menunjukkan Negara-negara Pihak yang telah mencalonkan mereka,
dan akan menyampaikannya kepada Negara-negara Pihak Konvensi ini.

Pemilihan akan dilangsungkan pada pertemuan Negara-negara Pihak, yang dipanggil untuk
bersidang oleh Sekretaris Jendral di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada
pertemuan-pertemuan tersebut, di mana dua pertiga Negara Pihak merupakan suatu
kuorum, orang-orang yang dipilih untuk Komite adalah mereka yang memperoleh untuk
Komite adalah mereka yang memperoleh jumlah suara terbanyak dan suara mayoritas
absolut dari para wakil Negara Pihak yang hadir.

Para Anggota Komite akan dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Mereka harus memenuhi
syarat untuk dapat dipilih kembali. Masa jabatan lima orang anggota yang dipilih pada
pemilihan pertama akan berakhir pada akhir masa dua tahun, segera sesudah pemilihan
pertama, nama kelima orang anggota ini dapat dipilih dengan undian oleh Ketua Sidang.

7. kalau seorang anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan diri atau menyatakan
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bahwa karena alasan lain apa pun dia tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban
Komite, maka Negara Pihak yang mencalonkan anggota itu harus menunjuk ahli yang lain
dari di antara warga negaranya untuk mengabdi selama masa jabatan yang masih tersisa
dengan tunduk pada persetujuan Komite.

Komite harus membuat peraturan-peraturan prosedurnya sendiri.

Komite harus memilih para stafnya untuk masa jabatan dua tahun.

. Pertemuan-pertemuan Komite biasanya akan dilangsungkan di Markas Besar Perserikatan

Bangsa-Bangsa, atau di tempat lain mana pun sesuai dengan yang ditetapkan oleh Komite.
Komite biasanya bersidang sekali setiap tahun. Lamanya pertemuan-pertemuan Komite
ditetapkan dan ditinjau kembali, kalau perlu, oleh suatu pertemuan Negara-negara Pihak
pada Konvensi ini, dengan tunduk pada persetujuan Majelis Umum.

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyediakan staf dan berbagai
fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi-fungsi Komite yang efektif menurut
Konvensi ini.

Dengan persetujuan Majelis Umum, maka para Anggota Komite, yang ditetapkan menurut
Konvensi ini akan menerima honorarium dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa
pada jangka waktu dan persyaratan seperti yang Majelis boleh memutuskan.

Pasal 44 »

1.

Negara-negara Pihak berusaha menyampaikan kepada Komite melalui Sekretaris Jendral
Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan mengenai langkah-langkah yang telah mereka ambil
yang memberlakukan hak-hak yang diakui di dalamnya dan mengenai kemajuan yang dibuat
mengenai perolehan hak-hak tersebut:
(a) Dalam dua tahun mulai berlakunya Konvensi bagi Negara Pihak yang bersangkutan;
(b) Selanjutnya setiap lima tahun.
Laporan-laporan yang dibuat menurut ketentuan pasal ini harus menunjukkan faktor-faktor
dan kesulitan-kesulitan, kalau pun ada, yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-
kewajiban menurut Konvensi ini. Laporan-laporan ini harus juga memuat informasi yang
cukup untuk memberikan kepada Komite suatu pengertian yang komprehensif mengenai
pelaksanaan Konvensi di Negara yang bersangkutan.
Suatu Negara Pihak yang telah menyampaikan laporan pertama yang komprehensif kepada
Komite, dalam laporannya yang berikutnya yang disampaikan sesuai dengan ketentuan ayat
1(b) pasal ini, tidak perlu mengulangi informasi dasar yang diberikan sebelumnya.
Komite dapat meminta dari Negara-negara Pihak, informasi lebih lanjut yang relevan dengan
pelaksanaan Konvensi.
Komite harus menyampaikan kepada Majelis Umum, melalui Dewan Ekonomi dan sosial
setiap dua tahun, laporan mengenai aktivitas-aktivitasnya.
Negara-negara Pihak harus membuat laporan secara meluas tersedia untuk umum di
Negara-negara mereka sendiri.



Pasal 45

Agar dapat memajukan pelaksanaan Konvensi yang efektif dan mendorong kerja sama
internasional di bidang yang dicakup oleh Konvensi:

()

(b)

©

(d)

badan-badan khusus, Dana Anaka-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organ-organ

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lain, harus berhak diwakili pada waktu
mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini, seperti yang
berada di dalam cakupan mandat mereka. Komite dapat meminta badan-badan khusus,
Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan berwenang yang lain,
seperti yang mungkin dianggap tepat, untuk memberikan nasehat ahli mengenai
pelaksanaan Konvensi di bidang-bidang yang ada dalam cakupan mandat mereka
masing-masing. Komite dapat meminta badan-badan khusus, Dana Anak-anak
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lain,
untuk menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi di bidang-bidang yang
ada dalam cakupan aktivitas-aktivitas mereka;

komite akan menyampaikan, seperti yang mungkin dianggap tepat, kepada badan-badan
khusus, Dana anak-anak Perserikatan bangsa-Bangsa, dan badan-badan berwenang
yang lain, setiap laporan dari Negara-negara Pihak yang memuat permintaan atau yang
menunjukkan kebutuhan untuk nasehat teknik atau bantuan, bersama-sama dengan
berbagai pengamatan dan saran Komite, kalau pun ada, mengenai permintaan-
permintaan dah penunjukan-penunjukan ini;

Komite dapat merekomendasikan pada Majelis Umum untuk meminta Sekretaris Jendral
melakukan atas namanya studi-studl mengenai pokok masalah khusus mengenai hak-
hak anak;

Komite dapat membuat saran-saran dan rekomendasi-rekomendasi umum berdasarkan
informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 44 dan pasal 45
Konvensi ini. Saran-saran dan rekomendasi-rekomendasi umum tersebut akan
disampaikan kepada Negara-negara Pihak mana pun yang bersangkutan, dan dilaporkan
kepada Majelis Umum, berasma-sama dengan berbagai tanggapan, kalau pun ada, dari
Negara-negara Pihak.




lengingat:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1989
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Vlenimbang: a. bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan

bangsa serta agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran
nasional yang diatur dengan Undang-undang;

. bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan

bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang
maju, adil dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri baik
berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945;

. bahwa untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan diperlukan peningkatan

dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan nasional;

. bahwa Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di

Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550), Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954
tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia
Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), dan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1981 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun
1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361), serta Undang-undang Nomor 14
PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor
80) dan Undang-undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan
Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81), perlu disesuaikan dengan
kebutuhan dan tuntutan perkembangan pendidikan nasional sebagai satu sistem;

. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka memantapkan ketahanan

nasional serta mewujudkan masyarakat maju yang berakar pada kebudayaan bangsa dan
persatuan nasional yang berwawasan Bhinneka Tunggal lka berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 perlu ditetapkan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan
Nasional.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan,

pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang;

2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan

yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,



. Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan

kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya
tujuan pendidikan nasional,

. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan

tujuannya;

. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan

berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan
pengajaran;

. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui

proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;

. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam

penyelenggaraan pendidikan;

Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar dan/atau
melatih peserta didik;

. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar;

. Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang

terwujud sebagai tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan
didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan Pemerintah, baik sendiri-sendiri
maupun bersamasama;

. Warga negara adalah warga negara Republik indonesia;
. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas bidang pendidikan nasional.

BAB II
DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2
Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3
Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu
kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.

Pasal 4
Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia
Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertagwa terhadap Tuhan Yang Maha
Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan

rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan
kebangsaan.

BAB Il
HAK WARGA NEGARA
UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN

Pasal 5
Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 6
Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-iuasnya untuk mengikuti pendidikan
agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang sekurang-kurangnya setara
dengan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan tamatan pendidikan dasar.

Pasal 7
Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan
dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat
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kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang
bersangkutan.

Pasal 8

(1) Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak memperoleh pendidikan luar

biasa.

(2) Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh
perhatian khusus.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB IV
SATUAN, JALUR DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 9

1(1) Satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan di sekolah

. atau di luar sekolah.

}(2) Satuan pendidikan yang disebut sekolah merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan

g bersinambungan.

j(3) Satuan pendidikan luar sekolah meliputi keluarga kelompok belajar, kursus, dan satuan
pendidikan yang sejenis.

I Pa

‘ sal 10

{(1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur pendidikan sekolah

| dan jalur pendidikan luar sekolah.

:(2) Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui
kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang dan bersinambungan.

(3) Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah
melalui kegiatan belajar-mengajar yang tidak harus berjenjang dan bersinambungan.

" (4) Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan

dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan
keterampilan.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak menyangkut ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

(1) Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum,
pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan,
pendidikan akademik dan pendidikan profesional.

'(2) Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan periuasan pengetahuan dan
peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-
tingkat akhir masa pendidikan.

(3) Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat
bekerja dalam bidang tertentu.

(4) Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik
yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.

(5) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam
pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu Departemen Pemerintah
atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.

(6) Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat
menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama
yang bersangkutan.

(7) Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu
pengetahuan.

(8) Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan
penerapan keahlian tertentu.




(9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
JENJANG PENDIDIKAN

| _ Bagian Kesatu
-l Umum

Pasal 12
(1) Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar,
l pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
'(2) Selain jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan
pendidikan prasekolah.
1(3) Syarat-syarat dan tata cara pendirian serta bentuk satuan, lama pendidikan, dan

l
g penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
| Pemerintah.

J

{

|

Bagian Kedua
Pendidikan Dasar

Pasal 13
|(1) Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta
' memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam
‘§ masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti
' pendidikan menengah.
{(2) Syarat-syarat dan tata cara pendirian, bentuk satuan, lama pendidikan dasar dan
' penyelenggaraan pendidikan dasar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14
‘(1) Warga negara yang berumur 6 (enam) tahun berhak mengikuti pendidikan dasar.

(2) Warga negara yang berumur 7 (tujuh) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau
pendidikan yang setara, sampai tamat.

(3) Pelaksanaan wajib belajar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

i Bagian Ketiga
Pendidikan Menengah

Pasal 15

(1) Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar
serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan
mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta
dapat mengembangkan kemampuan lebih lanrjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.

(2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa,
pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan.

(3) Lulusan pendidikan menengah yang memenuhi persyaratan berhak melanjutkan pendidikan pada
tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pendidikan Tinggi

Pasal 16
(1) Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk
menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik



dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu

‘ pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian,

(2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang
dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.

-(3) Akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu

‘ cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu.

| (4) Politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam

| sejumlah bidang pengetahuan khusus.

(5) Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik
dan/atau profesional dalam satu disiplin iimu tertentu.

1 (6) Institut merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan
pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin iimu yang sejenis.

(7) Universitas merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang
menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu
tertentu.

(8) Syarat-syarat dan tata cara pendirian, struktur perguruan tinggi dan penyelenggaraan pendidikan
tinggi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17
(1) Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
(2) Sekolah tinggi, institute dan universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau
profesional.
(3) Akademi dan politeknik menyelenggarakan pendidikan profesional.

Pasal 18

(1) Pada perguruan tinggi ada gelar sarjana, magister, doktor, dan sebutan profesional.

}(2) Gelar sarjana hanya diberikan oleh sekolah tinggi, institat, dan universitas.

1(3) Gelar magister dan doktor diberikan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas yang memenuhi
persyaratan.

(4) Sebutan profesional dapat diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
profesional.

(5) Institut dan universitas yang memenuhi persyaratan berhak untuk memberikan gelar doktor
kehormatan (doctor honoris causa) kepada tokoh-tokoh yang dianggap perlu memperoleh
penghargaan amat tinggi berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu

. pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan ataupun kebudayaan.

(6) Jenis gelar dan sebutan, syarat-syarat dan tata cara pemberian, perlindungan dan
penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19
(1) Gelar dan/atau sebutan lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan digunakan oleh lulusan
perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memiliki gelar dan/atau sebutan yang bersangkutan.
(2) Penggunaan gelar dan/atau sebutan lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk
yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan atau dalam bentuk singkatan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20
Penggunaan gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh dari perguruan tinggi di
luar negeri harus digunakan dalam bentuk asli sebagaimana diperoleh dari perguruan tinggi yang
bersangkutan, secara lengkap ataupun dalam bentuk singkatan.

Pasal 21
(1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor.
(2) Pengangkatan guru besar atau profesor sebagai jabatan akademik didasarkan atas kemampuan
dan prestasi akademik atau keilmuan tertentu.
(3) Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan termasuk penggunaan sebutan guru besar atau
profesor ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.



Pasal 22

(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan

tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.

(2) Perguruan tinggi memiliki otonomi dalam pengelolaan lembaganya sebagai pusat

|

|

penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PESERTA DIDIK

Pasal 23

(1) Pendidikan nasional bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan gerak kepada peserta didik.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 24

Setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak berikut:

1.mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;

2.mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik
untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat
pendidikan tertentu yang telah dibakukan;

3.mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan
yang berlaku;

4.pindah ke satuan pendidikan yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan
persyaratan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang hendak dimasuki;

5. memperoleh penualan hasil belajarnya;

6. menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan;

7. mendapat pelayanan khusus bagi yang menyandang cacat.

Pasal 25

(1) Setiap peserta didik berkewajiban untuk:
1

ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang
dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2. mematuhi semua peraturan yang berlaku;

3. menghormati tenaga kependidikan;

4. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan satuan
pendidikan yang bersangkutan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 26
Peserta didik berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan dirinya dengan belajar pada
setiap saat dalam perjalanan hidupnya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-
masing.

BAB VI
TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 27

(1) Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti,

mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.

(2) Tenaga kependidikan, meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik pengawas,

peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, iaboran dan teknisi sumber belajar.

(3) Tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama

mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang
pendidikan tinggi disebut dosen.



‘ Pasal 28

: (1) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan hanya dapat
dilakukan oleh tenaga pendidik yang mempunyai wewenang mengajar.

(2) Untuk dapat- diangkat sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik yang bersangkutan harus
beriman dan bertagwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan Pancasila dan Undang-
Undang dasar 1945 serta memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.

(3) Pengadaan guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada dasarnya diselenggarakan
melalui lembaga pendidikan tenaga keguruan.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29
(1) Untuk kepentingan pembangunan nasional, Pemerintah dapat mewajibkan warga negara
Republik Indonesia atau meminta warga negara asing yang memiliki iimu pengetahuan dan
- keahlian tertentu menjadi tenaga pendidik.
1(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 30

Setiap tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan tertentu mempunyai hak-hak

berikut:

1. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial:

a. tenaga kependidikan yang memiliki kedudukan sebagai pegawai negeri memperoleh gaji
dan tunjangan sesuai dengan peraturan umum yang berlaku bagi pegawai negeri;

b. Pemerintah dapat memberi tunjangan tambahan bagi tenaga kependidikan ataupun
golongan tenaga kependidikan tertentu;

c. tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat memperoleh gaji dan tunjangan dari badan/perorangan yang bertanggung
jawab atas satuan pendidikan yang bersangkutan;

memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;

memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya;

memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya;

menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan yang lain dalam melaksanakan

tugasnya.

arhwnN

Pasal 31

Setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk:

1. membina loyalitas pribadi dan peserta, didik terhadap ideologi negara Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945;

2. menjunjung tinggi kebudayaan bangsa;

3. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;,

4. meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa;

5. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat, bangsa dan

negara.
Pasal 32
(1) Kedudukan dan penghargaan bagi tenaga kependidikan diberikan berdasarkan kemampuan dan
prestasinya.

(2) Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah diatur oleh Pemerintah.

(3) Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang

' diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara satuan pendidikan yang
bersangkutan.



- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan
Pemerintah.

! BAB VI
SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Pasal 33
Pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh Pemerintah,
masyarakat, dan/atau keluarga peserta didik.

Pasal 34
(1) Buku pelajaran yang digunakan data pendidikan jalur pendidikan sekolah disusun berdasarkan
pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
1(2) Buku pelajaran dapat diterbitkan oleh Pemerintah ataupun swasta.

Pasal 35
Setiap satuan pendidikan jalur pendidikan sekolah baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah
maupun masyarakat harus menyediakan sumber belajar.

Pasal 36

(1) Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah.

(2) Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat menjadi tanggung jawab badan/perorangan yang menyelenggarakan satuan
pendidikan.

(3) Pemerintah dapat memberi bantuan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

: BAB IX
. KURIKULUM

Pasal 37 .
Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap
perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan
nasional, perkembangan iimu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis
dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.

a Pasal 38

(1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang
berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan, serta kebutuhan
lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.

(2) Kurikulum yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain, atau

" Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari
Menteri.

Pasal 39
(1) Isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan
penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan
pendidikan nasional.
(2) Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikah wajib memuat:
a. pendidikan Pancasila;
b. pendidikan agama; dan
¢. pendidikan kewarganegaraan.
(3) Isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang:
a. pendidikan Pancasila;
b. pendidikan agama;



¢. pendidikan kewarganegaraan;

d. bahasa Indonesia;

e. membaca dan menulis;

f. matematika (termasuk berhitung);

g. pengantar sains dan teknologi;

| h. ilmu bumi;
i. sejarah nasional dan sejarah umum;
j- kerajinan tangan dan kesenian;
k. pendidikan jasmarii dan kesehatan;
I. menggambar; serta
m. bahasa Inggris.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

BAB X
HARI BELAJAR DAN LIBUR SEKOLAH

Pasal 40
(1) Jumlah sekurang-kurangnya hari belajar dalam 1 (satu) tahun untuk setiap satuan pendidikan
diatur oleh Menteri.
(2) Hari-hari libur untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur oleh

Menteri dengan mengingat ketentuan hari raya nasional, kepentingan pendidikan, kepentingan
agama dan faktor musim.

(3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mengatur hari-hari liburnya
sendiri dengan mengingat ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB Xl
BAHASA PENGANTAR

Pasal 41
Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia.

Pasal 42
/(1) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dan
? sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
(2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam
¢ penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

BABXII
PENILAIAN

Pasal 43
Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik dilakukan penilaian.

Pasal 44
Pemerintah dapat menyelenggarakan penilaian hasil belajar suatu jenis dan/atau jenjang
pendidikan secara nasional.

Pasal 45
Secara berkala dan berkelanjutan Pemerintah melakukan penilaian terhadap kurikulum serta
sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Pasal 46
(1) Dalam rangka pembinaan satuan pendidikan, Pemerintah melakukan penilaian setiap satuan
pendidikan secara berkala.

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka.



)

BAB XllI
PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 47
Masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta
dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

(2) Cirikhas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan.
(3) Syarat-syarat dan tata cara dalam penyelenggaraan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan

(1)

2)

Pemerintah.

BAB XIV
BADAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL

Pasal 48
Keikutsertaan masyarakat dalam penentuan kebijaksanaan Menteri berkenaan dengan sistem
pendidikan nasional diselenggarakan melalui suatu Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional
yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dan yang menyampaikan saran, nasehat, dan
pemikiran lain sebagai bahan pertimbangan.
Pembentukan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional dan pengangkatan anggota-
anggotanya dilakukan oleh Presiden.

BAB XV
PENGELOLAAN

Pasal 49
Pengelolaan sistem pendidikan nasional adalah tanggung jawab Menteri.

, Pasal 50
Pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan
oleh Menteri dan Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah ain yang menyelenggarakan
satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 51
Pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan
oloh badan/perorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB XVI
PENGAWASAN

Pasal 52
Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan
oleh Pemerintah ataupun oleh masyarakat dalam rangka pembinaan perkembangan satuan
pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 53
Menteri berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara satuan pendidikan
yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini.

BAB XVii
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

(1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

khusus bagi peserta didik warga negara adalah bagian dari sistem pendidikan nasional.

(2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia oleh perwakilan negara

asing khusus bagi peserta didik warga negara asing tidak termasuk sistem pendidikan nasional.
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Peserta didik warga negara asing yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan yang
merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional wajib menaati ketentuan-ketentuan yang
berlaku bagi dan dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka kerja sama internasional atau yang

- diselenggarakan oleh pihak asing di wilayah Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan

ketentuan Undang-undang ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVilil
KETENTUAN PIDANA

Pasal §5
Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 18 (delapan belas) bulan atau pidana denda
setinggi-tingginya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 56
Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (2),
Pasal 20, dan Pasal 29 ayat (1) dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana
denda setinggi-tingginya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XiX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah
(Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550), Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang
Pemyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu
tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran
Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), dan Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361), Undang-undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965
tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 80) dan Undang-
undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional
Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81) yang ada pada saat diundangkannya
undang-undang ini masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti
berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang
Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550),
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor
4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran
di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 550), Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi
(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361),
Undang-undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Tahun 1965 Nomor 80) dan Undang-undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang



Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81)
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1989
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1989
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1989 NOMOR 6



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG
HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang
mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh
ketagwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh
pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan
martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;

b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat
pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus
dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dlkurangl atau
dirampas oleh siapapun;

¢. bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar
antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara
keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan
melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional
lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik
Indonesia;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, ¢, d,
dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu
membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia;

Mengingat :
1.
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, dan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29,
Pasal 30, Pasal 31 Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34
Undang-undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik indonesia Nomor
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang
wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak
dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.
Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung
ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku,
ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa,
keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan
pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar
dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum,
sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga
menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani,
pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari
orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau
diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang
didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut
ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun
dan atau pejabat politik.

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum
menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi
kepentingannya.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok
orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang
secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak
asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini,
dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum
yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah
lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang
berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi
hak asasi manusia.

BABIII
ASAS - ASAS DASAR

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan
dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari
manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat
kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3

Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan
sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara dalam semangat persaudaraaan.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang
adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.



3.

Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar
manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di
hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak
hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 5

Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh
perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di
depan hukum.

Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang
obyektif dan tidak berpihak.

Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh
perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam
masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan
Pemerintah.

Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi,
selaras dengan perkembangan zaman.

Pasal 7

Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum
internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum
Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima
negara Republik Indonesia.

Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang
menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi
tanggung jawab Pemerintah.

1.

BAB il
HAK ASAS! MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Bagian Kesatu
Hak Untuk Hidup

| Pasal 9

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf
kehidupannya.

2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.



3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagian Kedua
Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 10

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah.

2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan
calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak Mengembangkan Diri

Pasal 11

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang
secara layak.

Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh
pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia
yang beriman, bertagwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai
dengan hak asasi manusia.

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan
dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya,
bangsa dan umat manusia.

Pasal 14

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperiukan
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi
maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi
untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana
untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keempat
Hak Memperoleh Keadilan

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan
permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi
serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum
acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk
memperoleh putusan yang adil dan benar.

—

Pasal 18

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu
tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara
sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang
diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. o

Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan
suatu peraturan perundang-undangan yang sudah eada sebelum tindak pidana itu
dilakukannya.

Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan
yang paling menguntungkan bagi tarsangka.

Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan
sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas
suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap.

Pasal 19

Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa
perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersaiah.

Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan
berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam
perjanjian utang piutang.

Bagian Kelima
Hak Atas Kebebasan Pribadi

Pasal 20

Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala
perbuatan berupa apapUn yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 21

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak
boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya.

Pasal 22



1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 23

-

Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.

2. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat
sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun
elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan
umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 24

1. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud
damai.

2. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik,
lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam
jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan
perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

1. Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status
kewarganegaraannya.

2. Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak
menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib
melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 27

1. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan
bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.

2. Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah
negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Hak Atas Rasa Aman

Pasal 28

1. Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara
fain.



2. Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan
kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip
Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29

I 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan
hak miliknya

2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana
saja ia berada.

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 31

1. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.

2. Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu
rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan
dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Pasal 32

] Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi
1 melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain
yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

1. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang
kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara
sewenang-wenang.

Pasal 35

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan
tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia
dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Hak Ketujuh
Hak Atas Kesejahteraan

Pasal 36




1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan
orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara
yang tidak melanggar hukum.

2. Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara

* melawan hukum.

3. Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37

1. Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan
dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus
dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara
waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Pasal 38

1. Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas
pekerjaan yang layak.

2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula
atas syarat-syarat ketenagakerjaan.

3. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama,
sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja
yang sama.

4. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan
dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan
prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

. Pasal 39
Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi

anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40
Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.
Pasal 41

1. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta
untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

2. Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak,
berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasal 42

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh
perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin
kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya
diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



Bagian Kedelapan
Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

Pasal 43

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum
berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau
dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan.

3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 44

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan,
pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang
bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. '

Bagian Kesembilan
Hak Wanita

Pasal 45
Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.
Pasal 46

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem
pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai
persyaratan yang ditentukan.

Pasal 47

Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara
otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk
mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur
pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 49

1. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi
sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

2. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan
atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau
kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

3. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin
dan dilindungi oleh hukum.



Pasal 50

Wanita telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri,
kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

-

Pasal 51

Seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab
yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan
perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan
harta bersama.

Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang
sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya,
dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan
mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa
mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Hak Anak

Pasal 52

Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan
dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan
meningkatkan taraf kehidupannya.

Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status
kewarganegaraannya.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan,
pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan
martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai
dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 56

Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh
orang tuanya sendiri.

Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan
baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau



diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 57

1. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan
dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan
pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab
yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

3. Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan
kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58

1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk
kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual
selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang
bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan
fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan-pelecehan seksual termasuk
pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka
harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59

1. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan
dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang
menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

2. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu
langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh
Undang-undang.

Pasal 60

1. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

2. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan
tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan
nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi,
dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan
dirinya.

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak,
sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spirituainya.



Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata,
kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap

pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan
fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan
seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika,
psikotropika, dan zat aditif lainnya.

Pasal 66

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau
penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak
pidana yang masih anak.

3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai
dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara
manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai
dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau
bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh
keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang
tertutup untuk umum.

BAB IV
KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

Pasal 67

Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan
perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia
yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 68

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

1. Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan
tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



2. Setiap hak asasi manusia seseocrang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab
untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas
Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan
-memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-
undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara
Republik Indonesia.

Pasal 72

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi
langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya
pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

BAB VI
PEMBATASAN DAN LARANGAN

"Pasal 73

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan
berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan
kepentingan bangsa.

Pasal 74

Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai,
golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi
manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.

BAB Vii
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Pasal 75

Komnas Hak Asasi Manusia bertujuan :



mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai
dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan

meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya
pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai
bidang kehidupan.

Pasal 76

Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian,
penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesinal, berdedikasi dan
berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang
berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.
Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

Pasal 77

Komnas HAM berasaskan Pancasila

—_

Pasal 78

Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari :
a. sidang paripurna; dan
b. sub komisi.
Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan.

Pasal 79

Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh Subkomisi.
Ketentuan mengenai Subkomisi diatur dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 81

Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan
Komnas HAM.

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja
dalam bentuk biro-biro.

Sekretariat Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang bukan anggota Komnas
HAM.

Sekretariat Jenderal diusulkan oleh sidang paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan
Presiden.

Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 82

Ketentuan mengenai Sidang Paripurna dan Sub Komisi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan
Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 83



sl

1. Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan
diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.

Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.

Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari Anggota.

Masa jabatan keanggotaan Komnas Hak Asasi Manusia selama 5 (lima) tahun dan
setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

howmn

Pasal 84
Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah warga negara Indonesia yang :

a. memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok
yang dilanggar hak asasi manusianya;

b. berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi hukum
lainnya;

¢. berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga tinggi negara;

d. merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota Iembaga swadaya masyarakat
dan kalangan perguruan tinggi.

Pasal 85

1. Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang
Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

2. Anggota Komnas HAM berhenti antar waktu sebagai anggota karena :

a. meninggal dunia;

b. atas permintaan sendiri;

¢. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan
tugas selama 1(satu) tahun secara terus menerus;

d. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; atau

e. melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh Sidang
Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi, dan atau mengurangi
kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM.

Pasal 86

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan dan
pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 87

1. Setiap anggota Komnas HAM berkewajiban :
a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan
Komnas HAM.
b. berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan
Komnas HAM; dan
c. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia
Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.
2. Setiap anggota Komnas HAM berhak :
a. menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripurna dan Subkomisi;
b. memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang Paripurna dan
Subkomisi;



mengajukan dan memilih calon Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dalam
Sidang Paripurna; dan

mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk
pergantian periodik dan antarwaktu.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak anggota Komnas HAM serta tata cara
pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

1.

Pasal 89

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang
melakukan : '

a.

pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia
dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau
ratifikasi;

pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk
memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
penerbitan hasil pengkajian dari penelitian;

studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai
hak asasi manusia;

pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan,
penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan

kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak
lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak
asasi manusia.

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

a.
b.

C.

penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat
Indonesia;

upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui
lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat
nasional, regional, maupun internasional dalam bidang-hak asasi manusia.

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

a.

b.

pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil
pengamatan tersebut;

penyidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat
yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak
asasi manusia;

pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan
untuk dimintai dan didengar keterangannya;

pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi
pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperiukan;

peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis
atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan
persetujuan Ketua Pengadilan;

pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-
tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan
Ketua Pengadilan; dan



h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap
perkara tertentu yang sedang dalam proes peradilan, bilamana dalam perkara
tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan
acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM
tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

4. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

a. perdamaian kedua belah pihak;

b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan
penilaian ahli;

¢. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui
pengadilan;

d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia
kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan

e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Pasal 90

1. Setiap orang dan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah
dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas
HAM.

2. Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas
pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang
diadukan.

3. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan
persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk
pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.

4. Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia
yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Pasal 91

1. Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan
apabila:
a. tidak memiliki bukti awa! yang memadai;
b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;
c. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan
dari pengadu;
d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan;
atau '
e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata
Tertib Komnas HAM.

Pasal 92

1. Dalam hal tertentu dan bila dipandang perlu, guna melindungi kepentingan dan hak asasi
yang bersangkutan atau terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, Komnas
HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan identitas pengadu, dan pemberi
keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau
pemantauan.



2. Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi penyebarluasan
suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh Komnas HAM, yang berkaitan dengan
materi pengaduan atau pemantauan.

3. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada pertimbangan
bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti lainnya tersebut dapat :

membahayakan keamanan dan keselamatan negara;

membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;

membahayakan keselamatan perorangan;

mencemarkan nama baik perorangan;

membocorkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam

proses pengambilan keputusan Pemerintah;

membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan,

penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana;

menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, atau

membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang;

copTP
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Pasal 93

Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain
oleh Komnas HAM.

Pasal 94

(1) Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 ayat (3) huruf ¢ dan d, wajib memenuhi permintaan Komnas HAM.

(2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi oleh pihak lain yang
bersangkutan, maka bagi mereka berlaku ketentuan Pasal 95.

Pasal 95

Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan
keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan
panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

1. Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a dan b, dilakukan
oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai moderator.

2. Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa kesepakatan
secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh moderator.

3. Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan keputusan
mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.

4. Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu
yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat memintakan
kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat
dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa".

5. Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 97




Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan
wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 98
Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 99

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta kegiatan Komnas HAM
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komans HAM.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 100

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan,
penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 101

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang
berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 102

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai
perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan
atau lembaga lainnya.

Pasal 103

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara -
sendiri-sendiri maupun kerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, -
pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

BAB IX
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 104

1. Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak
Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.

2. Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang
dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.



3. Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

BAB X
KETENTUAN

Pasal 105

1. Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dengan Undang-undang
ini.

2. Pada saat berlakunya Undang-undang ini :

a. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun
1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi-Manusia dinyatakan sebagai Komnas
HAM menurut Undang-undang ini.

b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM masih tetap menjalankan fungsi,
tugas, dan wewenangnya, berdasarkan Undang-undang ini sampai
ditetapkannya keanggotaan Komnas HAM yang baru; dan Co

¢. Semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM tetap
dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan Undang-undang ini.

3. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini susunan
organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib Komnas HAM harus
disesuaikan dengan Undang-undang ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106
Undang-undang ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintankan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999




@an:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2000
TENTANG
PERJANJIAN INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Negara Republik Indonesia, sebagai bagian
dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang
diwujudkan dalam perjanjian internasional; o

. bahwa ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat ringkas, sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut
dalam suatu peraturan perundang-undangan;

. bahwa Surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang

"Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain" yang selama ini digunakan sebagai
pedoman untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasional sudah tidak sesuai lagi
dengan semangat reformasi;

. bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik

Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum
internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara
pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian
internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan
instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas pula;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, b, ¢ dan d periu

dibentuk Undang-undang tentang Perjanjian Internasional;

. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya (1999);
. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIKINDONESIA
PRESIDEN REPDUAgLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

. Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam

hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang
hukum publik.

. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional

dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan (acceptance) dan
penyetujuan (approval).



(1)

(2)

(1)

Surat Kuasa (Full Powers) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang
memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik
Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan
negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal fain yang
diperiukan dalam pembuatan perjanjian internasional.

Surat Kepercayaan (Credentials) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang
memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik

Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan
internasional.

. Pensyaratan (Reservation) adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima

berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika
menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang
bersifat multilateral.

Pernyataan (Declaration) adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau
penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional, yang dibuat ketika
menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang
bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk
mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional.

. Organisasi Internasional adalah organisasi antarpemerintah yang diakui sebagai subjek hukum

internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.

. Suksesi Negara adalah peralihan hak dan kewajiban dari satu negara kepada negara lain,

sebagai akibat pergantian negara, untuk melanjutkan tanggung jawab pelaksanaan hubungan
luar negeri dan pelaksanaan kewajiban sebagai pihak suatu perjanjian internasional, sesuai
dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam Peiserikalan Bangsa-Bangsa.

Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar
negeri.

Pasal 2 .
Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperiukan

dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan
Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik.

Pasal 3

Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian intemasional melalui cara-cara
sebagai berikut:

a. penandatanganan;

b. pengesahan;

¢. pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;

d. cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

BAB I
PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 4

Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih,
organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan
para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik.

Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada
kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling
menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang
beriaku.

Pasal 5

Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat
pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih
dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.



(2) Pemerintah Republik Indonesia dalam mempersiapkan pembuatan perjanjian internasional,

. terlebih dahulu harus menetapkan posisi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam

. suatu pedoman delegasi Republik Indonesia.

.. (3) Pedoman delegasi Republik Indonesia, yang perlu mendapat persetujuan Menteri, memuat hal-

hal sebagai berikut:

a. latar belakang permasalahan;

b. analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat
mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia;

¢. posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.

(4) Perundingan rancangan suatu perjanjian internasional dilakukan oleh Delegasi Republik

Indonesia yang dipimpin oleh Menteri atau pejabat lain sesuai dengan materi perjanjian dan

lingkup kewenangan masing-masing.

Pasal 6

(1) Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap penjajakan, perundingan, perumusan
naskah, penerimaan, dan penandatanganan.

2) Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian
internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan
diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 7

1) Seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan menerima atau
menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional,
memeriukan Surat Kuasa.

1(2) Pejabat yang tidak memerlukan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3

; adalah:

: a. Presiden, dan

b. Menteri.

{3) Satu atau beberapa orang yang menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu

- pertemuan internasional, memerlukan Surat Kepercayaan.

(4) Surat Kuasa dapat diberikan secara terpisah atau disatukan dengan Surat Kepercayaan,
sepanjang dimungkinkan, menurut ketentuan dalam suatu perjanjian internasional atau
pertemuan internasional.

{5) Penandatangan suatu perjanjian intermasional yang menyangkut kerja sama teknis sebagai

pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup

kewenangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun
nondepartemen, dilakukan tanpa remerlukan Surat Kuasa.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan pensyaratan dan/atau pernyataan, kecuali
ditentukan lain dalam perjanjian internasional tersebut.

i2) Pensyaratan dan pernyataan yang dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian
internasional harus ditegaskan kembali pada saat pengesahan perjanjian tersebut.

'3) Pensyaratan dan pernyataan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dapat ditarik
kembali setiap saat melalui pernyataan tertulis atau menurut tata cara yang ditetapkan dalam
perjanjian internasional.

BAB Il
PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 9

(1) Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang
dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.

(2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilakukan dengan
undang-undang atau keputusan presiden.



(1)
(2)

()

(2)

1)
(2)

Pasal 10

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan
dengan:

a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;

b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
¢. kedaulatan atau hak berdaulat negara;

d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;

e. pembentukan kaidah hukum baru;

f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pasal 11

Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana
dimaksud Pasatl 10, dilakukan dengan keputusan presiden.

Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang
mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi.

Pasal 12

Dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional, lembaga pemrakarsa yang terdiri atas
lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen,
menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang, atau rancangan
keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud serta dokumen-
dokumen lain yang diperlukan.

Lembaga pemrakarsa, yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik
departemen maupun nondepartemen, mengkoordinasikan pembahasan rancangan dan/atau
materi permasalahan dimaksud dalam ayat (1) yang pelaksanaannya dilakukan bersama dengan
pihak-pihak terkait.

Prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui Menteri untuk
disampaikan kepada Presiden.

Pasal 13

Setiap undang-undang atau keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional -
ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 14

Menteri menandatangani piagam pengesahan untuk mengikatkan Pemerintah Republik
Indonesia pada suatu perjanjian internasional untuk dipertukarkan dengan negara pihak atau
disimpan oleh negara atau lembaga penyimpan pada organisasi internasional.

BAB IV
PEMBERLAKUAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 15 ;

Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau keputusan
presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku
setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui
cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut.

Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi
ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

Pasal 16

Pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan atas ketentuan suatu perjanjian
internasional berdasarkan kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian tersebut.

Perubahan perjanjian internasional mengikat para pihak melalui tata cara sebagaimana
ditetapkan dalam perjanjian tersebut.



((3) Perubahan atas suatu perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat.

(4) Dalam hal perubahan perjanjian internasional yang hanya bersifat teknis-administratif,

. pengesahan atas perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur sederhana.

| BABV
PENYIMPANAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 17

(1) Menteri bertanggung jawab menyimpan dan memelihara naskah asli perjanjian internasional
yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia serta menyusun daftar naskah resmi dan
menerbitkannya dalam himpunan perjanjian internasional.

(2) Salinan naskah resmi setiap perjanjian internasional disampaikan kepada lembaga negara dan
lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen pemrakarsa.

(3) Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan naskah resmi suatu perjanjian internasional
yang telah dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada sekretariat organisasi
internasional yang di dalamnya Pemerintah Republik Indonesia menjadi anggota.

(4) Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan piagam pengesahan perjanjian

E internasional kepada instansi-instansi terkait.

’ (5) Dalam hal Pemerintah Republik indonesia ditunjuk sebagai penyimpan plagam pengesahan

perjanjlan internasional, Menteri menerima dan menjadi penyimpan piagam pengesahan

perjanjian internasional yang disampaikan negara-negara pihak.

BAB VI
PENGAKHIRAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 18

Perjanjian internasional berakhir apabila:

a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;

c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;

d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;

e. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;

f. muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;

g. objek perjanjian hilang;

h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Pasal 19

Perjanjian internasional yang berakhir sebelum waktunya, berdasarkan kesepakatan para pihak,
tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian perjanjian dan belum
dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 20

Perjanjian internasional tidak berakhir karena suksesi negara, tetapi tetap berlaku selama negara
pengganti menyatakan terikat pada perjanjian tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21
Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pembuatan atau pengesahan perjanjian

internasional yang masih dalam proses, diselesaikan sesuai dengan ketentuan undang-undang
ini.

BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 22
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
melalui Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2000
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

DJOHAN EFFEND!
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2000
TENTANG
PERJANJIAN INTERNASIONAL

1. UMUM

Dalam melaksanakan politik luar negeri yang diabdikan kepada kepentingan nasional,
Pemerintah Republik Indonesia melakukan berbagai upaya termasuk membuat perjanjian
internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek-subjek hukum
internasional lain.

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan
dengan peningkatan hubungan tersebut, maka makin meningkat pula kerja sama internasional
yang dituangkan dalam beragam bentuk perjanjian internasional Pembuatan dan pengesahan
perjanjian internasional melibatkan berbagai lembaga negara dan lembaga pemerintah berikut
perangkatnya. Agar tercapai hasil yang maksimal, diperlukan adanya koordinasi di antara
lembaga-lembaga yang bersangkutan.

Untuk tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang jelas
sehingga dalam praktiknya menimbulkan banyak kesimpangsiuran.

Pengaturan sebelumnya hanya menitikberatkan pada aspek pengesahan perjanjian
internasional. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang
mencakup aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional demi kepastian hukum.

Undang-undang tentang Perjanjian Internasional merupakan pelaksanaan Pasal 11 Undang-
Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membuat
kewenangan kepada Presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 bersifat ringkas
sehingga memerlukan penjabaran lebih lanjut. Untuk itu, diperfukan suatu perangkat perundang-
undangan yang secara tegas mendefinisikan kewenangan lembaga eksekutif dan legislatif dalam
pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional serta aspek-aspek lain yang diperlukan
dalam mewujudkan hubungan yang dinamis antara kedua lembaga tersebut.

Perjanjian internasional yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah setiap perjanjian di
bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan
negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain.

Bentuk dan nama perjanjian internasional dalam praktiknya cukup beragam, antara lain:
treaty, convention, agreement, memorandum of understanding, protocol, charter, declaration,
final act, arrangement, exchange of notes, agreed minutes, summary record, process verbal,
modus vivendi, dan letter of intent. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan
bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda
tingkatannya. Namun demikian, secara hukum, perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan
kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional bagi perjanjian
internasional, pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud pada pihak terkait serta
dampak politiknya bagi para pihak tersebut.

Sebagai bagian terpenting dalam proses pembuatan perjanjian, pengesahan perjanjian
internasional perlu mendapat perhatian mendalam mengingat pada tahap tersebut suatu negara
secara resmi mengikatkan diri pada perjanjian itu.

Dalam praktiknya, bentuk pengesahan terbagi dalam empat kategori, yaitu (a). ratifikasi
(ratification) apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut
menandatangani naskah perjanjian (b). aksesi (accesion) apabila negara yang mengesahkan
suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian. (c). penerimaan
(acceptance) dan penyetujuan (approval) adalah pernyataan menerima atau menyetujui dari
negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian-perjanjian
internasional beriaku setelah penandatanganan.



Pengaturan mengenai pengesahan perjanjian internasional di Indonesia selama ini dijabarkan
dalam Surat Presiden No. 2826/HK/1960 tertanggal 22 Agustus 1960, kepada Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat, yang telah menjadi pedoman dalam proses pengesahan perjanjian
internasional, yaitu pengesahan melalui undang-undang dan keputusan presiden, bergantung
kepada materi yang diaturnya. Namun demikian, dalam praktiknya selama ini telah terjadi
berbagai penyimpangan dalam melaksanakan surat presiden tersebut, sehingga perlu diganti
dengan Undang-undang tentang Perjanjian Internasional.

Pokok materi yang diatur dalam undang-undang ini disusun dengan sistematika sebagai
berikut:

a. Ketentuan Umum;

b. Pembuatan Perjanjian Internasional;

c. Pengesahan Perjanjian Internasional;
d. Pemberlakuan Perjanjian internasional
e. Penyimpanan Perjanjian Internasional;
f. Pengakhiran Perjanjian Internasional,
g. Ketentuan Peralihan;

h. Ketentuan Penutup.

Il. PASAL DEM! PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Menteri memberikan pendapat dan pertimbangan politis
dalam membuat dan mengesahkan perjanjian internasional berdasarkan kepentingan nasional.
Sebagai pelaksana hubungan luar negeri dan politik luar negeri, Menteri juga terlibat dalam
setiap proses pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, khususnya dalam
mengkoordinasikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan prosedur
pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. Hal yang menyangkut kepentingan publik
adalah materi yang diatur dalam Pasal 10 undang-undang ini.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “cara-cara lain" yang disepakati oleh para pihak (misalnya simplified
procedure) adalah keterikatan secara otomatis pada perjanjian internasional apabila dalam masa
tertentu tidak menyampaikan notifikasi tertulis untuk menolak keterikatannya pada suatu
perjanjian internaisonal.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan subyek hukum internasional lain dalam pasal ini adalah suatu entitas
hukum yang diakui oleh hukum internasional dan mempunyai kapasitas membuat perjanjian
internasional dengan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Lembaga Negara adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah
Agung, dan Dewan Pertimbangan Agung yang fungsi dan wewenangnya diatur dalam Undang-
Undang Dasar 1945.

Lembaga Pemerintah adalah lembaga eksekutif termasuk presiden, departemen/instansi dan
badan-badan pemerntah lain, seperti Lembaga limu Pengetahuan Indonesia dan Badan Tenaga
Atom Nasional, yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Badan-badan independen
lain yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu tidak termasuk
dalam pengertian lembaga pemerintah.



Mekanisme konsultasi dengan Menteri sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana
hubungan dan politik luar negeri, dengan tujuan melindungi kepentingan nasional dan
mengarahkan agar pembuatan perjanjian internasional tidak bertentangan dengan kebijakan
politik luar negeri Republik Indonesia, dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan pedoman
yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Perjanjian ~  Internaisonal.
Mekanisme konsultasi tersebut dapat dilakukan melalui rapat antardepartemen atau komunikasi
surat-menyurat antara lemabga-lembaga dengan Departemen Luar Negeri untuk meminta
pandangan politis/yuridis rencana pembuatan perjanjian internasional tersebut.

Ayat (2)

Pedoman delegasi Republik Indonesia dibuat agar tercipta keseragaman posisi delegasi
Republik Indonesia dan koordinasi antardepartemen/lembaga pemerintah di dalam membuat
perjanjian internasional.

Pedoman tersebut harus disetujui oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan hubungan luar negeri.

Pedoman tersebut pada umumnya dibuat dalam rangka sidang muitilateral. Namun demikian,
pedoman itu juga dibuat dalam rangka perundingan bilateral ini untuk membuat perjanjian
internasional dengan negara lain.

Pasal ini mewajibkan delegasi Republik Indonesia ke setiap perundingan, baik multilateral
maupun bilateral, untuk membuat pedoman yang mencerminkan posisi delegasi Republik
Indonesia sebagai hasil koordinasi antardepartemen/instansi terkait dengan mempertimbangkan
kepentingan nasional.

Ayat (3)

Pedoman delegasi Republik Indonesia periu mendapat persetujuan Menteri sebagai pelaksana
hubungan dan politik luar negeri. Hal ini diepriukan bagi terlaksananya koordinasi yang efektif di
dalam mebuat dan mengesahkan perjanjian internasional. Materi yang memuat dalam pedoman
delegasi Rl tersebut disusun atas kerjasama lembaga negara dan lembaga pemerintah terkait
yang menangani subinstansinya, dan Departemen Luar Negeri yang memberikan pertimbangan
politisnya.

Ayat (4)

Pejabat lain adalah menteri atau pejabat instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-
masing.

Pasal 6
Ayat (1)
Penjajakan: merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berunding
mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjnajian internasional.

Perundingan: merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah-masalah teknis
yang akan disepakati dalam perjanjian internasional.

Perumusan Naskah: merupakan tahap merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional.
Penerimaan: merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan
disepakati oleh para pihak.

Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut
"Penerimaan” yang biasanya dilakukan dengan membubuhkan inisial atau paraf pada naskah
perjanjian intemasional oleh ketua delegasi masing-masing. Dalam perundingan multitateral,
proses penerimaan (acceptance/approval) biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu
negara pihak atas perubahan perjanjian internasional.

Penandatangan: merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk mendelegasi suatu
naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk perjanjian
multilateral, penandatangan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai
negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui
pengesahan(ratification/accession/acceptance/approval).

Ayat (2)

Penandatangan suatu perjanjian internasional tidak sekaligus dapat diartikan sebagai pengikatan
diri pada perjanjian tersebut. Penandatangan suatu perjanjian internasional yang memerlukan
pengesahan, tidak mengikat di pihak sebelum perjanjian tersebut disahkan.



Pasal 7

Ayat (1)

Surat Kuasa (Full Powers) dikeluarkan oleh Menteri sesuai dengan praktik internasional yang
telah dikukuhkan oleh Konvensi Wina 1969.

Ayat (2)

Mengingat kedudukan Presiden sebagai kepala negara/kepala pemerintahan dan kedudukan
Menteri Luar Negeri sebagai pembantu Presiden dalam melaksanakan tugas umum
pemerintahan di bidang hubungan luar negeri, Presiden dan Menteri Luar Negeri tidak
memerlukan Surat Kuasa dalam menandatangani suatu perjanjian internasional. Pejabat negara
selain Presiden dan Menteri Luar Negeri memeriukan Surat Keuasa. Dalam praktik dewasa ini,
Surat Kuasa umumnya diberikan oleh Menteri Luar Negeri kepada pejabat Indonesia, termasuk
Duta Besar Luar Negeri dan Berkuasa Penuh Republik Indonesai, dalam menandatangani,
menerima naskah, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian dan
menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.
Dalam hal perjanjian luar negeri, Menteri mendelegasikan kepada Menteri Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Praktek penyatuan Surat Kuasa dan Surat Kepercayaan biasanya terjadi dalma prosedur
pembuatan dan pengsahkan perjanjian multilateral yang diikuti oleh banyak pihak. Praktik
semacam ini hanya dimungkinkan apabila telah disepakati dalam konferensi yang menerima
(adopt) suatu perjanjian internasional dan ditetapkan oleh perjanjian internasional tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pensyaratan dan Pernyataan dilakukan atas perjanjian internasional yang bersifat multilateral
dan dapat dilakukan atas suatu bagian perjanjian internasional sepanjang pensyaratan dan
pernyataan tersebut tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian
internasional tersebut. Dengan pensyaratan atau permyataan terhadap suatu ketentuan perjanjian
internasional, Pemerintah Republik Indonesia secara hukumn tidak terikat pada ketentuan
tersebut.

Ayat (2)

Penegasan kembali tersebut dituangkan dalam instrumen pengesahan seperti piagam ratifikasi
atau piagam aksesi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan ketetapan yang disepakati
oleh para pihak.

Perjanjian internasional yang memeriukan pengesahan akan mulai berlaku setelah terpenuhi
prosedur pengesahan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Ayat (2)

Pengesahan dengan undang-undang memeriukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengesahan dengan keputusan presiden selanjutnya diberitahukan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.

Pasal 10

Pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi
perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama (nomenciature} perjnjian.

Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dan
keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang.



Mekanisme dan prosedur pinjaman dan /atau hibah luar negeri beserta persetujuannya oleh
Dewan Perwakilan Rakyat akan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pasal 11

Ayat (1)

Pengesahan perjanjian melalui keputusan presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan
adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat
prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan
perundang-undangan nasional.

Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini, di antaranya adalah perjanjian induk
yang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik,
perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda dan kerja sama
perlindungan penanaman modal, serta pengesahan yang bersifat teknis.

Ayat (2)

Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pengawasan terhadap Pemerintah, walaupun tidak
diminta persetujuan sebelum pembuatan perjanjian internasional tersebut karena pada umumnya
pengesahan dengan keputusan presiden hanya dilakukan bagi perjanjian internasional di bidang
teknis. Di dalam melaksanakan fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta
pertanggungjawaban atau keterangan Pemerintah mengenai perjanjian internasional yang telah
dibuat. Apabila dipandang merugikan kepentingan nasional, perjanjian internasional tersebut
dapat dibatalkan atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 12

Ayat (1)

Di dalam menyiapkan rancangan undang-undang bagi pengesahan suatu perjanjian internasional
periu  memperhatikan Keputusan Presiden No. 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara
Mempersiapkan Rancangan Undang-undang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Penempatan peraturan perundang-undangan pengesahan suatu perjanjian internasional di dalam
lembaran negara dimaksudkan agar setiap orang dapat mengetahui perjanjian yang dibuat
pemerintah dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Pasal 14

Lembaga penyimpan (depositary) merupakan negara atau organisasi internasional yang ditunjuk
atau disebut secara tegas dalam suatu perjanjian untuk menyimpan piagam pengesahan
perjanjian internasional. Praktik ini berlaku bagi perjanjian multilateral yang memiliki banyak
pihak.

Lembaga penyimpan selanjutnya memberitahukan semua pihak pada perjanjian tersebut setelah
menerima piagam pengesahan dari salah satu pihak.

Pasal 15

Ayat (1)

Perjanjian internasional yang tidak mensyaratkan adanya pengesahan dalam pemberlakuan
perjanjian tersebut dan memuat materi yang bersifat teknis atau merupakan pelaksanaan teknis
atas suatu perjanjian induk, dapat langsung berlaku setelah penandatangan, pertukaran
dokumen perjanjian/nota diplomatik atau setelah melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati
para pihak pada perjanjian. Perjanjian yang termasuk dalam kategori tersebut di antaranya di
bidang pendidikan, sosial, budaya, pariwisata, penerangan, kesehatan, keluarga berencana,
pertanian, kehutanan, serta kerja sama antarpropinsi dan antarkota.

Ayat (2)

Cukup jelas



Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “perubahan yang bersifat teknis-administratif' adalah perubahan yang
tidak menyangkut materi pokok perjanjian, misalnya perubahan penambahan anggota suatu
dewan/komite atau penambahan salah satu bahasa resmi perjanjian internasional.

Perubahan semacam ini tidak memerlukan pengesahan dengan peraturan perundang-undangan
yang setingkat dengan pengesahan perjanjian yang diubah tersebut.

Yang dimaksud dengan "prosedur sederhana" adalah pengesahan yang dilakukan melalui

pemberitatiuan tertulis di antara para pihak atau didepositkan kepada negara/pihak penyimpan
perjanjian.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18
Suatu perjanjian internasional dapat berakhir apabila salah satu butir dalam pasal ini sudah

terjadi. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian internasional akan berakhir pada saat
perjanjian internasional tesebut berakhir.

"Hilangnya objek perjanjian” sebagaimana dimaksud pada butir (g) pasal ini dapat terjadi apabila
objek dari perjanjian tersebut sudah tidak ada lagi.

"Kepentingan nasional” sebagaimana dimaksud pada butir (h) pasal ini harus diartikan sebagai
kepentingan umum (public interest), perlindungan subjek hukum Republik Indonesia, dan
yuridiksi kedaulatan Republik Indonesia.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4012



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2000
TENTANG
PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS)
TAHUN 2000-2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:: a. bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004
mengamanatkan dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program
Pembangunan Nasional lima tahun (PROPENAS);

b. bahwa Program Pembangunan Nasional lima tahun (PROPENAS) yang
memuat kebijakan secara terinci dan terukur dimaksudkan untuk mewujudkan
tujuan pembangunan nasional;

¢. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan

Undang-undang tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
Tahun 2000-2004;

Mengingat. 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-undang Dasar
1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL
(PROPENAS) TAHUN 2000-2004.

Pasal 1
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 merupakan landasan dan
pedoman bagi Pemerintah dan penyelenggara negara lainnya dalam melaksanakan
pembangunan lima tahun.

Pasal 2
Sistematika Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 disusun sebagai
berikut:

BAB |: PENDAHULUAN

BAB II: PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
BAB lil: PEMBANGUNAN HUKUM

BAB |V: PEMBANGUNAN EKONOMI

BAB V: PEMBANGUNAN POLITIK

BAB VI: PEMBANGUNAN AGAMA

BAB VIi: PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

BAB VIII: PEMBANGUNAN SOSIAL DAN BUDAYA



BAB IX: PEMBANGUNAN DAERAH
BAB X: PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB XI: PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN
BAB XIlI: PENUTUP

Pasal 3
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 sebagaimana tercantum

dalam lampiran Undang-undang ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari Undang-undang ini.

Pasal 4
Pelaksanaan lebih lanjut Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004,
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) yang memuat Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 5
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 20 Novernber 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 November 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

DJOHAN EFFENDI
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri
manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati,
dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

b. bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak
asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman
kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi
Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai
dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia;

c. bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran
hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak
Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi Undang-undang, oleh karena itu
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu dicabut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan ¢ perlu
dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

Mengingat-

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib



dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan

khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang
bertanggung jawab secara individual.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada
tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat

guna ditindak lanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
undang ini.

BAB Il
KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN
PENGADILAN HAM

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2
Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan Peradilan Umum.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 3

I(1)Pengadilan HAM kedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya

meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

((2)Untuk Daerah Khusus Ibukola Jaukarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setap wilayah

Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

BAB il
LINGKUP KEWENANGAN

Pasal 4
Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak
asasi-manusia-yang berat.

Pasal 5
Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi
manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia
oleh warga negara Indonesia.

Pasal 6
Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi
manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas)
tahun pada saat kejahatan dilakukan.

Pasal 7
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:
a. kejahatan genosida;
b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 8
Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang
dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian



kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

a. membunuh anggota kelompok;

b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;

¢. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik
baik seluruh atau sebagiannya;

d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran d| dalam kelompok; atau

e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9
Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah
satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang

diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil
berupa:

a. pembunuhan;

b. pemusnahan;

¢. perbudakan; '

d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;

e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang
yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;

f. penyiksaan;

g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan
atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;

h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan
paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah
] diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

. i. penghilangan orang secara paksa; atau

I J. kejahatan apartheid.

BAB IV
HUKUM ACARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10
Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara
pidana.

Bagian Kedua
Penangkapan

Pasal 11

1) Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan
penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia
yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

2) Pelaksanaan tugas penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penyidik

- dengan memperiihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah
penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan
penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran hak asasi
manusia yang berat yang dipersangkakan.

3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan
kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

4) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan
bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada
kepada penyidik.

5) Penangkapan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari.
(6) Masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.



Bagian Ketiga
Penahanan

: Pasal 12

\(1) Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau
penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.

(2) Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk
I kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

(3) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang
diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang
cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau
terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi
pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 13

{1) Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling
lama 90 (sembilan puluh} hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya,

{3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum

: i dapat diselesaikan, maka penmhanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh

Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 14

(1) Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

{2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling
. lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

\3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penuntutan belum
dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari oleh
Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 15
1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM dapat dilakukan paling
lama 90 (sembilan puluh) hari.
2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 16
1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan-tinggi-dapat-dilakukan -paling
, lama 60 (enam puluh) hari.
2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 17
1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat ditakukan paling
lama 60 (enam puluh) hari.
2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat
Penyelidikan

Pasal 18
1) Penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia.
2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak asasi Manusia
dan unsur masyarakat.



Pasal 19
(1) Dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 penyelidik
! berwenang:
. a.melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat
. yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia
| yang berat.
b.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya
pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti.
c.memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar
keterangannya.
d.memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya.
e.meninjau dan mengumpulkan keterangan ditempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap
perlu.
f.memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan
dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya.
g.atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
1) pemeriksaan surat;
i 2) penggeledahan dan penyitaan,
3) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya
~ yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;
4) mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.
{2) Dalam hal penyelidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan
pelanggaran hak asasi manusia yang berat penyelidik membaeritahukan hal itu kepada penyidik.

Pasal 20

1) Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan
yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan
. hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik.

[2) Paling lambat 7 (tujuh) hasil kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komisi
. Nasional Hak Asasi Manusia menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik.

'3) Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada
penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.

Bagian Kelima
Penyidikan

Pasal 21
1} Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.
2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kewenangan menerima
laporan atau pengaduan.
3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat
mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.
4) Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut
agamanya masing-masing.
5) Untuk dapat diangkat menjadi penyidik ad hoc harus memenuhi syarat:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima)
tahun;
. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
. sehat jasmani dan rohani;
. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

«@@ "0 a0

Pasal 22



(1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) wajib diselesaikan paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan

| dinyatakan lengkap oleh penyidik.

](2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dlperpanjang untuk waktu paling

i lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum
dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua

! Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dari
hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah
penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung.

5) Setelah surat perintah penghentian penyidikan dikeluarkan, penyidikan hanya dapat dibuka
kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan
untuk dilakukan penuntutan.

{6) Dalam hal penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat diterima

oleh korban atau keluarganya, maka korban, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus

ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan praperadilan kepada

Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlakti.

Bagian Keenam
Penuntutan

Pasal 23

1) Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.
12) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat
' mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.
'3) Sebelum melaksanakan tugasnya penuntut umum ad hoc mengucapkan sumpah atau janiji
! menurut agama masing-masing.
4) Untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum ad hoc harus memenuhi syarat:

a. warga negara Republik Indonesis;

b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima)
tahun;
berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman sebagai penuntut umum;
sehat jasmani dan rohani;
berwibawa, jujur, adil, berkelakuan tidak tercela;
setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.
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Pasal 24
Penuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan paling
lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima.

Pasal 25
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis
kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran
hak asasi manusia yang berat.

Bagian Ketujuh
Sumpah

Pasal 26
Sumpah penyidik dan Jaksa Penuntut Umum ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3), lafalnya berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini,
langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak
memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga".



"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam

tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu
janji atau pemberian”.

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta
mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur,
seksama, dan obyektif dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika
profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan scadil-adiinya

seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum
dan keadilan".

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Paragraf 1
; Umum

Pasal 27

(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

2) Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas
2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

13) Majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM

© yang bersangkutan.

Pasal 28

1) Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua
Mahkamah Agung.

“2) Jumlah hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 12 (dua belas)
orang.

3) Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu)
kali masa jabatan.

Paragraf 2
Syarat Pengangkatan Hakim Ad Hoc

Pasal 29
Untuk dapat diangkat menjadi Hakim ad hoc harus memenubhi syarat:
1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh
lima) tahun;
4. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
5. sehat jasmani dan rohani;
6. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
7. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
8. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

Pasal 30
Hakim ad hoc yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebelum

melaksanakan tugasnya wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing
yang lafalnya berbunyi sebagai berikut:



"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini,
langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak akan
memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu
janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta
mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur,
seksama, dan obyektif dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika
profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya

seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum
dan keadilan".

Paragraf 3
Acara Pemeriksaan

Pasal 31
Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM
dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari lerhitung sejak perkara dilimpahkan ke
Pengadilan HAM.

Pasal 32

(1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke

i Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90

(sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

i2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim
berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang

~ bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

3) Jumiah hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-

. kurangnya 12 (dua belas) orang.

‘4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 30

juga berlaku bagi pengangkatan hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi.

Pasal 33
1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah
Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari
terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.
2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim yang
berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
3) Jumlah hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-
kurangnya 3 (tiga) orang.
4) Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
5) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diangkat untuk satu kali masa jabatan
selama 5 (lima) tahun.
6) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung harus memenuhi syarat:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
¢. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;



g. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
h. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

: BAB V

i PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI
? Pasal 34

(1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas
i perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak
| manapun.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak
B hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
|
|

1

3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB VI
KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI
T. Pasal 35
i1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat
memperoleh kompensasi, restitusi, rehabilitasi.
2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan
dalam amar putusan Pengadilan HAM.

' 13) Ketentuan mengenai kompensasi, reslilusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB Vi
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, ¢, d
dan e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 37
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e,
atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
iama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 38
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 39
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 40
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i

dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10
(sepuluh) tahun.

Pasal 41
Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Pasal 42 -




(1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat
dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan
HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang
efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut
merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu:

‘a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau dasar keadaan saat itu seharusnya

. mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran

I hak asasi manusia yang berat; dan

| b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang fayak dan diperlukan

| dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau
menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan,

,  penyidikan, dan penuntutan.

(2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap

i pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada

i dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan

| pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni:

| a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas
menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak

: asasi manusia yang berat; dan _

'b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup

kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan

pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan

i penuntutan.

'3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang

*  sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 40.

BAB VIII
PENGADILAN HAM AD HOC

Pasal 43

'1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-
undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.

'2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan
Presiden.

* 3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada dilingkungan Peradilan
Umum.

Pasal 44
Pemeriksaan di Pengadilan HAM ad hoc dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

'1) Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Pengadilan HAM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makasar.

'2) Daerah hukum Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada pada Pengadilan
Negeri di:

a. Jakarta Pusat yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat,
Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah;

b. Surabaya yang menjadi Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;

c. Makasar yang meliputi Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya;



i
i
|
i
|

!

"d. Medan yang meliputi Propinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan

Sumatera Barat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa.

Pasal 47
1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini
tidak menutup kemungkinan penyelesaian dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan

Undang-undang.

Pasal 48
Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang
sudah atau sedang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 49
Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah
Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-undang Nomor 31
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran
hak asasi manusia yang berat menurut Undang-undang ini.

Pasal §0
Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3911) dengan ini
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 561
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ABDURRAHMAN WAHID



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Bahwa hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi
Universal tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak
Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus
dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang terkandung
dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan asas-asas internasional.

Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada
lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk ménghormati,
menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh
masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.
1945,

Pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan melalui pembentukan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi.

Untuk melaksanakan amanat Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi
Manusia tersebut, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, Pembentukan Undang-undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab
bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di samping hal tersebut,
pembentukan Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia juga mengandung suatu misi
mengemban tanggungjawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta
yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia yang
telah disahkan dan diterima oleh negara Republik Indonesia.

Bertitik tolak dari perkembangan hukum, baik ditinjau dari kepentingan nasional maupun dari
kepentingan intemasional, maka untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia
yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di indonesia perlu dibentuk
Pengadilan Hak Asasi Manusia yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran hak asasi
manusia yang berat.

Untuk merealisasikan terwujudnya Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut, perlu dibentuk
Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.

Dasar Pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah
sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat melindungi hak
asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan,
kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman bagi perseorangan maupun masyarakat,
terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia didasarkan pada
pertimbangan sebagai berikut:

. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan "extra ordinary crimes" dan berdampak

secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindakan
pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta rmenimbulkan kerugian
baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap
perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan
supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan
kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

. Terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperlukan langkah-langkah

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus.
Kekhususan dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah:




- a. diperlukan penyidik dengan membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut umum ad hoc, dan

b.

hakim ad hoc;

diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana
diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan;

d. diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi;

. diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kedaluarsa bagi pelanggaran hak asasi

manusia yang berat.

Mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti genosida dan kejahatan
terhadap kemanusiaan yang berdasarkan hukum internasional dapat digunakan asas tetroaktif,
diberlakukan pasal mengenai kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1945 yang berbunyi: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang waijib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan semata-mata untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas maksud hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan,
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Dengan ungkapan lain asas retroaktif dapat diberlakukan dalam rangka melindungi hak asasi
manusia itu sendiri berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Oleh
karena itu Undang-undang ini mengatur pula tentang Pengadilan HAM ad hoc¢ untuk memeriksa
dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum
diundangkannya Undang-undang ini.

Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peristiwa
tertentu dengan Keputusan Presiden dan berada di lingkungan Peradilan Umum.

Disamping adanya Pengadilan HAM ad hoc, Undang-undang ini menyebutkan juga
keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPR-
Rl Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan dibentuk dengan undang-undang dimaksudkan sebagai
lembaga ekstra-yudical yang ditetapkan dengan undang-undang yang bertugas untuk
menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran
hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama
sebagai bangsa.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "memeriksa dan memutus” dalam ketentuan ini adalah termasuk
menyelesaikan perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara Indonesia yang
melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial,
dalam arti tetap dihukum sesuai dengan Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini.

Pasal 6



Seseorang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun yang melakukan pelanggaran hak asasi
manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri.

Pasal 7

“Kejahatan genoside dan kejahatan terhadap kemanusiaan" dalam ketentuan ini sesuai dengan
"Rome Statute of Internationa! Criminal Court" (Pasal 6 dan Pasal 7).

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "anggota kelompok" adalah seorang atau lebih anggota kelompok.
Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Hurufd

" Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil"
adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan
kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembunuhan” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemusnahan” meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang
dilakukan dengan sengaja, antara lain berupa perbuatan menghambat pemasokan barang
makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan "perbudakan” dalam ketentuan ini termasuk perdagangan manusia,
khususnya perdagangan wanita dan anak-anak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “"pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa" adalah
pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang
lain dari daerah dimana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa disadari alasan yang
diijinkan oleh hukum internasional.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf

Yang dimaksud dengan "penyiksaan" dalam ketentuan ini adalah dengan sengaja dan melawan
hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap
seorang tahanan atau seseorang yang berada dibawah pengawasan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "penghilangan orang secara paksa" yakni penangkapan, penahanan,
atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau
kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut
atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan
maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "kejahatan apartheid" adalah perbuatan tidak manusia dengan sifat yang
sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Pasal 8 yang dilakukan dalam konteks suatu
rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu



kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan
rezim itu.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "1 (satu) hari" adalah dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam terhitung
sejak tersangka ditangkap.
Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukupjetas

Pasal 18

Ayat (1)

Kewenangan penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
dimaksudkan untuk menjaga obyektivitas hasil penyelidikan karena lembaga Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia adalah lembaga yang bersifat independen.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat' adalah tokoh dan anggota masyarakat yang
profesional, berdedikasi, berintegrasi tinggi, dan menghayati di bidang hak asasi manusia.

Pasal 19

Pelaksanaan “penyelidikan" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai rangkaian tindakan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam lingkup projustisia.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menerima" adalah menerima, mendaftar, dan mencatat laporan atau
pengaduan tentang telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan dapat
dilengkapi dengan barang bukti.



Huruf c

Cukup jelas

Hurufd

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "perintah penyidik" adalah perintah tertulis yang dikeluarkan penyelidik
dan penyidik segera mengeluarkan surat perintah setelah menerima permintaan dari penyelidik.
Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

"Penggeledahan” dalam ketentuan ini meliputi penggeledahan badan dan atau rumah.
Angka 3) o

Cukup jelas

Angka 4)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "buktl permulaan yang cukup" adalah bukti
permulaan untuk menduga adanya tindak pidana bahwa seseorang yang karena perbuatannya
atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku pelanggaran hak
asasi manusia yang berat.

Dalam penyelidikan tetap dihormati asas praduga tak bersalah sehingga hasil penyelidikan
bersifat tertutup (tidak disebarluaskan) sepanjang menyangkut nama-nama yang diduga
melanggar hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Undang-undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- Yang dimaksud dengan "menindak lanjuti" adalah dilakukannya penyidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kurang lengkap" adalah belum cukup memenuhi
unsur pelanggaran-hak-asasi manusia-yang berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jetas

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud "unsur masyarakat" adalah terdiri dari organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan yang
lain seperti perguruan tinggi.

Kata "dapat" dalam ketentuan ini dimaksudkan agar Jaksa Agung dalam mengangkat penyidik ad
hoc dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas



Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penuntut umum ad hoc dari unsur masyarakat diutamakan diambil dari mantan penuntut umum
di Peradilan Umum atau di Peradilan Militer.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26

Pada waktu pengambilan sumpah/janji diucapkan kata-kata tertentu sesuai dengan agama
masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam "Demi Allah" sebelum lafal sumpah dan
untuk agama Kristen/Katolik kata-kata "Kiranya Tuhan akah menolong saya" sesudah latal
sumpah.

Pasal 27

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 4

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar majelis hakim selalu berjumiah ganiil.
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

"Hak ad hoc" adalah hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan
profesional, berdedikasi dan berintegrasi tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara
kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati hak asasi manusia dan
kewajiban dasar manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Yang dimaksud dengan "keahlian di bidang hukum" adalah antara lain sarjana syariah atau
sarjana lulusan Perguruan Tinggi limu Kepolisian.
Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7




1
1
|

Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas

Pasal 30
Lihat penjelasan Pasal 26

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d .
Lihat penjelasan Pasal 29 Angka 4
Hurufe
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35

- Yang dimaksud dengan "kompensasi" adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena
pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan "restitusi” adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau
keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:
a. pengembalian harta milik;
b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
c. penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

- Yang dimaksud dengan “rehabilitasi" adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya
kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

Pasal 36
Cukup jelas




Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41

Yang dimaksud dengan "pemufakatan jahat" adalah 2 (dua) orang atau lebih sepakat akan
melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan
HAM ad hoc, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan pada dugaan telah
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada locus dan tempos
delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran
hak asasi manusia yang berat, dilakukan di luar Pengadilan HAM.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49

Dalam ketentuan ini dimaksudkan hanya berlaku untuk pelanggaran hak asasi manusia yang
berat dan yurisdiksinya bagi siapa saja baik sipil maupun militer.

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4026



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;

c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan
pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk
menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan
global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan
berkesinambungan,

d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak
~ memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. €. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, ¢, dan d perlu
membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

|

5 a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
|
)

ngingat:
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan
nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
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. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara

terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui

proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk

menunjang penyelenggaraan pendidikan.

. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong

belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan
kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri

dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat

perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu

satuan pendidikan.

. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan

pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapatdilaksanakan

secara terstruktur dan berjenjang.

. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir

sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan
untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih {anjut.

. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan

pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi,
informasi, dan media lain.

. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan

agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari,
oleh, dan untuk masyarakat.

. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara

Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada

suatu lingkungan belajar.

. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan

terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai
bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan

kriteria yang telah ditetapkan.

. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan

pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.

. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat

yang peduli pendidikan.

. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta

didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

. Warga negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai

perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.



!8. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
;9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.
}0. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

BAB
DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

|

|

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

|

Pasal 3
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
| untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
© kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
~menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB [l
‘ PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
i
{ Pasal 4
* 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan
' menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
?2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan
| multimakna.
3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta
. didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan
mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung
bagi segenap warga masyarakat.
5) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui
peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA,
ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal-5

1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak
memperoleh pendidikan khusus.

3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak
memperoleh pendidikan layanan khusus.

4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh
pendidikan khusus.

5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

: Pasal 6
1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti
pendidikan dasar.



2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan
pendidikan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua
: Pasal 7
" 1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi
| tentang perkembangan pendidikan anaknya.

12) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada
anaknya.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8
Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi
program pendidikan.

Pasal 9
Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan
pendidikan.

: Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah
dan Pemerintah Daerah

Pasal 10
Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan

mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 11
1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin
» terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya
pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

BABV
PESERTA DIDIK

Pasal 12
1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: :
a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh
pendidik yang seagama;
b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai
pendidikannya;
d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai
pendidikannya;
e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan
tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
2) Setiap peserta didik berkewajiban:
a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan
pendidikan;



b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang
dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan

~ dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

; Umum

Pasal 13

1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling
. melengkapi dan memperkaya.

2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka
| melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

‘ Pasal 14
| Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
¢ tinggi.

Pasal 16
' Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan,
dan khusus.

Pasal 16
Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua
Pendidikan Dasar

Pasal 17
1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (Ml) atau bentuk lain
yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau
bentuk lain yang sederajat.
3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur
lebih [anjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pendidikan Menengah

Pasal 18

1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah
kejuruan.

3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA),
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain
yang sederajat.

4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.




Bagian Keempat
Pendidikan Tinggi

| Pasal 19

i1) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

2) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup

| program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh
perguruan tinggi.

|

! Pasal 20
'ﬂ) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
1 kepada masyarakat.

8) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.

4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat
| (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

: i Pasal 21
1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak
. menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau
. vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.

2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang

. memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

{3,) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang

. dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan

. dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan
penyelenggaraan pendidikan.

5) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan
yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah.

7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 22
Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar
doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh
" penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan,
teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

' Pasal 23

1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai

~ dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif
bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Pasal 24
1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan
tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keitmuan.
2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat
penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.



3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya
_ ‘ dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.

4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
! ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

; Pasal 25

1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi,
¢ atau vokasi.

P) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik,
| profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
‘ |B) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi

! sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
1 Pemerintah.
i

Bagian Kelima

| ‘Pendidikan Nonformal

«f Pasal 26

1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan

. pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal
dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada

penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan

i kepribadian profesional.

3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini,
pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,
pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang

| ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

1) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar,

- pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

3) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan,
keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi,
bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

3) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal
setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau

‘ Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

g

Bagian Keenam
Pendidikan Informal

Pasal 27
1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan
: belajar secara mandiri.
2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal
dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28
1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.



2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal,

. dan/atau informal.

3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK),
Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain {KB),

' Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau

[ pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

B) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan
Pendidikan Kedinasan

Pasal 29
) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen
| atau lembaga pemerintah nondepartemen.

2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam
- 1 pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau

lembaga pemerintah non-departemen.

8) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan
. ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan
Pendidikan Keagamaan

i Pasal 30

1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari
pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat
yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu
agama. :

3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan

v informal.

4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera,
dan bentuk lain yang sejenis.

_ 5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana-dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),

ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesepuluh
Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 31

1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat
yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka ataureguler.

3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang
didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan
sesuai dengan standar nasional pendidikan.

4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas
Pendidikan Khusus dan
Pendidikan Layanan Khusus



Pasal 32
1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan
dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau
memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau
. terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana
. sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB VI
BAHASA PENGANTAR

Pasal 33

) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan
. nasional.

2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan
| apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk
i mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

‘ BAB VIIi
WAJIB BELAJAR

' Pasal 34

1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.

2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada

" jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga
pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 35

1) Standar nasiona!l pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga
kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang
harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga
kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya
secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian
mutu pendidikan.

4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X
KURIKULUM

Pasal 36
1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional.



2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi
sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia dengan memperhatikan:
a. peningkatan iman dan takwa;
b. peningkatan akhlak mulia;
c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional,
| f. tuntutan dunia kerja;
\ g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
i h. agama;
} i. dinamika perkembangan global; dan
| . persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),

1 dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
I

Pasal 37
1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
: a. pendidikan agama,;
1 b. pendidikan kewarganegaraan,;
E c. bahasa;
3’ d. matematika;
e. ilmu pengetahuan alam;
f. ilmu pengetahuan sosial;
g. seni dan budaya;
h. pendidikan jasmani dan olahraga;
i. keterampilan/kejuruan; dan
j- muatan lokal.
7) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
a. pendidikan agama;
b. pendidikan kewarganegaraan; dan
. bahasa.
3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

|) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh
Pemerintah.

2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh
setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan
supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan
dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah.

3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan
mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. _

1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi

yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program
studi.

BAB XI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 39
1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan,
pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.



2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses
pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada
perguruan tinggi.

\ Pasal 40

4) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

| a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;

b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

¢. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;

d. perlindungan hukum dalam metaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual;

dan

e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

7) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan
dialogis;

b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan

c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan
kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 41

1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.

)) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh
lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.

3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan

i tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang
bermutu.

1) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42
l) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasisesuai dengan jenjang kewenangan
mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional.

") Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
})-Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43
) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar
belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
') Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan
tenaga kependidikan yang terakreditasi.
}) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 44
) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan
pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
') Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga
kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
}) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga
kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.



BAB Xl
; SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

; Pasal 45

1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang
i memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik,
i kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

F) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan

pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB XliI
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pendanaan

| Pasal 46

1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan masyarakat. -

2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan

sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan Pendidikan

' Pasal 47

j) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan
keberlanjutan.

2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai

~ dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 48
1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan
akuntabilitas pubilik. ]
2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 49
1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20%
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal
.~ 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN).




3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan
dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri. )

2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin

. mutu pendidikan nasional.

3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan

. pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan

; yang bertaraf internasional.

1) Pemerintah Daerah Propinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan,

{ pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan

! lintas daerah Kabupaten/Kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.

5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta

. satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

3) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di
lembaganya.

7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),

~ ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis
sekolah/madrasah.

2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas,
jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

-3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana-dimaksud dalam-ayat (1) dan
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52
|) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan/atau masyarakat.
?) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagai-mana dimaksud dalam
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Badan Hukum Pendidikan
Pasal 53

1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau
masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

?2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan
pelayanan pendidikan kepada peserta didik.

3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat
mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.



4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENDIDIKAN

1 Bagian Kesatu
|
’i Umum
! Pasal 54
) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok,
keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam
| penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

} Bagian Kedua

1 Pendidikan Berbasis Masyarakat

1 Pasal 565

i) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal

| dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk

. kepentingan masyarakat.

2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum

' dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional
pendidikan.

3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara,
masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan
sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 56

1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi
perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan
komite sekolah/madrasah.

2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu
pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana
dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/
Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan
mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan
prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

1) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB XVI
EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI



Bagian Kesatu
Evaluasi

| Pasal 57

ﬂ) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk
| akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal
i dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

’ Pasal 58

I) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan,
dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

gs.) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga

t  mandiri secara berkala, menyeluruh transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar

f nasional pendidikan.

! Pasal 59

I) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur,
! jenjang, dan jenis pendidikan.

) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk
? melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih
' lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
| Akreditasi

Pasal 60

|) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur
pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

') Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau
lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

l) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Sertifikasi

Pasal 61

1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

") ljazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau
penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan
pendidikan yang terakreditasi.

}) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada
peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan
pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan
yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

}) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XV
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 62



1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah
atau Pemerintah Daerah.

2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan

. tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi

. dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.

3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan

i sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat

| (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

|
|
\ Pasal 63
i Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di
i negara lain menggunakan ketentuan Undang-undang ini.

BAB XVl

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

! Pasal 64
i Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara
. Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan

' ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik
| Indonesia.

| Pasal 65

1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat
menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan

© peraturan perundang-undangan yang berlaku.

?) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan

 pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.

3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola
Warga Negara Indonesia.

I) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di
wilayah Negara Kesatuan Republik indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

’) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan-ayat{(4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIX
PENGAWASAN

Pasal 66
{) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/ madrasah melakukan
pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai
dengan kewenangan masing-masing.
?) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan
‘ akuntabilitas publik.
3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 67




1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat
kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara
paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan-

masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana
| denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
;B) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan
| melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun
i danfatau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
{ dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 68

1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi,

' dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan
pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).

.) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau

| vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan

i pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00

; (lima ratus juta rupiah).

3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan
yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

1) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai
dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima
tahun danfatau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

l) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau
vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

?) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat
kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu
dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70
Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau
vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana
dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 71
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama
sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72




Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang pada saat Undang-undang ini
diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-undang yang mengatur badan hukum
pendidikan.

Pasal 73
Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada

satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat Undang-undang ini diundangkan befum
memiliki izin.

Pasal 74
Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun
1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya
Undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti
berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75
Semua peraturan perundang-undangan yang diperiukan untuk melaksanakan Undang-undang ini
harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 76
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 48/Prp./1960 tentang
Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 1585,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

. Pasal 77
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2003
Presiden Republik Indonesia,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada Tanggal 8 Juli 2003
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

Bambang Kesowo

Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL
. RIGHTS
(KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

mbang:
la. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri

1
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jb.

i
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|
|

d.

lc.

manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati,
dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati,
menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;

bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember
1966 telah mengesahkan /International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);

bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ pada dasamya tidak
bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun
1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung
tinggi harkat dan martabat manusia dan yang menjamin persamaan kedudukan semua warga
negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus
memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan
huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial
dan Budaya);

jingat:

1.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal
28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28G, Pasal 281, dan Pasal 28J Undang-Undang
Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945;

.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 3882);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia
Nomor 4012);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4026);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:



itapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG
HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA).

Pasal 1

1) Mengesahkan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan

| Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dengan Declaration (Pernyataan)

| terhadap Pasal 1.

?) Salinan naskah asli International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan Declaration (Pernyataan)

| terhadap Pasal 1 dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia

sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2 o
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. '

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 118

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG

PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL
RIGHTS
(KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)

I. UMUM



1. Sejarah Perkembangan Lahirnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan

Budaya Sipil dan Politik.

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
memproklamasikan Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia
dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk
semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan
kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota
PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi
mereka.

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang
dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum.
Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi
Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan DUHAM untuk
menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya.
Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan
sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta
kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat
saling terkait dan saling tergantung. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun
1951, MU PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak
asasi manusia: (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan (2) Kovenan mengenai hak
ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatakan secara khusus bahwa kedua Kovenan
tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat pasal yang
akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan
MU PBB pada 1951, masing-masing pada tahun 1953 dan 1954. Setelah membahas kedua
rancangan Kovenan tersebut, pada tahun 1954 MU PBB memutuskan untuk memublikasikannya
seluas mungkin agar pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya secara mendalam dan
khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas. Untuk tujuan tersebut, MU PBB
menyarankan agar Komite |ll PBB membahas rancangan naskah Kovenan itu pasal demi pasal
mulai tahun 1955. Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua
Kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember
1966, dengan resolusi 2200A (XXI), MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan
Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik
dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan Internasional tentang Hak-
hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976.

. Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada International Covenant on Economic, Social

and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi
HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum
diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak
tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak
atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di
dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)), hak warga negara Indonesia atas pekerjaan
(Pasal 27 ayat (2); hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi
kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2), hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal
28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2); dan hak setiap warga
negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1)).

Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus berlanjut meskipun Indonesia
mengalami perubahan susunan negara dari negara kesatuan menjadi negara federal (27
Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950). Konstitusi yang berlaku pada waktu itu, yaitu
Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), memuat sebagian besar pokok-pokok



HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7
sampai dengan Pasal 33).

Indonesia yang kembali ke susunan negara kesatuan sejak 15 Agustus 1950 terus
melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi HAM. Undang-Undang Dasar
Sementara Republik Indonesia (UUDS RI Tahun 1950) yang berlaku sejak 15 Agustus 1950
sampai dengan 5 Juli 1959, sebagaimana Konstitusi RIS, juga memuat sebagian besar pokok-
pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya
(Pasal 7 sampai dengan Pasal 33), dan bahkan sebagian sama bunyinya kata demi kata dengan
ketentuan yang bersangkutan yang tercantum dalam Konstitusi RIS. Di samping komitmen
nasional, pada masa berlakunya UUDS RI Tahun 1950, Indonesia juga menegaskan komitmen
internasionalnya dalam pemajuan dan perlindungan HAM, sebagaimana yang ditunjukkan
dengan keputusan Pemerintah untuk tetap memberlakukan beberapa konvensi perburuhan yang
dihasilkan oleh International Labour Organization (Organisasi Perburuhan Internasional) yang
dibuat sebelum Perang Dunia Il dan dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda oleh Pemerintah
Belanda, menjadi pihak pada beberapa konvensi lain yang dibuat oleh Organisasi Perburuhan
Internasional setelah Perang Dunia lI, dan mengesahkan sebuah konvensi HAM yang dibuat oleh
PBB, yakni Convention on the Political Rights of Women 1952 (Konvensi tentang Hakhak Politik
Perempuan 1952), melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya penegakan dan perlindungan HAM telah
mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada
masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan.

Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan
penghormatan, penegakan dan perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi
masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik,
sosial dan budaya untuk jangka panjang.

Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah membangkitkan
semangat bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi terhadap sistem dan praktik-praktik masa
laly, terutama untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM.

Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM melalui Keputusan
Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003
yang kemudian dilanjutkan dengan RAN HAM kedua melalui Keputusan Presiden Nomor 40
Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan ratifikasi atau
pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment, 1984 (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain
yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28 September
1998 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Selain itu melalui
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, indonesia juga telah meratifikasi International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Konvensi Internasional
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

Pada tanggal 13 November 1998, Maijelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil
keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM,
yaitu dengan mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat "Pandangan dan
Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka I} dan "Piagam Hak
Asasi Manusia" (Lampiran angka ll).

Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menyatakan, antara lain, "bahwa
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan
kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" (huruf b) dan "bahwa bangsa Indonesia sebagai
bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya
mengenai hak asasi manusia" (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut menyatakan
bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung
jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of
Human Rights) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia"



(Lampiran IB angka 2). Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, Kovenan Internasional
tentang Hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak
Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai
“International Bill of Human Rights” (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), yang
merupakan instrumen-instrumen internasional inti mengenai HAM.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan perubahan
Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI
Tahun 1999; perubahan kedua disahkan dalam Sidang Tahunan MPR Rl Tahun 2000;
perubahan ketiga disahkan dalam Sidang Tahunan MPR Rl Tahun 2001; dan perubahan
keempat disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002. Perubahan kedua Undang-
Undang Dasar 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan
perlindungan HAM dengan mengintegrasikan ketentuan-keientuan penting dari instrumen-
instrumen internasional mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang Hak
Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan sampai dengan perubahan keempat Undang-
Undang Dasar 1945, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian
dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu
mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya International
Covenant on Economlc, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya) serta International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

3 Pokok-pokok Isi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok HAM di bidang ekonomi, sosial dan
budaya dari DUHAM dalam ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan terdiri
dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 31 pasal.

Pembukaan Kovenan ini mengingatkan negara-negara akan kewajibannya menurut Piagam
PBB untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya
untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penaatan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam
kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan
DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan
dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap
orang untuk dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan
politiknya.

Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya
sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung
jawab atas pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian,
untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai arti yang sangat penting pada
waktu disahkannya Kovenan ini pada tahun 1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan.

Pasal 2 menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk mengambil langkah-Langkah bagi
tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dan
memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut tanpa pembedaan apa pun. Negara-negara
berkembang, dengan memperhatikan HAM dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan
sampai seberapa jauh negara-negara tersebut akan menjamin hak-hak ekonomi yang diakui
dalam Kovenan ini bagi warga negara asing. Untuk ketentuan ini, diperlukan pengaturan ekonomi
nasional.

Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 4 menetapkan bahwa negara pihak hanya boleh mengenakan pembatasan atas hak-
hak melalui penetapan dalam hukum, sejauh hal itu sesuai dengan sifat hak-hak tersebut dan
semata-mata untuk maksud memajukan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis.

Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat
ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri



dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan
mana pun yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan
dalam Kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM
mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi,
peraturan atau kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau
mengakuinya tetapi secara lebih sempit.

Pasal 6 sampai dengan pasal 15 mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial,
dan budaya, yakni hak atas pekerjaan (Pasal 6), hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan
menyenangkan (Pasal 7), hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (Pasal 8), hak atas
jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (Pasal 9), hak atas perlindungan dan bantuan yang
seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (Pasal 10), hak atas standar
kehidupan yang memadai (Pasal 11), hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental
yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12), hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14), dan hak
untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (Pasal 1).

Selanjutnya Pasal 16 sampai dengan Pasal 25 mengatur hal-hal mengenai pelaksanaan
Kovenan ini, yakni kewajiban negara pihak untuk menyampaikan laporan kepada Sekretaris
Jenderal PBB mengenai tindakan yang telah diambil dan kemajuan yang telah dicapai dalam
penaatan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini (Pasal 16 dan Pasal 17), penanganan laporan
tersebut oleh ECOSOC (Pasal 18 sampai dengan Pasal 22), kesepakatan tentang lingkup aksi
internasional guna mencapai hak-hak yang diakui dalam Kovenan (Pasal 23), penegasan bahwa
tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi
ketentuan Piagam PBB dan konstitusi badan-badan khusus yang berkenaan dengan masalah-
masalah yang diatur dalam Kovenan ini (Pasal 24), dan penegasan bahwa tidak ada satu
ketentuan pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat
pada semua rakyat untuk menikmati secara penuh dan secara bebas kekayaan dan sumber daya
alam mereka (Pasal 25).

Kovenan diakhiri dengan ketentuan penutup yang mengatur pokok-pokok yang bersifat
prosedural (Pasal 26 sampai dengan Pasal 31), dan yang mencakup pengaturan
penandatanganan, pengesahan, aksesi, dan penyimpanan Kovenan ini, serta tugas Sekretaris
Jenderal PBB sebagai penyimpan (depositary) (Pasal 26 dan Pasal 30), mulai berlakunya
Kovenan ini (Pasa! 27), lingkup wilayah berlakunya Kovenan ini di negara pihak yang berbentuk
federal (Pasal 28), prosedur perubahan (Pasal 29), dan bahasa yang digunakan dalam naskah
otentik Kovenan ini (Pasal 31).

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang
Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan International Covenant on Civil and Political Rights
(Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) merupakan dua instrumen yang saling
tergantung dan saling terkait. Sebagaimana dinyatakan oleh MU PBB pada tahun 1977 (resolusi
32/130 Tanggal 16 Desember 1977), semua hak asasi dan kebebasan dasar manusia tidak
dapat dibagi-bagi dan saling tergantung (interdependent). Pemajuan, perlindungan, dan
pemenuhan kedua kelompok hak asasi ini harus mendapatkan perhatian yang sama.
Pelaksanaaan, pemajuan, dan perlindungan semua hak-hak ekonomi, sosial, dan pudaya tidak
mungkin dicapai tanpa adanya pengenyaman hak-hak sipil dan politik.

Ayat (2)

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, naskah
yang berlaku adalah naskah asli dalam bahasa Inggris Kovenan Internasional tentang Hak-hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1 Kovenan ini.

Pasal 2
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4557



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN
INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS
(KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

‘nbang:

bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia,
bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan,
dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasionai, menghormati,
menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;

bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember
1966 telah mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Palitik};

bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak
bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung
i tinggi harkat dan martabat manusia yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara
di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus memajukan dan
melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

! bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan
' huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan international Covenant on Civil
. and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

ingat:

. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B,
Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28G, Pasal 28|, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

~ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3882);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
3886);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4012);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208),

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:




UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND
POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLLTIK).

Pasal 1

|} Mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang
Hak-hak Sipil dan Politik) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1.

)) Salinan naskah asli International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional

tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1 dalam bahasa

Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik iIndonesia,

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBL!IK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 119




PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN
INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS
(KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIRIL DAN POLITIK)

I. UMUM

. Sejarah Perkembangan Lahirnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
memproklamasikan Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia
dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk
semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan
kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota
PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi
mereka.

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang
dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum.

Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi
Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan DUHAM untuk
menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya.
Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan
sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta
kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat
saling terkait dan saling tergantung.

Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, MU PBB meminta kepada
Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak asasi manusia: (1) Kovenan
mengenai hak sipil dan politik; dan (2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU
PBB juga menyatakan secara khusus bahwa kedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak
mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat Pasal yang akan menetapkan bahwa semua
rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan
MU PBB pada 1951, masing-masing pada tahun 1953 dan 1954. Setelah membahas kedua
rancangan Kovenan tersebut, pada tahun 1954 MU PBB memutuskan untuk-memublikasikannya
seluas mungkin agar pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya secara mendalam dan
khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas. Untuk tujuan tersebut, MU PBB
menyarankan agar Komite lll PBB membahas rancangan naskah Kovenan itu Pasal demi Pasal
mulai tahun 1955.

Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua Kovenan itu
baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1966, dengan
resolusi 2200A (XXI), MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik
bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Palitik dan
Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kovenan Internasionaf tentang Hak-hak
Sipil dan Politik beserta Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan
Politik mulai berfaku pada tanggal 23 Maret 1976.

2. Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada International Covenant on Civil and Political

Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi
HAM.

Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum
diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak
tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak
atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di
dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak warga negara Indonesia atas pekerjaan
(Pasal 27 ayat (2)), hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi
kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)), hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal
28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2)); dan hak setiap warga
negara indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1)).

Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus berlanjut meskipun Indonesia
mengalami perubahan susunan negara dari negara kesatuan menjadi negara federal (27
Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950). Konstitusi yang berlaku pada waktu itu, yaitu
Konstitusi Republik indonesia Serikat (Konstitusi RIS), memuat sebagian besar pokok-pokok
HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7
sampai dengan Pasal 33).

Indonesia yang kembali ke susunan negara kesatuan sejak 15 Agustus 1950 terus
melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi HAM. Undang-Undang Dasar
Sementara Republik Indonesia (UUDS RI Tahun 1950) yang berlaku sejak 15 Agustus 1950
sampai dengan 5 Juli 1959, sebagaimana Konstitusi RIS, juga memuat sebagian besar pokok-
pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya
(Pasal 7 sampai dengan Pasal 33), dan bahkan sebagian sama bunyinya kata demi kata dengan
ketentuan yang bersangkutan yang tercantum dalam Konstitusi RIS. Di samping komitmen
nasional, pada masa berlakunya UUDS RI Tahun 1950, Indonesia juga menegaskan komitmen
internasionalnya dalam pemajuan dan perlindungan HAM, sebagaimana yang ditunjukkan
dengan keputusan Pemerintah untuk tetap memberlakukan beberapa konvensi perburuhan yang
dihasilkan oleh International Labour Organization (Organisasi Perburuhan Internasional) yang
dibuat sebelum Perang Dunia |l dan dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda oleh Pemerintah
Belanda, menjadi pihak pada beberapa konvensi lain yang dibuat oleh Organisasi Perburuhan
Internasional setelah Perang Dunia lI, dan mengesahkan sebuah konvensi HAM yang dibuat oleh
PBB, yakni Convention on the Political Rights of Women 1952 (Konvensi tentang Hak-hak Politik
Perempuan 1952), melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya pemajuan dan perlindungan HAM telah
mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada
masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Akhirnya, disadari bahwa kehidupan
berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan pemajuan dan, perlindungan HAM akan
selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang
sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang.

Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah membangkitkan
semangat bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi terhadap sistem dan praktik-praktik masa
laly, terutama untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM.

Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM melalui Keputusan
Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003
yang kemudian dilanjutkan dengan RAN HAM kedua melalui Keputusan Presiden Nomor 40
Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan ratifikasi atau
pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment, 1984 (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain
yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28 September
1998 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Selain itu melalui
Undang-Undang Tahun 1999 Nomor 29, Indonesia juga telah meratifikasi International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Konvensi Internasional
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

Pada tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil
keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan dan perlindungan HAM, yaitu dengan
mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat "Pandangan dan Sikap
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Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka 1) dan "Piagam Hak Asasi
Manusia" (Lampiran angka Il).

Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menyatakan, antara lain, "bahwa
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan
kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" (huruf b) dan "bahwa bangsa Indonesia sebagai
bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya
mengenai hak asasi manusia” (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut menyatakan
bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung
jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of
Human Rights) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia"
(Lampiran |B angka 2). Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, Kovenan Internasional
tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Protoko!l Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak
Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai
“International Bill of Human Rights" (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), yang
merupakan instrumen-instrumen internasional inti mengenai HAM.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan perubahan
Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI
Tahun 1999;

perubahan kedua disahkan dalam Sidang Tahunan MPR Rl Tahun 2000; perubahan ketiga
disahkan dalam Sidang Tahunan MPR Rl Tahun 2001; dan perubahan keempat disahkan dalam
Sidang Tahunan MPR RI| Tahun 2002. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945
menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM
dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan penting dari instrumen-instrumen internasional
mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan
tersebut dipertahankan sampai dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang
kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian
dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu
mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya) serta International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

3. Pokok-pokok Isi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam
DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan
penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan tersebut terdiri dari
pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal.

Pembukaan kedua Kovenan tersebut mengingatkan negara-negara akan kewajibannya,
menurut Piagam PBB, untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan
tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penaatan HAM yang diatur dalam
Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa,
sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta
kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi
bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak ekonomi,
sosial dan budayanya.

Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya
sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung
jawab atas pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian,
untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai arti yang sangat penting pada
waktu disahkannya Kovenan ini pada tahun 1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan.



Pasal 2 menetapkan kewajiban setiap Negara Pihak untuk menghormati hak-hak yang diakui
dalam Kovenan ini. Pasal ini juga memastikan bahwa pelaksanaannya bagi semua individu yang
berada di wilayahnya dan yang berada di bawah yurisdiksinya tanpa ada pembedaan apapun.

Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 4 menetapkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan
bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang
menyimpang. dari kewajibannya menurut Kovenan ini sejauh hat itu mutlak diperlukan oleh
kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan
diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras, warma kulit, jenis kelamin bahasa, agama,
atau asal usul sosial.

Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat
ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri
dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan
mana pun yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan

. dalam Kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM
 mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi,

peraturan, atau kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau
mengakuinya tetapi secara lebih sempit.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 27 menetapkan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup,
bahwa hak ini dilindungi oleh hukum, dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya
secara sewenang-wenang (Pasal 6), bahwa tidak seorang pun boleh dikenai siksaan, periakuan
atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Pasal 7), bahwa
tidak seorang pun boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan
bahwa tidak seorang pun boleh diperhamba, atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja
wajib (Pasal 8); bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-
wenang (Pasal 10); dan bahwa tidak seorang pun boleh dipenjarakan hanya atas dasar

ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktualnya (Pasal 11).

Selanjutnya Kovenan menetapkan kebebasan setiap orang yang berada secara sah di

- wilayah suatu negara untuk berpindah tempat dan memilih tempat tinggalnya di wilayah itu, untuk

meninggalkan negara manapun termasuk negara sendiri, dan bahwa tidak seorang pun dapat
secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri (Pasal 12),
pengaturan yang diberlakukan bagi pengusiran orang asing yang secara sah tinggal di negara
pihak (Pasal 13); persamaan semua orang di depan pengadilan dan badan peradilan, hak atas
pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak
berpihak, hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dituduh melakukan tindak
pidana, dan hak setiap orang yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali keputusan atau
hukumannya oleh badan peradilan yang lebih tinggi (Pasal 14); pelarangan pemberlakuan secara
retroaktif peraturan perundang-undangan pidana (Pasal 15); hak setiap orang untuk diakui
sebagai pribadi di depan hukum (Pasal 16); dan tidak boleh dicampurinya secara sewenang-
wenang atau secara tidak sah privasi, keluarga, rumah atau surat menyurat seseorang (Pasal
17).

)Lebih lanjut Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan
dan'beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18); hak orang untuk mempunyai
pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat
(Pasal 19); pelarangan atas propaganda perang serta tindakan yang menganjurkan kebencian
atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan tindak
diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (Pasal 20); pengakuan hak untuk berkumpul yang
bersifat damai (Pasal 21); hak setiap orang atas kebebasan berserikat (Pasal 22), pengakuan
atas hak laki-laki dan perempuan usia kawin untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk
keluarga, prinsip bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan bebas dan
sepenuhnya dari para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan (Pasal 23); hak anak atas
perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak di bawah umur, keharusan segera
didaftarkannya setiap anak setelah lahir dan keharusan mempunyai nama, dan hak anak atas
kewarganegaraan (Pasal 24); hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan
urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum
yang sama pada jabatan publik di negaranya (Pasal 25); persamaan kedudukan semua orang di




KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1990
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (KONVENSI TENTANG HAK-
HAK ANAK)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional karena itu
pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara
optimal bagi pembangunan bangsa dan negara;

b. bahwa pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk
mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua,
kelu_arga, bangsa, dan negara melainkan diperlukan pula kerjasama internasional;

¢. bahwa di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 Januari 1990, Pemerintah Republik
Indonesia telah menandatangani Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang
Hak-hak Anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa yang
diterima pada tanggal 20 Nopember 1989);

¢ d. bahwa ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut pada huruf ¢, sudah tercakup di dalam

peraturan perundang-undangan nasional mengenai anak;

+ e. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik indonesia

kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960
tentang Pembuatan Perjanjian dengan Negara lain, dipandang perlu mengesahkan konvensi
tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN CONVENTION
ON THE RIGHTS OF THE CHILD (KONVENS| TENTANG HAK-HAK ANAK).

Pasal 1

Mengesahkan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang
telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada
tanggal 26 Januari 1990, sebagai hasil sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa yang
diterima pada tanggal 20 Nopember 1989 dengan *29365 pernyataan (declaration), yang salinan
naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditet_apkan di Jakartapada tanggal 25 Agustus 1990PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 25 Agustus 1990MENTERI/SEKRETARIS
NEGARAREPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS
NOT DISPLAYED.

LAMPIRAN :

PERNYATAAN (DECLARATION)

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees the fundamental rights of
the child irrepective of their sex, ethnic or race. The Constitution prescribes those rights
to be implemented by national laws and regulations.

The ratification of the Convention on the Right of the Child by the Republic of Indonesia
does not imply the acceptance of obligations going beyond the Constitutional limits nor

the acceptance of any obligation to introduce any right beyond those prescribed under the
Constitution.

With reference to the provisions of Articles 1, 14, 16, 17, 21, 22 and 29 of this
Convention, the Government of the Republic of Indonesia declares that it will apply these
articles in conformity eith its Constitution.
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1993
TENTANG
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa sesungguhnya manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dianugerahi hak-hak asasi untuk dapat
mengembangkan diri pribadi, peranan, maupun sumbangannya kepada masyarakat;

b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat antar-bangsa, menghormati

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Perserikatan Bangsa-Bangsa;

¢. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam butir a, b, dan ¢, dipandang perlu untuk
membentuk suatu komisi nasional Hak Asasi Manusia.

Mengingat: 1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; -
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMISI NASIONAL
HAK ASAS! MANUSIA.

BAB |
NAMA, ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 1

- Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, dibentuk suatu komisi
. yang bersifat nasional dan diberi nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya
. dalam Keputusan Presiden ini disebut Komisi Nasional.

Pasal 2
Komisi Nasional berasas Pancasila.
Pasal 3
Komisi Nasional bersifat mandiri.
Pasal 4
Komisi Nasional bertujuan :

a. membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia
sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
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b. meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan
pembangunan nasional vyaitu pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan
pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

BAB Il KEGIATAN
Pasal 5

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komisi Nasional melakukan
kegiatan sebagai berikut :

a. menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai asasi manusia baik kepada
masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat Internasional;

b. mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia
dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan/atau ratifikasinya;

c. memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan pendapat, -

pertimbangan dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan hak
asasi manusia;

d. mengadakan kerjasama regional dan internasional dalam rangka mengajukan dan melindungi
asasi manusia.

BAB I
SUSUNAN ORGANISASI DANKEANGGOTAAN
Pasal 6

Susunan organisasi Komisi Nasional terdiri dari :

a.Komisi Paripurna;
b.Sub Komisi; dan
c.Sekretariat Jenderal.

Pasal 7
Keanggotaan Komisi Paripurna terdiri dari tokoh-tokoh nasional terkemuka.
Pasal 8

Komisi Paripurna terdiri dari dua puluh lima orang Anggota dengan seorang Ketua dan dua orang
Wakil Ketua;

Ketua dan Wakil Ketua Komisi Paripurna dipilih oleh Anggota dan dikukuhkan oleh Presiden,
Untuk pertama kalinya Anggota Komisi Paripurna diangkat oleh Presiden;

Tata cara pengangkatan keanggotaan Komisi Paripurna berikutnya diatur dalam Anggaran
Dasar.



Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Komisi Paripurna ialah lima tahun dan dapat
diangkat kembali hanya untuk satu masa jabatan.

Pasal 9

Komisi Paripurna menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Program Kerja
Komisi Nasional.

Pasal 10
Komisi Nasional terdiri dari :
a.Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan Masyarakat;
b.Sub Komisi Pengkajian Instrumen Hak Asasi Manusia;
¢.Sub Komisi Pemantauan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

Setiap Sub Komisi dipimpin oleh Ketua dengan dibantu oleh Wakil Ketua dan staf sesuai dengan
kebutuhan.

Ketua, Wakil Ketua dan para Staf Sub Komisi bekerja secara purna waktu.
Pasal 11
Pelayanan kesekretariatan Komisi Naslonal diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal.
Pasal 12

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dipilih oleh Anggota Komisi
Paripurna serta diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Komisi Nasional.

- Sekretaris Jenderal bekerja secara purna waktu.

Pasal 13

Segala pembinaan untuk pelaksanaan kegiatan Komisi Nasional dibebankan pada Anggaran
Sekretariat Negara.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 14
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 1993PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd. SOEHARTO



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 129 TAHUN 1998
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional menghormati,
menghargai dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Piagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal mengenai Hak-hak Asasi Manusia;

bahwa Deklarasi dan Program Aksi di bidang Hak-hak Asasi Manusia (Vienna Declaration
and Programme of Action of the World Conference on Human Rights) telah diterima pada
Konferensi Dunia kedua mengenai Hak-hak Asasi Manusia di Wina, Austria pada tanggal 25
Juni 1993,

bahwa penghormatan atas hak-hak asasi manusia telah dijamin oleh Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 yang merupakan pandangan hidup, falsafah bangsa dan landasan
konstitusional bagi negara kesatuan Republik Indonesia;

bahwa pelaksanaan hak-hak asasi manusia di Indonesia perlu mempertimbangkan nilai-nilai
adat istiadat, budaya, agama dan tradisi bangsa serta tanpa membeda-bedakan suku, ras,
agama dan golongan;

bahwa peningkatan pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia mendorong
tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan
pembangunan masyarakat seluruhnya;

bahwa untuk lebih menjamin upaya pemajuan dan periindungan hak-hak asasi manusia
sesuai dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia, dipandang
perlu menyusun Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia dengan
Keputusan Presiden;

Mengingat: Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34

Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI *33928 NASIONAL HAK-

HAK ASASI MANUSIA INDONESIA.

Pasal 1

(1) Menetapkan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia sebagaimana

termaktub dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Presiden ini.

(2) Hakekat dan tujuan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia adalah untuk

menjamin peningkatan pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia



dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat, budaya dan agama bangsa Iindonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

(3) Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima)
tahunan yang akan ditinjau dan disempurnakan setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 2

(1) Untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia tersebut
dibentuk suatu Panitia Nasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Presiden.

(2) Tugas Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah melaksanakan
program -kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia yang
mencakup:

a. Persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang hak-hak asasi manusia;
b. Diseminasi informasi dan pendidikan di bidang hak-hak asasi manusia;
c. Penentuan prioritas pelaksanaan hak-hak asasi manusia;

d. Pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang hak-hak asasi manusia yang telah
disahkan.

Pasal 3

(1) Susunan keanggotaan Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

. adalah sebagai berikut:

': Penasehat:

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; 2. Menteri Negara Koordinator
. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri; 3. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan
~ Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;

Ketua merangkap anggota: Menteri Luar Negeri;

Wakil Ketua merangkap anggota: Menteri Kehakiman;

. Anggota :

1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia; 3. Menteri Penerangan; 4. Menteri Tenaga Kerja; 5. Menteri Kesehatan; 6.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 7. Menteri Agama; 8. Menteri Sosial; 8. Menteri Negara
Sekretaris Negara; 10. Menteri Negara Peranan Wanita; 11. Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 12. Jaksa Agung;
13. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara; 14. Kepala BP 7 Pusat; 15. Ketua Komisi Nasional

© Hak Asasi Manusia; 16. Ketua Umum Palang Merah Indonesia.



(2) Menteri Luar Negeri selaku Ketua Panitia Nasional membentuk Panitia Pelaksana yang
bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Nasional.

Pasal 4

Seluruh biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional ini dibebankan
pada anggaran belanja Departemen Luar Negeri.

Pasal 5
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

CATATAN

LAMPIRANKEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 129 TAHUN 1998

. TANGGAL 15 Agustus 1998

© RENCANA AKSI NASIONALHAK-HAK ASASI MANUSIA INDONESIA 1998 - 2003

" I. MUKADIMAH

1. Sesungguhnya hak-hak asasi manusia bukan merupakan hal yang asing bagi bangsa
Indonesia. Perjuangan melepaskan diri dari belenggu penjajah asing selama beratus-ratus tahun
adalah perjuangan mewujudkan hak penentuan nasib sendiri sebagai hak asasi manusia yang
paling mendasar. Komitmen- Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi
manusia di seluruh wilayah Indonesia bersumber pada Pancasila, khususnya sila kedua yakni
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta pasal-pasal yang relevan dalam UUD 1945 yang
dirumuskan sebelum dicanangkannya Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Di samping itu, nilai-nilai adat istiadat, budaya
dan agama bangsa indonesia juga menjadi sumber komitmen bangsa Indonesia dalam pemajuan
dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

2. Upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia dilakukan berdasarkan
prinsip-prinsip kesatupaduan, keseimbangan dan pengakuan atas kondisi nasional. Prinsip



kesatupaduan berarti bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hak
pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan baik dalam
penerapan, pemantauan maupun dalam penilaian pelaksanaannya. Prinsip keseimbangan
mengandung pengertian bahwa di antara hak-hak asasi manusia perorangan dan kolektif serta
tanggung jawab perorangan terhadap masyarakat dan bangsa memerlukan keseimbangan dan
keselarasan. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai mahluk individual dan mahluk sosial.
Keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan dan tanggung jawab merupakan faktor
penting dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Diakui bahwa hak-hak asasi
manusia bersifat universal dan masyarakat internasional juga telah mengakui dan menyepakati
bahwa pelaksanaannya merupakan wewenang dan tanggung jawab setiap pemerintah negara
dengan memperhatikan sepenuhnya keanekaragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem
politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi serta faktor-faktor lain yang dimiliki bangsa yang
bersangkutan.

3. Indonesia menyambut baik kerjasama internasional dalam upaya pemajuan dan perlindungan
hak-hak asasi manusia di seluruh atau di setiap negara termasuk Indonesia. Kerjasama
internasional tersebut harus mengacu pada prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Piagam PBB
khususnya dalam pasal 1 ayat 3, pasal 55 dan 56 Piagam PBB. Kerjasama internasional di
bidang hak-hak asasi manusia juga harus berdasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati,
persamaan derajat dan hubungan baik antar bangsa serta hukum internasional yang beriaku
dengan memperhatikan kebutuhan nasional dan menghormati ketentuan-ketentuan nasional
yang berlaku.

4. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemajuan dan perlindungan hak-hak
asasi manusia antara lain telah ditunjukkan dengan pembentukan Komisi Nasional Hak-Hak
Asasi Manusia pada tahun 1993. Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia dibentuk dengan
tujuan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak-hak asasi
manusia dan meningkatkan perlindungan hak-hak asasi manusia demi terwujudnya tujuan
pembangunan nasional Indonesia yakni pembangunan masyarakat dan manusia Indonesia
seutuhnya. Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia tersebut juga dibentuk sesuai dengan
| keinginan dan kesepakatan masyarakat internasional pada Konperensi Hak-hak Asasi Manusia
" Sedunia Kedua di Wina pada tahun 1993 yang secara konsensus mengesahkan Deklarasi dan
. Program Aksi Wina.

5. Sesuai dengan saran yang tertuang dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 serta hasil
Lokakarya Nasional HAM |l yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia, Komisi Nasional
Hak-hak Asasi Manusia dan PBB pada tanggal 24-26 Oktober 1994, Indonesia telah
merumuskan suatu Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003 yang
memuat langkah-langkah nyata yang akan dilakukan pada tingkat nasional dalam kurun waktu 5
* tahun mendatang. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia
secara sistematis dan terpadu dengan tetap mengacu kepada butir-butir pedoman yang tertuang
dalam Kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun Ketujuh dari Ketetapan MPR RI No.
11/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara diharapkan akan semakin memperkuat
landasan ke arah pemantapan budaya penghormatan hak-hak asasi manusia dan pada akhirnya
akan memperkokoh sendi-sendi masyarakat Indonesia yang adil makmur dan sejahtera sesuai
peri keadilan, kebenaran dan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Il. RENCANA AKSI| NASIONAL HAK-HAK ASAS| MANUSIA INDONESIA 1998 - 2003

6. Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia 1998 - 2003 terdiri dari empat pilar
utama yaitu:

1) Persiapan pengesahan perangkat-perangkat internasional hak-hak asasi manusia. 2)
Diseminasi dan pendidikan hak-hak asasi manusia. 3) Pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang



ditetapkan sebagai prioritas. 4) Pelaksanaan isi atau ketentuan-ketentuan berbagai perangkat
internasional hak-hak asasi manusia yang telah disahkan Indonesia.

7. Suatu Panitia Nasional yang terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat dibentuk sebagai

suatu lembaga pelaksana program kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia
Indonesia.

Pengesahan Perangkat-perangkat Internasional tentang Hak-hak Asasi Manusia

8. Pengesahan perangkat-perangkat internasional hak-hak asasi manusia akan memperkuat dan
mengembangkan perangkat-perangkat hukum pada tingkat nasional sebagai upaya untuk
menjamin pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia secara lebih baik Pengesahan
perangkat-perangkat internasional hak-hak asasi manusia juga akan menunjang kebijakan

pembangunan hukum nasional yang menyesuaikan diri dengan norma-norma yang diterima
secara internasional.

9. Proses pengesahan ini perlu dilaksanakan secara arif bijaksana dan bertahap serta sesuai
.dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Demikian pula halnya
dengan prioritas pengesahan perangkat-perangkat internasional hak-hak asasi manusia yang
telah ditetapkan dapat disesuaikan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat
Indonesia.

10. Keberhasilan upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia suatu bangsa
sangat ditentukan oleh pemantapan budaya hak-hak asasi manusia dari bangsa tersebut melalui
usaha-usaha secara sadar untuk menumbuhkan, menyemaikan dan meningkatkan rasa
kesadaran dan pengetahuan seluruh anggota masyarakat mengenai hak-hak asasi manusia.

11. Rasa kesadaran masyarakat mengenai hak-hak asasi manusia dapat ditumbuhkan dan
disemai serta ditingkatkan melalui penyebaran atau diseminasi keterangan tentang hak-hak asasi
manusia dengan cara dan sarana penyampaian yang tepat, dimana dan kapan saja.

12. Pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak asasi manusia dapat ditumbuhkan, disemai dan
ditingkatkan melalui cara dan sarana pendidikan pada tingkat, sifat, tempat dan waktu apapun
yang ada dan dipandang tepat.

Diseminasi dan pendidikan hak-hak asasi manusia

13. Sebagai salah satu tolok ukur dalam kehidupan sosial manusia, penghormatan terhadap hak-
hak asasi manusia memerlukan suatu proses panjang mengingat sifat hak-hak asasi manusia
yang saint nilai. Diseminasi dan pendidikan hak-hak asasi manusia adalah proses terbentuknya
nilai, sikap, kebiasaan di dalam diri peserta didik sewaktu berinteraksi dengan lingkungan di
bawah bimbingan para pendidik dalam arti yang luas seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat
dan para pemimpin. Diseminasi dan pendidikan hak-hak asasi manusia tidak akan memadai jika
hal ini hanya merupakan suatu penyampaian informasi tentang hak-hak asasi manusia secara
sekejap, terpisah, tidak terkoordinasi dan tidak sistematis. Sebagai suatu tata nilai, hak-hak asasi
manusia hendaknya dipahami, dihayati lalu diamalkan.

14. Dalam rangka mengupayakan internalisasi nilai-nilai hak-hak asasi manusia dalam kehidupan
sehari-hari dari tingkat sedini mungkin dan pada ruang lingkup golongan masyarakat seluas
mungkin, program diseminasi dan pendidikan hak-hak asasi manusia disampaikan antara lain
pada tingkat universitas dan lembaga pendidikan tinggi lainnya, pendidikan jalur sekolah,
pendidikan jalur luar sekolah, pendidikan jalur keluarga dan media massa.



Pelaksanaan hak-hak asasi manusia

15. Mengingat proses pengesahan perangkat-perangkat internasional hak-hak asasi manusia
memerlukan waktu dan pemikiran secara matang, maka upaya pemajuan dan perlindungan hak-
hak asasi manusia di Indonesia tidak harus menunggu rampungnya proses pengesahan tersebut.
Indonesia yang telah, sedang dan akan terus melakukan upaya pemajuan dan perlindungan hak-
hak asasi manusia perlu menyusun suatu daftar prioritas kegiatan pelaksanaan, pemajuan dan

perlindungan hak-hak asasi manusia sesuai kebutuhan dan perkembangan kehidupan sosial
masyarakat Indonesia.

16. Upaya pelaksanaan, pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, khususnya yang
berkaitan dengan beberapa jenis hak-hak asasi manusia yang sifatnya tidak bisa dikurangi (non-
derogable rights) maupun karena pelanggarannya mudah digolongkan sebagai pelanggaran
berat hak-hak asasi manusia dan mudah mencoreng citra bangsa, perlu ditetapkan sebagai

... prioritas. Di samping hak-hak asasi manusia ini, prioritas juga diberikan untuk perlindungan kaum

rentan dan hak pembangunan. Kegiatan utama bidang rencana aksi nasional ini meliputi
diseminasi perangkat standar internasional untuk pejabat penegak hukum, diseminasi perangkat
internasional mengenai penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang, pengajaran hak-hak
asasi manusia kepada para pejabat penegak hukum, studi dan diseminasi tentang hukum
humaniter, program khusus untuk hakim dan jaksa, perlindungan kelompok rentan yakni wanita,
anak dan buruh, dan pelatihan pengendalian huru hara.

Pelaksanaan isi konvensi-konvensi hak-hak asasi manusia yang telah disahkan

17. Pengesahan berbagai perangkat internasional hak-hak asasi manusia mengandung
kewajiban pelaporan dan berbagai kewajiban-kewajiban lainnya dalam melaksanakan isi atau
ketentuan-ketentuan dalam perangkat yang telah disahkan.

18. Pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak 1989 yang telah disahkan oleh Pemerintah Rl dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 1990 mencakup berbagai kegiatan
komprehensif antara lain pembentukan institusi nasional dalam rangka pelaksanaan konvensi,
kerjasama pengumpulan data, evaluasi dan pengawasan, mobilisasi sosial masyarakat mengenai
prinsip-prinsip konvensi serta pengumpulan berbagai sumber daya yang ada, upaya pelatihan
para pekerja sosial anak dan lokakarya bagi para polisi, petugas penjara, jaksa, hakim bidang
peradilan anak, serta pembaharuan perundang-undangan dan penegakan hukum.

19. Pelaksanaan konvensi-konvensi tentang hak-hak wanita telah disahkan Pemerintah RI
dengan Undang-Undang nomor 68 tahun 1958 dan Hak-hak Politik Wanita tahun 1952 serta
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita 1979 dilakukan dalam berbagai
bentuk kegiatan seperti advokasi dan mobilisasi sosial, pemberdayaan pusat kajian wanita,
pembaharuan perundang-undangan dan penegakan hukum yang efektif, penyusunan program
nasional penghapusan tindak kekerasan terhadap wanita, berbagai langkah administratif dan
kewajiban pemantauan dan pelaporan.

. PENUTUP

20. Upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia bukanlah hal yang mudah dan
dapat dilakukan dalam waktu sekejap, akan tetapi merupakan suatu proses yang panjang seperti
halnya proses pembangunan itu sendiri. Karena itu upaya tersebut perlu dilakukan secara terus
menerus, berkelanjutan dan terpadu oleh semua pihak yakni pemerintah, organisasi-organisasi
sosial politik dan kemasyarakatan maupun berbagai lembaga-lembaga swadaya kemasyarakatan
serta semua kalangan dan lapisan masyarakat dan warga negara Indonesia senantiasa
menyambut baik uluran bantuan bilateral, regional maupun internasional dalam memperkuat
kemampuan nasional guna melaksanakan program pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi



manusia, sesuai dengan semangat kerjasama internasional yang digariskan oleh Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa serta prinsip saling menghormati dan hubungan baik antar negara.

21. Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia ini dimaksud untuk memperkuat
upaya-upaya Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia rakyat
Indonesia, terutama masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia.
Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia ini sejalan dengan kebijakan nasional
di bidang hak-hak asasi manusia, peningkatan kesadaran hukum dan pengentasan kemiskinan
yang mendapatkan tempat utama dalam PELITA Vil. Dalam rangka menjaga kesinambungan
kebijakan dan berbagai program nasional di bidang hak-hak asasi manusia, maka pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia ini perlu dinilai ulang secara berkala
guna menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan berkesinambungan demi tegaknya
hukum, kebenaran dan keadilan dalam masyarakat Indonesia yang maju dan beradab. Sebagai
komitmen Indonesia dalam upaya pemajuan dan perlindungan semua hak-hak asasi manusia,
maka hal-hal yang belum tercakup dalam Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia
Indonesia 1998 - 2003 serta upaya-upaya lebih lanjut akan dirumuskan dalam Rencana Aksi
Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia tahap berikutnya.

V. PROGRAM KEGIATAN RENCANA AKS!I NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA
INDONESIA 1998-2003

| PENGESAHAN

1. PRIORITAS a. Menetapkan beberapa perangkat internasional HAM yang perlu mendapat
prioritas untuk segera disahkan berdasarkan rekomendasi dari instansi pemerintah dan LSM

;terkalt

Kegiatan: Tahun Pertama: i. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya; ii. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam,
Tidak Manusiawi atau Merendahkan; iii. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Rasial;

Tahun Kedua: i. Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida; ii. Konvensi
Perbudakan

Tahun Ketiga: Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan
Anggota-anggota Keluarganya.

Tahun Keempat Konvensi Penghentian Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi.
Tahun Kelima Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik

Keterangan |.1.a: Kegiatan: Tahun Pertama: (Dijadwalkan pula untuk upaya mempercepat
pengesahan Protokol | dan Il Konvensi Jenewa serta beberapa Konvensi Ketenagakerjaan)

b. Mengadakan studi mengenai berbagai perangkat internasional HAM yang akan disahkan,
sesuai urutan prioritas; c¢. Menyiapkan rancangan piagam pengesahan; d. Menerjemahkan
perangkat-perangkat internasional HAM yang akan disahkan; e. Penyebarluasan perangkat-
perangkat internasional HAM yang akan disahkan;

2. HARMONISASI PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL



a. Melakukan studi dan pengkajian mengenai berbagai peraturan perundang-undangan serta
peraturan nasional dan/atau peraturan-peraturan daerah yang relevan dengan perangkat-
perangkat internasional HAM; i. Peraturan perundang-undangan yang berlaky; ii. Merancang
peraturan perundang-undangan yang baru; b. Merevisi peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan atau merancang peraturan perundang-undangan yang baru sesuai dengan isi
perangkat internasional HAM yang telah disahkan;

¢. Memberikan pengarahan kepada para aparat penegak hukum terkait mengenai isi beberapa
perangkat internasional HAM yang telah disahkan.

Keterangan: |.1.b.: Akan dilakukan oleh suatu kelompok kerja interdep (Diperlukan bantuan
seorang tenaga ahli dari Kantor Pusat HAM PBB Jenewa) I.1.c.: Akan dilakukan oleh sebuah
kelompok kecil interdep. 1.1.d.: Diperlukan bantuan kerjasama teknis dari pusat HAM PBB
Jenewa. 1.2.b.: Akan dilakukan oleh sebuah kelompok kerja antar departemen. 1.2.c.: Diperiukan
bantuan teknis dari Kantor Pusat HAM PBB Jenewa. o

3. KEWAJIBAN MEMBERIKAN LAPORAN a. Pembentuk  sebuah lembaga nasional yang
bertanggung jawab untuk penyusunan serta penyampaian laporan Indonesia kepada PBB; b.
Perlunya koordinasi dan konsultasi secara reguler antara badan-badan pemerintah dan LSM
mengenai perangkat internasional HAM tersebut; ¢. Pelatihan mengenai penyusunan dan
penyampaian laporan kepada badan-badan PBB tertentu; d. Penerjemah dan penyebariuasan
Panduan Pusat HAM tentang kewajiban pelaporan kepada lembaga-lembaga pemerintah terkait.

DISEMINASI DAN PENDIDIKAN

It 1. DEKADE PBB MENGENAI PENDIDIKAN HAM

~ a. Pembentukan sebuah kelompok kerja sebagai pelaksana kegiatan dekade; b. Menetapkan

masalah-masalah prioritas yang berkaitan dengan Rencana Aksi PBB untuk Dekade Pendidikan
HAM; c. Mengorganisir simposia pada tingkat daerah, nasional dan regiona! untuk bertukar

" pengalaman mengenai promosi pendidikan HAM. d. Pengembangan dan penyebarluasan bahan-

bahan pengajaran HAM.

Keterangan 1.3.a.: Lembaga ini akan terdin dari pejabat-pejabat pemerintah dari berbagai
instansi. 1.3.b.: Diperlukan bantuan teknis dari Pusat HAM PBB Jenewa. 1.3.c.: Diperlukan
bantuan teknis. Il.1.a.: Dilaksanakan sebagai tindak lanjut Deklarasi dan Program Aksi Wina.
11.1.b.: Diperlukan bantuan teknis dari Pusat HAM. Il.1.c.: Sesuai rekomendasi Lokakarya tentang
Pendidikan HAM untuk Pembangunan di Asia Pasifik, Manila 15 Desember 1995

2. TINGKAT UNIVERSITAS DAN LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI LAINNYA

a. Pembentukan Pusat Studi HAM; b. Pembentukan atau menambah perpustakaan HAM di
Universitas serta KOMNAS; ¢. Membentuk program studi bergelar di Indonesia atau mengikuti
program studi HAM di luar negeri (beasiswa); d. Pendidikan dan Pelatihan HAM bagi para aparat
penegak hukum

3. PENDIDIKAN JALUR SEKOLAH

a. Menyiapkan kurikulum HAM bagi pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi, termasuk
pendidikan di lingkungan perguruan agama; b. Menerjemahkan bahan-bahan pengajaran
mengenai HAM; c. Pelatihan para guru di bidang HAM.



Keterangan l1.2.a.: Sebagai langkah awal akan didirikan di beberapa Perguruan Tinggi di Jakarta,

Jawa Tengah dan Jawa Timur serta satu universitas di luar Pulau Jawa. 11.2.b.: Diperlukan

bantuan teknis dari Pusat HAM PBB Jenewa dan lembaga-lembaga nasional terkait. I1.2.c.:

Diperlukan bantuan biaya/beasiswa dari dalam maupun luar negeri. I11.2.d.: Diperlukan bantuan
" teknis dan Pusat HAM PBB Jenewa dan lembaga-lembaga lain. 11.2.c.: Diperiukan bantuan teknis
! dari beberapa organisasi internasional yang terkait.

4. PENDIDIKAN JALUR LUAR SEKOLAH a. Penyusunan bahan mengenai HAM yang mudah
diserap oleh masyarakat awam; b. Memasukkan kesadaran HAM pada tingkat desa melalui
program-program yang ada seperti KADARKUM, KELOMPENCAPIR dan PKK; c. Lokakarya dan
diskusi panel mengenai organisasi sosial dan LSM; d. Penyuluhan mengenai konsepsi HAM di
kelompok-kelompok minat seperti Majelis Taklim, Pramuka, Karang Taruna, dll.

5. PENDIDIKAN JALUR KELUARGA a. Pola asuhan anak; b. Family re-enforcement.

| 6. MEDIA MASSA a. Penyelenggaraan lokakarya secara teratur dan pelatihan mengenai HAM
. bagi para wartawan media cetak, media elektronik dan petugas-petugas penerangan; b.
. Mengadakan wawancara dan diskusi di media elektronik (TV dan Radio); c. Menyebarkan bahan-
| bahan informasi mengenai HAM termasuk buku pegangan mengenai HAM; d. Tayangan
. mengenai HAM di Media Cetak dan Media Elektronik; e. Pemanfaatan media tradisional.

i

‘ - Keterangan Il.4.b.; Untuk ini perlu diadakan pengarahan mengenai konsepsi HAM kepada para
“* penyuluh program-program tersebut. 11.6.b.: Bekerjasama juga dengan Departemen Kehakiman.

It MASALAH-MASALAH PRIORITAS MENGENAI PELAKSANAAN HAM (Khususnya mengenai
* hak untuk hidup, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, peradilan yang adil dan
penghapusan kemiskinan).

1. DISEMINASI BERBAGAI STANDAR INTERNASIONAL UNTUK PEJABAT PENEGAK HUKUM
a. Penerjemahan dan publikasi bahan-bahan yang meliputi sebagai berikut:

- Kode etik untuk para pejabat penegak hukum; - Prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan

kekerasan dan senjata api oleh para pejabat penegak hukum; - Standar minimum mengenai

perlakuan terhadap para tahanan; - Pencegahan dan penyelidikan efektif terhadap pelaksanaan

hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang, dan seketika; - Deklarasi prinsip-prinsip

dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan; - Deklarasi tentang

perlindungan bagi semua orang dari hilang secara paksa, - Catatan penjelasan untuk
. penyerahan informasi tentang hilangnya orang secara paksa atau tanpa persetujuan.

b. Distribusi bahan-bahan; c. Lokakarya terpadu Hakim, Jaksa, Polisi, Petugas Lembaga
Pemasyarakatan mengenai masalah-masalah yang relevan.

.

Keterangan Ill.1.a.: Dilakukan secara terpusat oleh satu instansi lll.1.b.: Dilakukan secara
terpusat. lll.1.c.: Dapat dilakukan setiap tahun minimum 4 kali

2. DISEMINAS! KONVENSI-KONVENS! INTERNASIONAL MENGENAI PENYIKSAAN DAN
PENAHANAN SEWENANG-WENANG YANG TELAH DISAHKAN

a. Penggandaan teks konvensi-konvensi yang telah diterjemahkan tersebut; b. Distribusi paket
informasi mengenai konvensi-konvensi tersebut dan konsekuensinya.

3. PENGEMBANGAN PENGAJARAN HAM KEPADA PARA PEJABAT PENEGAK HUKUM



a. Format (sebagai kegiatan Ekstra Kurikuler di Akademi kepolisian, Akademi Militer dan
Lembaga pendidikan lainnya); b. Informal (Ceramah, Santiaji).

4. STUDI DAN DISEMINASI MENGENAI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

a. Memperkuat tugas dan fungsi Komite Nasional yang sudah ada; b. Mendukung pusat-pusat
kajian hukum humaniter yang sudah ada: - Membentuk/memperkuat perpustakaan; - Program
kunjungan dalam rangka studi perbandingan. c. Melanjutkan studi mengenai Konvensi Jenewa
termasuk protokolnya dengan kemungkinan pengesahan; d. Mengadakan lokakarya mengenai
hukum humaniter: - Rencana seminar regional ICRC-ASEAN.

Keterangan I1l.3.a.: Studi perbandingan kepada aparat pelaksana Diklat tentang Pengembangan
Pengajaran HAM di luar negeri. 11l.4.c.d: Bekerjasama dengan Pantap Humaniter

. 5. PROGRAM SPESIFIK UNTUK PARA HAKIM DAN JAKSA

. a. Program dan pelatihan di bidang administrasi peradllan b. Pelatihan di luar negeri untuk

masalah tertentu yang menyangkut HAM.

6. KELOMPOK RENTAN YANG MENJADI SASARAN - Anak; - Wanita; - Tenaga Kerja (usia
minimum, pekerja migran dan diskriminasi); - Manusia lanjut usia.

} 7. MASALAH-MASALAH YANG MENJADI SASARAN - Pertanahan; - Lingkungan.

- 8. PELATIHAN MENGENAI PENGENDALIAN HURU-HARA

Keterangan 1I1.5.b.: Setahun 2 kali masing-masing 10 orang. il.6. : Perlu diadakan studi banding
tentang Kedudukan Hukum dan Perlakuan terhadap Anak dan Tenaga Kerja Wanita di beberapa
negara berkembang dan negara maju. 1il.8. : Pelatihan khusus untuk Polisi dan aparat keamanan

. IV PELAKSANAAN ISI KONVENSI-KONVENSI HAM YANG TELAH DISAHKAN

A. PEMAJUAN DAN PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK

1. INSTITUSI NASIONAL a. Meningkatkan peran lembaga nasional yang sudah ada (Inpres
2/1998; Panitia Nasional untuk pengembangan Kesejahteraan Anak) dalam rangka pelaksanaan
Konvensi Hak-hak Anak; b. Mendirikan Lembaga Perlindungan Anak sebagai suatu badan
independen di bidang perlindungan anak-anak.

2. KERJASAMA REGIONAL DAN INTERNASIONAL (SESUAI PASAL 23 KONVENSI) a.
Melanjutkan pengaturan-pengaturan bilateral, regional dan internasional dalam rangka
memperkuat perlindungan anak-anak khususnya, yang dapat mengarah kepada segala bentuk
pelanggaran hak-hak anak, eksploitasi dan perdagangan gelap anak-anak; b. Meningkatkan
konsultasi regional untuk memperkuat pelaksanaan konvensi dan menciptakan mekanisme sub-
regional dalam rangka perlindungan hak-hak anak dalam ke rangka mandat Biro Kerjasama
fungsional Sekretariat ASEAN.

3. PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA, EVALUASI DAN PENGAWASAN. a. Melakukan
penelitan dan pengumpulan data mengenai anak-anak yang berada dalam pemeliharaan
alternatif/alternative care; b. Pengumpulan data mengenai tindakan semena-mena terhadap
anak; c. Secara berkala memonitor kemajuan-kemajuan dalam melaksanakan CRC dengan
melibatkan peran serta masyarakat (pemerintah, LSM, media dll)




- Lokakarya dan pertemuan-pertemuan lain mengenai CEDAW,;

b. Memperkuat pusat-pusat studi wanita yang sudah ada dan program pengembangan peran
wanita dalam rangka memajukan peran wanita, yang meliputi:

Memperkuat hubungan/kerjasama antara PSW dengan Pemerintah Daerah;

Meningkatkan dukungan dalam rangka mendorong kerja PSW untuk mengkaji kondisi-
kondisi yang menghambat;

Memajukan koordinasi yang lebih baik di antara PSW;

|

1 - Kampanye pendidikan umum mengenai CEDAW.,

‘ 2. PEMBAHARUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM

a. Mengembangkan suatu program legislatif untuk harmonisasi hukum nasional dengan
standard CEDAW, yang mencakup:

- Pengkajian peraturan perundang-undangan nasional (studi banding antara peraturan
perundang-undangan nasional dengan CEDAW);

- Mengembangkan agenda legislatif berdasarkan studi dan standard minimum yang
dapat disetujui;

- Melaksanakan program di bidang legislatif yang bertujuan ke arah harmonisasi
menyeluruh dari peraturan perundang-undangan nasional dengan CEDAW,;

b. Mengembangkan standar minimum untuk wanita dalam lingkup rumah tangga, tempat
kerja dan masyarakat.

- Lokakarya nasional untuk mencapai konsensus dalam upaya melaksanakan
ketentuan CEDAW;

- Mengembangkan petunjuk umum pelaksanaan ketentuan CEDAW;

- Mengembangkan petunjuk umum mengenai perlindungan hak-hak wanita pekerja
dengan merujuk kepada standar-standar I1LO:

- Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100);
- The Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111).
- The Worker's with Family Responsibilities Convention, 1981 (NO. 156);
- The Part-Time Work Convention, 1994 (No. 175);
c. Memajukan penegakan hukum dalam rangka menjamin pelaksanaan CEDAW.

3. PROGRAM NASIONAL PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP WANITA



a. Mendorong kesadaran masyarakat mengenai perlunya melaporkan segala bentuk tindak
kekerasan terhadap wanita baik kepada Polisi, ketua RT, RW, kelurahan maupun
organisasi sosial/LSM terkait apabila ada;

b. Mendorong upaya-upaya pembuatan data statistk mengenai kasus-kasus tindak
kekerasan terhadap wanita;

¢. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membantu wanita korban tindak kekerasan;

d. Menciptakan juklak pemeriksaan dan penahanan sementara oleh aparat kepolisian dalam
hal penahanan tersangka wanita serta standar-standar minimum dalam hal penanganan
narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan;

e. Memperkuat peran wanita dalam serikat pekerja dan memajukan kemampuan
organisasinya.

4. LANGKAH-LANGKAH ADMINISTRATIF
a}. Memasukkan CEDAW ke dalam program dan kebijakan nasional;
b. Alokasi dana (APBN/APBD) untuk melaksanakan CEDAW;
¢. Melaksanakan CEDAW pada semua tingkatan administratif;

d. Mengembangkan program penajaman gender (gender streamlining) pada semua lembaga
pemerintah.

. Keterangan IV.3.a.: Sesuai Resolusi PBB No. 48/104, 20 Desember 1993 yang memuat
- Deklarasi mengenai Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Wanita serta Resolusi No. 8
Konferensi ke-9 PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Tersangka.
IV4.a.: Termasuk pengesahan Optional Protocol terhadap Konvensi Penghapusan Diskriminasi
terhadap Wanita.

5. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

[

. Mengembangkan suatu sistem/mekanisme untuk memantau pematuhan pelaksanaan ketentuan
CEDAW;

b. ‘Mengembangkan indikator pemantauan untuk mengkaji kemajuan;

¢. Studi mengenai tata cara melaksanakan CEDAW;

d. Pertemuan tahunan nasiona! mengenai evaluasi hasil-hasil studi mengenai CEDAW,;
e. Publikasi dan peningkatan serta tindak lanjut hasil-hasil studi temuan-temuan;

f. Persiapan pembuatan laporan berkala kepada badan pengawas treaty - PBB, mengenai pelaksanaan
CEDAW di Indonesia.

Keterangan IV.b.5.f: Dilakukan oleh suatu kelompok interdepartemental dengan
mengikutsertakan KOMNAS HAM dan LSM terkait.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 129 TAHUN 1998
TENTANG RENCANA AKS! NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

bahwa sehubungan dengan perubahan susunan Kabinet Pemerintah dan semakin meningkatnya
tuntutan masyarakat untuk lebih menjamin pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia
Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu untuk
mengubah Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak
Asasi Manusia Indonesia;

: Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal
28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 281, Pasal 28J, Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 34 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

3. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak—hak Asasi
Manusia Indonesia;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR

129 TAHUN 1998 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA
INDONESIA.

Pasal |

! Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi
- Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia, diubah sebagai berikut:

| Ketentuan Pasal 3 diubah dengan mengubah rumusan ayat (1) dan ayat (2), dan menambah 3

(tiga) ayat baru yang ditempatkan menjadi ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga berbunyi
sebagai berikut:

"Pasal 3

Susunan keanggotaan Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah
sebagai berikut:

Penasihat:

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;

2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian; dan

3. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

Ketua, merangkap anggota: Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

Wakil Ketua I, merangkap anggota: Menteri Luar Negeri;

Wakil Ketua ll, merangkap anggota: Menteri Dalam Negeri;
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2004
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
TAHUN 2004-2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri
manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dimajukan,
dipenuhi, dilindungi dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun;

b. bahwa untuk menghormati, memajukan, memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia
tersebut dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum maka
pelaksanaannya perlu ditingkatkan;

¢. bahwa Deklarasi dan Program Aksi di bidang Hak Asasi Manusia (Vienna Declaration and
Programme of Action of the World Conference on Human Rights) telah diterima pada
konferensi Dunia mengenai Hak Asasi Manusia di Wina, Austria pada tanggal 25 Juni 1993;

d. bahwa tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia

terutama merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah, dan untuk itu diperlukan
partisipasi masyarakat;

e. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 1998-2003 berakhir

pada bulan Desember 2003;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, ¢, d dan e

dipandang perlu menyusun Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia Indonesia Tahun 2004-2009;

| Mengingat:
| 1. Pagal 4 ayat (1), 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28|, dan 28J Undang-Undang

Djsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

3 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);

| 4. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi

Manusia Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun
2003;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
INDONESIA TAHUN 2004-2008.

Pasal 1
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia yang selanjutnya disebut RANHAM
Indonesia adalah untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan
perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama,
adat-istiadat, dan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menetapkan RANHAM Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran | dan merupakan

~ bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

RANHAM Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), difaksanakan secara bertahap dan
berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan.






